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Aisah, Siti (F12717361), Da’wah Politics KH Muhammad Bin Muafi Sampang 
trough the role Ulama-Umara’ 
 
The problem examined in this research is how the political form of the 
mission of KH Muhammad Bin Muafi through its role as Ulama and Umara. This 
research uses descriptive qualitative research methods. By knowing the form of 
socio-political construction of the mission of KH Muhammad Bin Muafi who 
performs his role as an Ulama as well as Umara in the reality of community life in 
Sampang, it can answer the background of this research, namely where Ulama who 
also play the role of being Umara 'or government leaders who are trusted by the 
community have a purpose the propaganda behind it and the public can choose 
leaders from the Ulama groups' in the General Election process in Indonesia. 
The research data collection was carried out by observation, in-depth 
interviews with informants and documentation. This study uses the theory of social 
construction Peter L Berger and Thomas Luckmann where there are three 
dialectical processes in social construction, namely externalization, objectification 
and internalization. The results of the study found that 1) Through the role of Ulama 
KH Muhammad Muafi, the students were cadre cadres to become Ulama and 
Umara using Islamic boarding school preaching, forming independent santri 
characters and instilling ideology derived from the hadith of Prophet Muhammad 
SAW "Ittaqillaha haithu ma kunta" (fear you wherever you are located) 2) Through 
the role of Umara KH Muhammad Muafi creating jobs, maintaining the 
conduciveness of the Sampang community and selecting legislative candidates to 
be carried by his party from the santri group to ensure that the people's 
representatives are people who really know about religious law. 
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Siti Aisah, (F12717361), “Politik Dakwah KH Muhammad Bin Muafi 
Sampang Melalui Peran Ulama-Umara.”  
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk 
politik dakwah KH Muhammad Bin Muafi melalui perannya sebagai Ulama dan 
Umara. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian deskriptif kualitatif. Dengan 
mengetahui bentuk politik dakwah KH Muhammad Bin Muafi yang menjalankan 
perannya sebagai Ulama sekaligus Umara dalam realita kehidupan bermasyarakat 
di Sampang maka dapat menjawab dasar latar belakang penelitian ini yaitu dimana 
Ulama yang sekaligus berperan menjadi Umara’ atau pemimpin pemerintahan yang 
dipercaya oleh masyarakat mempunyai tujuan dakwah dibaliknya dan masyarakat 
dapat memilih pemimpin dari golongan Ulama’ dalam proses Pemilihan Umum di 
Indonesia.  
Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, 
wawancara mendalam terhadap informan dan dokumentasi.  Penelitian ini  
menggunakan teori  konstruksi sosial Peter L berger dan Thomas Luckmann dimana 
terdapat tiga proses dialektika dalam konstruksi sosial, yaitu eksternalisasi, 
objektivasi dan internalisasi. Hasil penelitian menemukan bahwa 1) Melalui peran 
Ulama KH Muhammad Muafi melakukan kaderisasi santri menjadi Ulama dan 
Umara menggunakan media dakwah Pondok Pesantren, membentuk karakter santri 
mandiri dan menanamkan ideologi yang berasal dari hadist Nabi Muhammad SAW  
“Ittaqillaha haithu ma kunta” (bertakwalah kamu dimanapun kamu berada) 2) 
Melalui peran Umara KH Muhammad Muafi menciptakan lapangan pekerjaan, 
menjaga kondusifitas masyarakat Sampang dan memilih calon legislatif yang akan 
diusung partainya dari golongan santri untuk memastikan bahwa perwakilan rakyat 
adalah orang yang benar-benar mengetahui tentang hukum agama. 
Kata kunci: Politik Dakwah, Konstruksi Sosial, Ulama, Umara 
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A. Latar Belakang 
Tahun 2018 dan 2019 merupakan tahun politik, dimana terdapat dua 
pemilihan serentak. Tahun 2018 merupakan pemilihan kepala daerah serentak dan 
2019 pemilihan umum serentak. Para penggiat politik memanfaatkan momentum 
ini untuk mendekati ulama sebagai jalan pintas menguasai massa. Sementara 
ulama pun juga memanfaatkan tahun politik agar bisa terlibat langsung dalam 
pemilihan dan menjadi pemimpin kebijakan di daerahnya. Para ulama dalam 
memutuskan terjun di dunia politik mempunyai alasan yang kuat, perannya 
sebagai seorang ulama dan sekaligus sebagai umara menuntutnya untuk berbuat 
dalam dakwah politik. 
Politik merupakan hal yang tidak terlepas dari kekuasaan sehingga dalam 
berpolitik dibutuhkan penguasa yang dipercaya oleh rakyat dan untuk rakyat. 
Politik memiliki sistem politik yang didalamnya memiliki unsur-unsur yang saling 
berkaitan (interrelated) dan saling bergantung (interdependent). Sedangkan 
politik berarti berbagai macam kegiatan yang terjadi di dalam suatu Negara yang 
berkaitan dengan proses menetapkan tujuan dan bagaimana mencapai tujuan 
tersebut.1 Tujuan politik seorang ulama tidak terlepas dari program dakwah yang 
ingin dicapainya dan bermanfaat kepada seluruh ummat. 
Kata “Ulama” berasal dari Bahasa arab yaitu ‘alim’ yang berarti orang 
yang mengetahui. Jadi Ulama berarti orang yang mengetahui atau dalam hal ini 
                                                             
1 Ng. Philipus, Sosiologi dan Politik, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 104. 

































adalah para ilmuwan.2 Kata ulama terdapat dalam Al-qur’an surat Asy-syu’ara 
ayat 197. 
 ْنَأ َةيآ ُْمَلَ ْنُكَي َْلََوَأ لْييئاَرْسيإ ْ ينَِب ُءاَمَلُع ُهَمَلْع َي
3 
         Artinya : dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa para  
ulama Bani Israil mengetahuinya?  
Dan umara merupakan bentuk jamak dari ‘amir artinya pemimpin 
pemerintahan, penguasa. Pemimpin pemerintahan yang jika di Indonesia dipilih 
berdasarkan hasil Pemilihan Umum. Saat ini Apa yang ada dalam pandangan 
masyarakat adalah Ulama merupakan ahli dakwah yang berhubungan dengan 
akhirat dan Umara adalah pemimpin politik yang berhubungan dengan dunia saja. 
Mengingat dunia yang satu ini (politik) merupakan muara segala ekspresi 
kemanusiaan baik yang menyangkut ambisi, intrik, taktik-strategi, loyalitas, dan 
lain sebagainya.4 Maka Masyarakat beranggapan bahwa politik dan dakwah 
merupakan hal yang harus dibedakan, politik dianggap sesuatu hal yang kotor dan 
banyak kecurangan sedangkan dakwah merupakan hal yang suci dalam 
menyampaikan pesan agama sesuai dengan Al-quran dan hadist, namun pada 
kenyataannya sejak jaman masa Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan 
bahwa politik dan dakwah tidak dapat dipisahkan, dimana Nabi Muhammad 
merupakan ahli dakwah sekaligus pemimpin umat dikala itu. Karena dakwah 
islam merupakan dakwah universal yang mencakup semua lini kehidupan, 
                                                             
2 Taufik Abdullah, ed. Agama dan Perubahan Social, (Jakarta:Rajawali, 1983), h. 3 
3 Al-Qur’an: 375 
4 Faisal Baasir, Etika Politik;Pandangan Seorang Politisi Muslim, (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 
2003), xxxv 

































termasuk dalam dunia politik. Bagaimana masyarakat islam dapat hidup damai, 
tentram jika mereka tidak mempunyai pemimpin yang dapat menyalurkan 
keinginan mereka melalui kebijakan-kebijakan yang akan disampaikan dalam 
panggung politik pemerintahan jika mereka tidak mempunyai wakil rakyat yang 
beragama islam dan dapat melakukan dakwah politik sesuai dengan ajaran islam 
yang hakiki. 
Seorang ulama yang sekaligus umara dapat memberikan pemahaman 
tentang kebijaksanaan pemerintah yang bernuansa politik melalui Bahasa agama 
sehingga dapat diterima dan mudah dipahami oleh masyarakat hingga akhirnya 
masyarakat dapat berpastisipasi aktif dalam pengambilan keputusan politik 
mereka. Diharapkan para umara’ yang mempunyai idealisme tinggi yang dapat 
berjalan selaras dengan kepentingan rakyat banyak, dan rakyat dapat dipimpin 
oleh ulama’ sekaligus umara’ yang mempunyai ijtihad5 politik di jalan Allah. 
Seperti yang ditekankan dalam surat An nisa’ ayat 58 berikut ini 
 َب ْمُتْمَكَح اَذيإَو اَهيلَْها َلييا يةَنَمَلاا اُّدَؤ ُت ْنَا ْمُُكرُْمَيَ َالله َّنٍإ يساَّنلا َْيْ َالله َّنيإ يلْدَعل يبِ اوُمُكَْتَ ْنَا
ًاْيْ يصَب اًع ْ ي َيسَ َناَك َالله َّن
يا يَهب ْمُكُظيَعي ا َّميعين6 
Artinya: sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 
menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan 
adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 
                                                             
5 Ijtihad pada intinya adalah upaya penggalian hukum syara’ secara optimal. Upaya penggalian 
hukum syara’ itu berhasil apabila seorang mujtahid dalap memahami maqasid al-shari’ah. Lihat di 
Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari’ah menurut al-Syatibi, (Jakarta:PT Raja Grafindo 
Persada, 1996), 129. 
6 Al-Qur’an: 87 

































kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha 
melihat. 
Dari ayat diatas ditegaskan bahwa dalam memilih pemimpin atau dalam 
memberikan amanat ditujukan kepada orang yang memang layak menerima 
amanat tersebut. Dengan memilih Ulama sebagai Umara merupakan harapan 
masyarakat agar setiap kebijakan yang diambil oleh para pemimpin adalah hal 
yang benar-benar demi kemaslahatan7 ummat. Disinilah letak peran ulama umara 
dipertanyakan didalam suatu fenomena kehidupan politik dan dakwah yang 
menurut masyarakat adalah sesuatu hal yang harus dipisahkan. Peran merupakan 
seperangkat patokan yang membatasi perilaku seseorang yang harus dilakukan 
dalam menduduki sebuah posisi8.  
Penelitian ini akan membahas bagaimana peran seorang ulama sekaligus 
umara’ dalam menjalankan politik dakwah dalam realita panggung politik 
Indonesia dan realita kehidupan masyarakat Madura yang fanatisme kepada sosok 
Ulama. Pola Hierarki keulamaan pada umumnya ditopang dan dilembagakan oleh 
kenyataan bahwa keulamaan, khususnya kekiaian, pada dasarnya bersifat 
askriptif. Pola ini lebih menonjol di Madura , karena pada tingkat tertinggi, yakni 
tingkat Kiai9, keulamaan diwariskan secara genealogis. Dari berbagai tingkat 
keulamaan di Jawa, hanya ulama yang lebih tinggi, yakni Kiai yang mempunyai 
                                                             
7 Maslahat (secara harfiah berarti kebaikan atau manfaat) merupakan suatu konsep hukum yang 
berkaitan dengan kepentingan atau kesejahteraan masyarakat. Menurut pandangan klasik, 
maslahat berarti mencari kebaikan atau mencegah mafsadah. Lihat Greg Fealy, Ijtihad Politik 
Ulama:Sejarah Nahdlatul Ulama 1952-1967, (Yogyakarta:LKis, 2003), 71  
8 Edy Suhardono, Teori Peran, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 1994), h 15  
9 Penggunaan kata Kiai ditujukan kepada seorang sarjana atau pemimpin kharismatik. Di Jawa 
Barat disebut Ajengan yang memiliki kesamaan arti dan di Sumatera umumnya menggunakan 
sebutan syeikh. Dhofier, 55 dan Geertz, 32. 

































pengaruh lintas desa.10 Dan peneliti memilih KH. Muhammad Bin Muafi sebagai 
subjek penelitian. KH. Muhammad Bin Muafi adalah pengasuh Pondok Pesantren 
tertua di Sampang yaitu Pondok Pesantren Nazhatut Thullab Sampang dimana 
beliau juga menjabat sebagai Anggota Dewan DPRD Jawa Timur Komisi E 
Kesejahteraan Rakyat11 periode 2014-2019 sekaligus Ketua DPD partai Golkar 
kabupaten Sampang. 
KH Muhammad Bin Muafi yang biasa juga disebut Gus/Ra Mamak 
sempat menjadi calon kandidat kuat dalam pemilihan Bupati dan Wakil bupati 
Sampang tahun 201812, berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh The 
Initiative Institute13 menunjukkan bahwa calon Bupati yang diinginkan 
masyarakat Sampang adalah yang berlatar belakang profesi seorang Ulama 
sebanyak 49%, 18% Pengusaha dan sisanya berasal dari Profesi Akademisi dan 
Politisi Partai. Dan KH Muhammad menempati posisi teratas di semua Poin 
Pertanyaan kepada responden, misalkan dalam hal Popularitas Calon, Tingkat 
bersih Korupsi, Tingkat Menciptakan Perubahan, Tegas dalam memimpin, 
Tingkat kesukaan calon, tingkat kelayakan calon dan lain sebagainya. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa beliau merupakan tokoh figur yang berpengaruh di 
Kabupaten Sampang. Beliau mempunyai modal dan pengalaman melalui Peran 
                                                             
10 Endang Turmudi, Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan, (Yogyakarta:LKiS, 2004),30-31 
11 http://dprd.jatimprov.go.id/anggota/id/147/muhammad-bin-muafi-zaini, diakses 8 Desember 
2018 10:17 
12 http://www.koranmadura.com/2017/12/mamak-daftar-bacabup-sampang-lewat-hanura/ diakses 
8 Desember 2018 11:43 
13 Lihat di Lampiran, The Initiative Institute merupakan lembaga survei yang beralamatkan di Jl. 
Gunung Anyar Jaya IV Ruko Gunung Anyar Kav 30 No 202, Gn. Anyar, Kota SBY, Jawa Timur 
60294 

































politiknya di DPRD Jawa Timur dan juga Peran Ulamanya di Kabupaten 
Sampang. 
 
Gambar 1.114 :Hasil Survey The Initiative Institute 
 
Gambar 1.215 : Hasil Survey The Initiative Institute 
                                                             
14 The Initiative Institute, Hasil Survei Kabupaten Sampang, 15 
15 The Initiative Institute, Hasil Survei Kabupaten Sampang, 29 

































Ketika beliau menjadi anggota DPRD Jawa Timur di bidang 
Kesejahteraan rakyat, beliau mengupayakan pemerataan pembangunan di Wilayah 
Madura sehingga dapat meningkatkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) 
masyarakat Madura.16 Beliau memberikan perhatian penuh kepada wilayah 
Madura khususnya Sampang karena beliau mengikuti kontetasi Politik pada tahun 
2014 melalui Dapil Madura. Upaya Peningkatan IPM tersebut terbukti dengan 
dimulainya pembangunan Rumah Sakit di wilayah utara Madura khususnya di 
Utara Kabupaten Sampang, yakni kecamatan Ketapang. Dan mengupayakan 
pembangunan Sekolah tinggi pertama di ketapang dengan yayasan yang 
dimilikinya. Jadi bagaimana politik dakwah seorang KH Muhammad Bin Muafi 
dalam menjalani perannya sebagai Ulama sekaligus sebagai Umara sangat layak 
untuk kami teliti.  
B. Identifikasi Masalah 
Dari uraian latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa 
masalah sesuai dengan judul penelitian ini sebagai berikut:  
1. Keresahan masyarakat jika ulama berperan aktif di dunia politik 
2. Pandangan masyarakat bahwa Dakwah politik menjadi sebuah aktifitas 
yang hanya digunakan sebagai media untuk mendapatkan kekuasaan  
3. Pandangan masyarakat bahwa Ulama sebagai tokoh politik tidak bisa 
menjalankan peran ulamanya di tengah masyarakat 
                                                             
16 Anggota Komisi E DPRD Jatim, Muhammad Bin Mu’afi Zaini M.PSDM M.PdI, 
menegaskan  disparitas pembangunan Madura sangat tinggi. Hal itu terlihat dari kondisi Madura 
jalur selatan dengan jalur utara yang sangat berbeda jauh. 
http://dprd.jatimprov.go.id/berita/id/5292/rendahnya-ipm-di-jatim-salah-satunya-di-sumbang-oleh-
madura-, diakses 8 Desember 2018 14:36 

































4. Ulama juga mempunyai hak dan berkiprah dalam dunia politik dan 
berperan aktif dalam menentukan kebijakan yang tujuannya untuk 
kemaslahatan ummat. 
5. Fanatisme Masyarakat Madura terhadap Pondok pesantren dan Ulama 
sehingga dapat mengubah pilihan politik mereka atau bahkan 
berpaling 
6. Ulama yang sekaligus berperan menjadi Umara’ atau pemimpin 
pemerintahan yang dipercaya oleh masyarakat mempunyai tujuan 
dakwah dibaliknya dan masyarakat dapat memilih pemimpin dari 
golongan Ulama’ dalam proses Pemilihan Umum di Indonesia. 
Dari beberapa identifikasi masalah di atas, poin yang menjadi dasar latar 
belakang penelitian ini berada pada poin enam dimana Ulama yang sekaligus 
berperan menjadi Umara’ atau pemimpin pemerintahan yang dipercaya oleh 
masyarakat mempunyai tujuan dakwah dibaliknya dan masyarakat dapat memilih 
pemimpin dari golongan Ulama’ dalam proses Pemilihan Umum di Indonesia. 
Penelitian yang berjudul Politik Dakwah KH Muhammad Bin Muafi ini 
bermula dari keinginan penulis untuk mengetahui jawaban tentang bagaimana 
bentuk politik dakwah KH Muhammad Bin Muafi yang menjalankan perannya 
sebagai Ulama sekaligus Umara dalam realita kehidupan bermasyarakat. Dalam 
tesis ini penulis ingin membahas Peran KH Muhammad Bin Muafi sebagai Ulama 
di Madura sekaligus pengasuh Pondok Pesantren tertua di Sampang dan juga 
perannya sebagai Umara/Anggota DPRD Jawa Timur sekaligus Ketua DPD Partai 
Golkar Kab. Sampang.  

































C. Pembatasan dan Perumusan Masalah 
Konteks penelitian ini, peneliti memfokuskan pada Peran Politik Dakwah 
KH Muhammad Bin Muafi sebagai ulama sekaligus sebagai Umara. Metode 
dakwah dan juga hubungan ulama umara dengan  mad’u menjadi bagian dari 
penelitian ini. Maka Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana bentuk politik dakwah KH Muhammad Bin Muafi melalui 
perannya sebagai Ulama? 
2. Bagaimana bentuk politik dakwah KH Muhammad Bin Muafi melalui 
perannya sebagai Umara’? 
D. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian yang berjudul Politik Dakwah KH Muhammad 
Bin Muafi adalah sebagai berikut 
1. Untuk mengetahui bentuk politik dakwah KH Muhammad Bin Muafi 
melalui perannya sebagai Ulama’ 
2. Untuk mengetahui bentuk politik dakwah KH Muhammad Bin Muafi 
melalui perannya sebagai Umara’  
E. Manfaat Penelitian 
Melalui penelitian ini penulis berharap ada beberapa manfaat yang 
dihasilkan baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis, yaitu : 
1. Manfaat Teoritik 
Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan tentang dakwah 
melalui jalur politik yang dilakukan oleh para Ulama sehingga 

































diharapkan dapat memberi masukan yang bermanfaat bagi studi 
komunikasi penyiaran islam 
2. Manfaat Praktis 
Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat merefleksikan suatu 
sumbangan konsep dalam pemecahan masalah suatu bentuk dilemma 
masyarakat akan pemimpin yang berasal dari golongan Ulama’ dan 
agar masyarakat memberikan kepercayaan kepada Ulama’ sekaligus 
dapat menjadi Umara’ melalui politik praktis. 
 
F. Penelitian Terdahulu 
Sejauh pengetahuan peneliti, penelitian tentang politik dakwah melalui 
peran seorang Ulama sekaligus Umara belum pernah diteliti. Terdapat beberapa 
penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, sebagai berikut : 
Pertama, Hasil Penelitian Tesis Raden Panji Ahmad Faqih Zamaniy17, 
Dakwah Politik : Telaah aktivitas dakwah politik anggota DPRD Jawa Timur 
Periode 2014-2019, UINSA Surabaya. Dalam tesis ini membahas berbagai 
metode dakwah dan pendekatan dakwah politik yang dilakukan oleh anggota 
DPRD Jawa Timur, baik metode dakwah kepada sesama anggota parlemen dan 
juga metode dakwah politik yang dia lakukan dalam mengawal atau membuat 
undang-undang atau kebijakan-kebijakan di lingkungan parlemen dengan tetap 
berpegang pada ruh-ruh nilai islam. Persamaan dengan penelitian ini ialah sama-
                                                             
17 Raden Panji Ahmad Faqih Zamaniy, Dakwah Politik : Telaah aktivitas dakwah politik anggota 
DPRD Jawa Timur Periode 2014-2019, UINSA Surabaya, 2015. 

































sama bersifat kualitatif dan membahas tentang dakwah politik. Perbedaannya 
ialah terletak pada subjek penelitian, dan analisis datanya 
Kedua, Hasil Penelitian Tesis Muhammad faizin18, Dakwah Politik Bupati 
Bojonegoro Suyoto, UINSA Surabaya. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian 
ini adalah bagaimana dakwah politik Bupati Bojonegoro Suyoto dalam 
membangun birokrasi pemerintah yang bersih dan baik. Penelitian ini 
menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. 
Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi, 
dan wawancara mendalam terhadap informan. Informasi yang diperoleh dari 
informan utama kemudian dikonfirmasi ulang dengan informan pendukung 
sehingga didapatkan data antar subjektivitas untuk memastikan keabsahan data. 
Dalam tesis ini membahas dakwah politik Bupati Bojonegoro Suyoto dalam 
membangun birokrasi pemerintah yang bersih dan baik. Persamaan dengan 
penelitian ini ialah sama-sama bersi bersifat kualitatif dan membahas tentang 
dakwah politik. Perbedaannya ialah terletak pada subjek penelitian, dan analisis 
datanya. 
Ketiga, Basuki/Isbandi19, melakukan penelitian tentang Konstruksi Sosial 
Peran Pemuka Agama Dalam Menciptakan Kohesivitas Komunikasi sosial di 
Kota Mataram, mengambil fenomena tentang bagaimana peran tokoh agama 
Hindu dan Islam dalam mengkosntruksi peran mereka dalam menciptakan 
kohesivitas komunikasi sosial. Hasil penelitian ini menyimpulkan kohesivitas 
                                                             
18 Muhammad faizin, Dakwah Politik Bupati Bojonegoro Suyoto, UINSA Surabaya, 2018. 
19 Basuki/Isbandi, Jurnal Konstruksi Sosial Peran Pemuka Agama Dalam Menciptakan 
Kohesivitas Komunikasi sosial di Kota Mataram. UPN “Veteran” Yogyakarta, Jurnal Ilmu 
Komunikasi, Volume 6, Nomor 2, Mei - Agustus 2008 

































dalam relasi Hindu-Islam dipengaruhi oleh faktor peran pemuka agama masing-
masing Hindu-Islam, adanya komunikasi dan koordinasi antara pemuka agama 
dan pemerintah untuk mencegah konflik, kesadaran masyarakat akan perbedaan 
sebagai konsekuensi hidup berdampingan dalam masyarakat majemuk. Persamaan 
dengan penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang peran dan konstruksi 
sosial. Perbedaannya ialah terletak pada objek penelitian, subjek, dan analisis 
datanya. 
Keempat, Muhammad Farhanuddin20 melakukan Penelitian tentang Peran 
Nahdlatul Ulama dalam Pendidikan Politik di Kabupaten Majene. Penelitian ini 
dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana NU menjalankan perannya 
sebagai agen pendidikan politik di Majene. Nahdlatul Ulama (NU) sebagai 
organisasi Islam yang juga berfungsi sebagai agen budaya politik bagi masyarakat 
dimana dengan menjalankan peran demikian NU diharapkan dapat 
mentransformasikan nilai-nilai dalam menjalankan pendidikan politiknya. 
Persamaaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang peran dan 
politik namun berbeda Subjek Penelitian dan analisis datanya. 
G. Definisi Konsep 
Untuk memudahkan pemahaman dan menghindari kesalahan interpretasi 
terhadap judul penelitian ini, maka perlu penegasan maksud dari judul “Politik 
dakwah KH. Muhammad Bin Muafi” 
1. Politik Dakwah 
                                                             
20 Muhammad Farhanuddin, Peran Nahdlatul Ulama dalam Pendidikan Politik di Kabupaten 
Majene, Jurnal Politik Profetik Volume 5, No. 2 Tahun 201 7, universitas Sulawesi Barat. 

































Pengertian politik dalam buku Fiqih Siyasah Ajaran Sejarah dan 
Pemikiran oleh Suyuti, politik merupakan siyasat berkaitan dengan mengatur dan 
mengurus umat manusia dalam hidup bermasyarakat dengan membimbing mereka 
kepada kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudharatan.21 Seperti halnya tujuan 
dakwah yaitu Amar ma’ruf nahi mungkar. Wahab Chasbullah menyatakan bahwa 
cara yang paling efektif untuk memenuhi kewajiban Amar ma’ruf nahi mungkar 
adalah dengan cara memiliki pengaruh politik di lingkungan pemerintah.22 
Termasuk menggunakan sepenuhnya haknya di lembaga -lembaga legislatif untuk 
menyampaikan pendapat, usulan, dan perbaikan.23 Secara sederhana, 
kata siyasah dimaknai sebagai politik. Dalam terminologi Arab, secara umum 
dipahami bahwa kata siyasah berasal dari kata saasa-yasuusu-siyaasah yang 
berarti arri’ayah (kepengurusan). Jika dikatakan saasa al-amr berarti qaama 
bihi (menangani urusan). Syarat bahwa seseorang berpolitik dalam konteks ini 
adalah ia melakukan sesuatu yang membawa maslahat, bagi jamaah atau 
sekumpulan orang.24  
Ibn Manzhur mendefinisikan bahwa siyasah adalah mengatur atau 
memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan. Dan Ibn 
Qayyim al-Jawziyah mengemukakan bahwa siyasah adalah suatu perbuatan yang 
membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, 
                                                             
21 J. Suyuti pulungan, Fiqih Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta : PT Persada, 1994) 
h. 24 
22 Greg Fealy, Ijtihad Politik Ulama:Sejarah Nahdlatul Ulama 1952-1967, (Yogyakarta:LKis, 
2003), 74 
23 Achmad Siddiq, Pedoman berfikir Nahdlatul Ulama, (Jember: Pergerakan Mahasiswa Islam 
Indonesia),23,  
24Mohammad Hasyim, M.Si dan Rizal Muttaqin, MA,  http://www.mbi-
gdc.or.id/index.php/artikel/menu-edit/47-artikel, diakses 20 Oktober 2018 19:45 

































meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau 
dwahyukan oleh Allah SWT. Ahmad Fathi Bahansi menyatakan bahwa siyasah 
adalah pengaturan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan 
ketentuan syara’.25 
Dakwah ialah pekerjaan atau ucapan untuk mempengaruhi manusia supaya 
mengikuti ajaran Islam sesuai dengan ketentuan syariat Islam yaitu Al-Qur'an dan 
Hadist Nabi. Berdasarkan Ensiklopedi Islam, dakwah adalah masdar (kata dasar) 
dari kata kerja da'a-yad'u yang berarti panggilan, seruan atau ajakan.26 Dakwah 
bisa berbentuk apa saja, baik berupa usaha atau aktivitas dengan lisan atau tulisan 
yang bersifat menyeru, mengajak, memanggil manusia lainnya untuk beriman dan 
menaati Allah SWT. Sesuai dengan garis-garis aqidah dan syariat serta akhlak 
Islamiyah. Dakwah, pada substansinya bukan hanya berarti mengajak untuk 
beriman dan beribadah kepada Allah, tetapi juga bermakna menyadarkan manusia 
terhadap realitas hidup yang harus mereka hadapi, dan berusaha mengajak kepada 
kondisi masyarakat yang lebih maju, sejahtera, bahagia, damai, makmur dan 
Islami dengan berdasarkan petunjuk Allah dan Rasulnya. 
Dakwah adalah kegiatan peningkatan iman menurut syariat islam, dapat  
dinyatakan bahwa dakwah merupakan proses peningkatan iman dalam diri 
manusia sesuai syariat islam. “proses” menunjukkan kegiatan yang terus menerus, 
berkesinambungan, dan bertahap. Peningkatan adalah perubahan kualitas yang 
                                                             
25 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta:Kencana,2014) 
4 
26 Ensiklopedi Islam, Vol-1 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997) h. 280 

































positif: dari buruk menjadi baik, atau dari baik menjadi lebih baik. Peningkatan 
iman termanifestasi dalam peningkatan pemahaman, kesadaran, dan perbuatan.27  
Islam merupakan agama yang universal, ajarannya dapat diaplikasikan di 
setiap tatanan nilai kehidupan dan menjawab semua persoalan. Al-Ghazali 
misalnya menyatakan bahwa setiap tindakan untuk melindungi lima hal yang 
bersifat universal-yaitu agama, kehidupan, keturunan, pemikiran, dan harta-
disebut maslahat. Segala sesuatu yang bertentangan dengan hal-hal itu disebut 
dengan mafsadat. Ia percaya bahwa keharusan untuk memlihara kelima hal 
universal ini tersirat dalam syariat. Mencegah mafsadah juga dianggap 
maslahat.28 Dalam memuluskan tujuan dakwah fi sabilillah maka dibutuhkan 
peran serta semua kalangan dan profesi. Tidak hanya peran serta dari Ulama tapi 
juga peran Umara’ yang akan membawa kesejahteraan kepada ummat karena 
setiap kebijakan yang diambil adalah untuk ummat. 
Dari makna dakwah di atas sejalan dengan fenomena yang terjadi dalam 
penelitian ini bahwa dalam menjalankan peran ulama umara merupakan suatu 
proses dalam upaya meningkatkan keimanan siapapun yang menjadi mitra 
dakwah KH Muhammad Bin Muafi, mitra dakwah ketika beliau menjadi Ulama 
yang berasal dari santri, walisantri dan masyarakat umum. Mitra dakwah ketika 
beliau menjadi Umara yaitu para kolega dan rekan sejawat anggota DPRD Jawa 
Timur dan DPD Partai Golkar.  
                                                             
27 Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah Edisi Revisi, (Jakarta:Kencana, 2004) h 16-17 
28 M.H. Kamali, Principles of Islamic Jurisprudence, (Selangor:Pelanduk Publication,1989) 339-58 
dalam Greg Fealy, Ijtihad Politik Ulama:Sejarah Nahdlatul Ulama 1952-1967, (Yogyakarta:LKis, 
2003) 71 

































2. Dakwah KH Muhammad Bin Muafi  
Dakwah yang dilakukan KH Muhammad Bin Muafi sebagai Ulama 
sekaligus sebagai Umara mempunyai peran ganda sejak tahun 2014 dan 
menjalankan Rukhiyah Islamiyah dan Rukhiyah Wathoniyah (Dakwah 
Kemasyarakatan dan Kepemerintahan) secara bersamaan. Ketika beliau 
memutuskan suatu kebijakan dalam menjalankan perannya sebagai Ulama, maka 
status Umara nya akan mempengaruhi kebijakan tersebut, begitupun sebaliknya. 
Namun pada kenyataannya setiap beliau berdakwah di hadapan masyarakat luas, 
materi yang disampaikan tidak ada unsur politis, dan beliau tidak menggunakan 
perannya sebagai Ulama agar bisa berpolitik di partai Islam, beliau tidak 
berafiliasi dengan partai Islam dan lebih memilih partai Nasionalis sebagai alat 
pijakannya dalam menjalankan misi dakwahnya. 
Dari definisi konsep di atas dapat peneliti simpulkan bahwa konsep Politik 
dakwah dalam hal judul ini tidak bermakna menggunakan dakwah dalam rangka 
tujuan politik, tapi dalam konteks penelitian ini yaitu bagaimana cara mengatur 
dan mengurus umat melalui dakwah dengan peran yang berbeda sebagai Ulama 
dan Umara. Dan Umat dalam penelitian politik dakwah KH Muhammad Bin 
Muafi adalah ketika beliau menjadi Ulama, maka umatnya yang berasal dari 
alumni, santri, walisantri dan masyarakat umum. Sementara umat ketika beliau 
menjadi Umara yaitu para kolega dan rekan sejawat anggota DPRD Jawa Timur 
dan Seluruh Jajaran Staf Kantor DPD Partai Golkar yang berdasarkan SK 

































Kepengurusan Partai Golkar berjumlah 25 orang pengurus Inti dan 68 Pengurus 
Sub bagian.29 
H. Kerangka Teori  
Berdasarkan fenomena yang ada dan untuk mengungkap tujuan penelitian, 
maka dibutuhkan suatu teori yang mendukung dalam penelitian ini.  
1. Teori Fenomenologi 
Fenomenologi menganggap pengalaman yang actual sebagai 
data tentang realitas yang dipelajari. Kata gejala (phemenon  yang 
betuk jamaknya adalah phenomena) merupakan asal istilah 
fenomenologi dibentuk, dan dapat diartikan sebagai suatu tampilan 
dari objek, kejadian, atau kondisi-kondisi menurut persepsi30. Asumsi 
pokok fenomenologi adalah manusia secara aktif  menginterpretasikan 
pengalamannya dengan memberikan makna atas sesuatu yang 
dialaminya. Oleh karena itu, interpretasi merupakan proses aktif yang 
memberikan makna atas sesuatu tindakan kreatif yakni tindakan 
menuju pemaknaan. 
Stanley Deetz menyimpulkan tiga prinsip dasar fenomenologi. 
Pertama, Pengetahuan ditemukan secara langsung dalam pengalaman 
sadar, kita akan mengetahui dunia ketika kita berhubungan dengannya. 
Kedua, makna benda terdiri atas kekuatan benda dalam kehidupan 
                                                             
29 Lihat di Lampiran, SK Kepengurusan Partai Golkar DPD Kabupaten Sampang 
30 Stephen W. Littlejohn, Karen A. Foss, Teori Komunikasi, Theories of Human Communication, 
(Jakarta: Salemba Humanika, 2009), 184 

































seseorang. Dengan kata lain, bagaimana anda berhubungan dengan 
benda menentukan maknanya bagi anda. Asumsi ketiga adalah bahwa 
bahasa merupakan kendaraan makna. Kita mengalami dunia melalui 
bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengekspresikan 
dunia itu.31 
Ada tiga hal pemikiran tradisi fenomenologis yang secara 
umum dikaji oleh para ilmuan dan peneliti komunikasi; Pertama, 
fenomenologi yang selalu dikaitkan dengan tokoh Edmund Husserl 
salah satu pendiri fenomenologi modern. Husserl yang menulis selama 
pertengahan abad ke-20, berusaha mengembangkan metode yang 
meyakinkan kebenaran melalui kesadaran yang terfokus. Baginya, 
kebenaran dapat diyakinkan melalui pengalaman langsung dengan 
catatan harus disiplin dalam mengalami segala sesuatu.32 Pendapat ini 
menunjukkan dengan pengalaman dan perhatian sadar yang dialami 
oleh manusia kebenaran dan pengetahuan dapat diperoleh seseorang. 
Akan tetapi syarat untuk dapat melakukan perhatian sadar (conscious 
attention) seseorang harus menyingkirkan bias yang ada pada dirinya. 
Kita harus meninggalkan barbagai kategori berpikir dan kebiasaan kita 
melihat sesuatu agar dapat merasakan pengalaman sebagaimana apa 
                                                             
31 Morissan, Teori Komunikasi Individu Hingga Massa, (Jakarta: Kencana. Prenadamedia, 2014), 
40. 
32 Stephen W. Littlejohn, Karen A. Foss, Teori Komunikasi, Theories of Human Communication, 
(Jakarta: Salemba Humanika,2009), 58 

































adanya. Melalui cara ini, berbagai objek di dunia dapat hadir ke dalam 
kesadaran kita.33 
2. Teori Konstruksi sosial 
Konstruksi sosial (sosial construction) merupakan sebuah teori 
sosiologi kontemporer yang dicetuskan Peter L berger dan Thomas 
Luckmann. Menurut kedua ahli tersebut, teori ini dimaksudkan sebagai 
suatu kajian teoritis dan sistematis mengenai sosiologi pengetahuan 
(penalaran teoritis dan sistematis) dan bukan sebagai suatu tinjauan 
historis mengenai perkembangan disiplin ilmu. Oleh karena itu, teori 
ini tidak memfokuskan kepada hal-hal semacam tinjauan tokoh, 
pengaruh dan sejenisnya, tetapi lebih menekankan pada tindakan 
manusia sebagai actor yang kreatif dari realitas sosialnya34.  
Teori konstruksi sosial merupakan kelanjutan dari pendekatan 
fenomenologi, yang lahir sebagai teori tandingan terhadap teori-teori 
yang berada dalam paradigma fakta sosial, terutama yang digagas oleh 
Emile Durkheim. Dalam teori konstruksi sosial dikatakan, bahwa 
manusia yang hidup dalam konteks sosial tertentu melakukan proses 
interaksi secara simultan dengan lingkungannya. Masyarakat hidup 
dalam dimensi-dimensi dan realitas objektif yang dikonstruk melalui 
momen eksternalisasi dan objektivasi dan dimensi subjektif yang 
dibangun melalui momen internalisasi. Baik momen eksternalisasi, 
                                                             
33 Morissan, Teori Komunikasi Individu Hingga Massa, (Jakarta: Kencana. Prenadamedia, 2014), 
41. 
34 Peter L. Berger dan Thomas Luckman, Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi 
Pengetahuan (Jakarta: LP3ES, 1991), 40-41. 

































objektivasi maupun internasliasi tersebut akan selalu berproses secara 
dialektik dalam masyarakat.35  
Melalui pembacaan teori Konstruksi sosial Berger ini akan 
diperoleh deskripsi, pemahaman dan pandangan masyarakat tentang 
Politik Dakwah KH Muhammad Bin Muafi. Dimana dalam tahap 
eksternalisasi dan objektivasi merupakan pembentukan masyarakat 
yang disebut sebagai sosialisasi primer, yaitu momen dimana KH 
Muhammad Bin Muafi berusaha mendapatkan dan membangun 
tempatnya dalam masyarakat. Dalam kedua tahap ini masyarakat 
dipandang sebagai realitas objektif. Dan dalam tahap internalisasi 
merupakan momen identifikasi diri dalam dunia sosio-kultural. Ketiga 
momen itu mengandung fenomena-fenomena sosial yang saling 
bersintesa dan memunculkan suatu konstruksi sosial atau realitas 
sosial, yang dilihat dari asal mulanya merupakan hasil kreasi dan 
interaksi subjektif. 
Teori konstruksi sosial dalam penelitian ini dijadikan sebagai 
guidance untuk melihat realitas sosial, karena menurut Berger dan 
Luckmann kontsruksi sosial dibangun melalui dua cara: Pertama, 
mendefinisikan tentang kenyataan atau ”realitas” dan ”pengetahuan”. 
Realitas sosial adalah sesuatu yang tersirat di dalam pergaulan sosial 
yang diungkapkan secara sosial melalui komunikasi bahasa, kerjasama 
melalui bentuk-bentuk organisasi sosial dan seterusnya. Realitas sosial 
                                                             
35 Peter L. Berger dan Thomas Luckman, Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi 
Pengetahuan (Jakarta: LP3ES, 1991). Lihat pula Berger, Langit Suci: Agama sebagai Realitas 
Sosial (Jakarta: LP3ES, 1991). 32-35. 

































ditemukan dalam pengalaman intersubjektif, sedangkan pengetahuan 
mengenai realitas sosial adalah berkaitan dengan kehidupan 
bermasyarakat dengan segala aspeknya, meliputi ranah kognitif, 
psikomotorik, emosional dan intuitif.  
Kedua, untuk meneliti sesuatu yang intersubjektif tersebut, 
Berger menggunakan paradigma berpikir Durkheim mengenai 
objektivitas, dan paradigma Weber mengenai subjektivitas. Jika 
Durkheim memposisikan objektivitas di atas subjektivitas (masyarakat 
di atas individu), sementara Weber menempatkan subjektivitas di atas 
objektivitas (individu di atas masyarakat), maka Berger melihat 
keduanya sebagai entitas yang tidak terpisahkan. Masyarakat menurut 
Berger merupakan realitas objektif sekaligus subjektif. Sebagai realitas 
objektif, masyarakat berada di luar diri manusia dan berhadapan 
dengannya. Sedangkan sebagai realitas subjektif, individu berada di 
dalam masyarakat sebagai bagian yang tak terpisahkan. Dengan kata 
lain, bahwa individu adalah pembentuk masyarakat dan masyarakat 
juga pembentuk individu. Realitas sosial bersifat ganda (plural) dan 
bukan tunggal, yaitu realitas objektif dan subjektif. Realitas objektif 
adalah realitas yang berada di luar diri manusia, sedangkan realitas 
subjektif adalah realitas yang berada dalam diri manusia. 
Peneliti memilih teori konstruksi sosial sebagai guidance karena 
pada dasarnya konspe yang dikemukakan dalam teori tersebut sesuai 
dengan realitas yang akan hendak diteliti. Peneliti melakukan 

































pengkajian mendalam tentang Politik dakwah KH Muhammad Bin 
Muafi melalui perannya Sebagai Ulama dan Umara. Karena peran 
yang dijalani oleh KH Muhammad Bin Muafi merupakan bentuk 
realitas sosial yang telah dilegitimasi dan dikontruksi oleh masyarakat 
itu sendiri seperti yang dikemukakan oleh Berger dalam Teori 
Konstruksi Sosial.  
3. Kerangka Berfikir 
Berdasarkan fenomena dan fokus penelitian yang 
disesuaikan dengan pembacaan teori konstruksi sosial, maka 
penulis dapat melakukan penelitian sesuai dengan kerangka 












































Konstruksi Sosial dalam Realitas Sosial 
 
I. Metode Penelitian 
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 
Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif berdasarkan 
konteks sosial. Dalam penelitian ini menyajikan gambaran lengkap mengenai 
fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah ataupun buatan manusia. 
Fenomena tersebut dapat berupa bentuk, aktivitas karakteristik, perubahan, 
hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan yang lain.  

































Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan Metode penelitian 
Deskriptif kualitatif dimana suatu penelitian ini yang hanya bertujuan 
memaparkan suatu peristiwa atau fakta terhadap obyek yang diteliti saja.36 Dan 
tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat 
prediksi.37 Menurut Suprayogo, secara umum, penelitian kualitatif bertujuan 
untuk memahami (understanding) dunia makna yang disimbolkan dalam perilaku 
masyarakat menurut perspektif masyarakat itu sendiri.38 Untuk Penelitian 
deskriptif kualitatif ini dilakukan dengan cara membuat deskripsi permasalahan 
yang telah diidentifikasi sebelumnya kemudian Peneliti berusaha menjelaskan 
obyek yang diteliti dengan sudut pandang peneliti (meskipun bersifat subyektif).  
Penelitian deskriptif kualitatif menyajikan gambaran lengkap mengenai 
setting sosial atau dengan maksud mengekplorasi dan klarifikasi mengenai suatu 
fenomena atau kenyataan sosial, dengan cara mendeskripsikan sejumlah variabel 
yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji. 
Tujuannya agar mendapatkan hasil gambaran yang akurat tentang bagaimana 
politik dakwah KH Muhammad Muafi melalui peran gandanya  sebagai Ulama-
Umara’. 
2. Subjek Penelitian 
Subjek penelitian dalam konteks penelitian ini adalah seorang Ulama 
sekaligus Umara bernama KH Muhammad Bin Muafi. Peneliti memilihnya karena 
                                                             
36 Jalaluddin Rakhmat, Metode Penelitian Komunikasi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), h 
24 
37 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), h 11.  
38 Imam Suprayogo, et.al., Metodologi Penelitian Sosial-Agama (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2003), h 9. 

































beliau dalam menjalani politik dakwah mempunyai peran ganda yaitu sebagai 
Ulama-generasi ke Sembilan Pengasuh Pondok Pesantren39 Beliau menjadi 
penerus satu-satunya pengasuh Pondok pesantren Nazhatut Thullab Sampang. 
sekaligus Umara-anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2014-2019 dan 
ketua DPD Partai Golkar Sampang.  
3. Jenis dan Sumber Data 
a. Jenis Data 
Yang dimaksud Jenis data dalam penelitian ini adalah informasi 
yang didapatkan dari subjek penelitian dan informan yang dapat 
memberikan informasi mantap dan terpercaya tentang Politik dakwah KH 
Muhammad Bin Muafi melalui perannya sebagai Ulama sekaligus sebagai 
Umara’. 
b. Sumber Data 
Yang dimaksud Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek 
darimana data dapat diperoleh.40 Menurut Lofland dalam Moelong41, 
Sumber data utama dalam penelitian kualitatif dibagi dalam kata-kata dan 
tindakan, dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-
lain 
                                                             
39 Pesantren adalah istilah yang umum digunakan untuk menyebut sekolah Islam tradisional. 
Namun istilah tersebut bervariasi di beberapa daerah. Di Jawa dan Madura sering dipakai istilah 
Pondok; di Aceh digunakan meunasah, dan di Sumatera Barat digunakan surau.  
40 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 
2006), h 129.  
41 Lexi J. Moelong Metodologi Penelitian Kualitatif, 157 

































1. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh 
langsung dari lokasi penelitian melalui observasi, wawancara 
dan pengumpulan data yang berkaitan dengan politik dakwah 
KH. Muhammad Bin Muafi yang menjalankan perannya sebagai 
Ulama-Umara’ sehingga membentuk suatu realitas sosial. Jadi 
sumber data primer penelitian ini adalah KH Muhammad Bin 
Muafi, santri, alumni, masyarakat, dan kolega KH Muhammad 
Bin Muafi di kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Sampang 
yang dipilih dan disesuaikan dengan pertimbangan dan tujuan 
tertentu (purposive sampling).42 
2. Sumber data sekunder adalah disebut juga dengan data tersedia. 
Sumber data sekunder adalah data yang berupa olahan dari data 
primer yang bisa diperoleh dari pihak lain.43 adalah data yang 
sudah jadi atau yang sudah dipublikasikan untuk umum oleh 
instansi atau lembaga yang mengumpulkan, mengolah, dan 
menyajikan. Data sekunder penelitian adalah daftar riwayat 
hidup subjek, profil lokasi penelitian dan lain sebagainya.  
4. Teknik Pengumpulan Data 
1. Observasi 
Metode pengamatan (observasi) adalah pencatatan secara 
sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala-gejala 
dalam obyek penelitian. Menurut buku karya Ismail Nawawi Uha, 
                                                             
42 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung:Alfabeta,2012),52 
43 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.,h 52 

































Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik 
secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang 
harus dikumpulkan dalam penelitian. Secara langsung adalah terjun ke 
lapangan terlibat seluruh pancaindra.44 Dalam metode ini peneliti 
mengamati peran KH Muhammad Bin Muafi ketika menjalankan perannya 
sebagai seorang Ulama dan juga sebagai Umara. Status dan peran sebagai 
Ulama beliau jalani ketika bersama masyarakat luas dan santri. Kemudian 
status dan peran sebagai Umara beliau jalani ketika menjabat sebagai 
seorang Anggota legislatif DPRD Jawa Timur dan Ketua DPD Partai 
Golkar Kabupaten Sampang. 
2. Wawancara 
Metode wawancara yakni wawancara mendalam sesuai dengan 
pedoman wawancara yang telah disiapkan sesuai dengan fokus penelitian. 
Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada informan 
sesuai dengan draft wawancara yang telah dibuat. Pada proses wawancara 
ini alat bantu yang dipakai adalah alat tulis, perekam suara, dan kamera 
digital. Jenis wawancara ini adalah wawancara baku yang menggunakan 
seperangkat pertanyaan baku.45 
Peneliti juga menggunakan Pedoman wawancara yang merupakan 
daftar pertanyaan atau soal yang dicari selama berjalannya wawancara. 
Suatu pedoman wawancara dipersiapkan untuk memastikan bahwa secara 
                                                             
44 Ismail Nawawi Uha, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), 234. 
45 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif.... 188. 

































esensial informasi yang sama diperoleh dari sejumlah orang dengan 
mencakup materi yang sama. pedoman wawancara menyajikan topik atau 
wilayah subjek di mana pewawancara bebas untuk menguaknya, 
mendalami, dan mengajukan pertanyaan yang akan menguraikan dan 
menjelaskan subjek tertentu.46 
Metode wawancara ini digunakan untuk menggali data secara luas 
agar mendapatkan data yang berkaitan dengan bentuk kontruksi sosial 
politik dakwah KH Muhammad Bin Muafi melalui perannya sebagai 
Ulama sekaligus sebagai Umara. 
Wawancara tersebut akan ditujukan kepada beberapa kriteria 
informan antara lain: 
1. Santri Pondok Pesantren Nazhatut Thullab yang mendapatkan 
kaderisasi  
2. Alumni Pondok Pesantren Nazhatut Thullab yang sudah 
menjadi Umara 
3. Rekan Kerja Anggota DPD Partai Golkar Kabupaten Sampang 
3. Dokumentasi 
Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 
variable yang berupa catatan , transkip, buku, surat kabar, majalah, 
prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.47 Metode 
                                                             
46 Michael Quinn Patton, Metode Evaluasi Kualitatif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 188. 
47 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Bandung: Renika Cipta, 
1997), 206. 

































dokumentasi dimana peneliti mencari dan mendokumentasikan segala 
informasi yang dapat mendukung fokus penelitian seperti foto kegiatan 
dan rutinitas yang dilakukan oleh subjek penelitian. Dokumentasi dalam 
penelitian ini bisa bersumber dari dokumen resmi, buku, foto, dan lain 
sebagainya yang sudah ada dan mempunyai relefansi antara data dengan 
fokus masalah. 
5. Teknik Analisis Data 
Analisis data model interaktif ini mempunyai tiga kegiatan 
yang terjadi secara bersamaan, analisis data ini dikemukakan oleh 
Glaser & Strauss, yaitu : 
1. Reduksi data adalah proses analisis untuk memilih, memusatkan 
perhatian, menyederhanakan, mengabstraksikan serta 
mentransformasikan data yang muncul dari catatan-catatan 
lapangan dan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan 
mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya 
serta mencari data tambahan jika diperlukan.48 Reduksi data 
dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. 
2. Mengelola data dalam bentuk uraian singkat, teks naratif. 
Penyajian data ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam 
memahami apa yang terjadi, dan merencanakan langkah kerja 
selanjutnya berdasarkan apa yang sudah diteliti. 
                                                             
48Mohammad  Rusli, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Prenduan-Sumenep: 
Paramadina, 2013), 263 

































3. Verifikasi/menarik kesimpulan, verifikasi data dilakukan secara 
terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Dan 
kesimpulan yang dimaksud adalah kesimpulan awal, bersifat 
sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat. 
Disini peneliti melakukan upaya untuk menjawab masalah yang 
dirumuskan sejak awal.49 
Setelah melalui tiga kegiatan dalam analisis data di atas, 
selanjutnya data tersebut di analisis menggunakan Teori Konstruksi 
Sosial yang dikemukakan oleh Peter L Berger dan Thomas Luckman 
yang mempunyai proses simultan dialektika Eksternalisasi, Objektivasi 
dan Internalisasi. 
6. Pengecekan Keabsahan Data 
        Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan 
teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemerikasaan keabsahan data 
yang memanfaatkan suatu yang lain. Teknik triangulasi yang paling 
banyak dilakukan adalah pemerikasaan melalui sumber lainnya.50 Pada 
penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan sumber. 
Teknik triangulasi dengan sumber data dilakukan dengan membandingkan 
dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh 
melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif (patton, 
1987).51 
                                                             
49 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, h 288. 
50 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif., 330. 
51 Burhan Bungin, Edisi Kedua Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 
2012), 264. 

































Triangulasi sumber dapat dicapai dengan jalan :52 
a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 
b. Membandingkan isi wawancara dengan isi suatu dokumen yang 
berkaitan. 
J. Sistematika Pembahasan 
Bab I Pendahuluan 
Bab ini berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan 
dan perumusan masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, kerangka teori, 
penelitian terdahulu,  Metode Penelitian dan Sistematika pembahasan. 
Bab II Kajian Pustaka 
Bab ini berisikan kajian terhadap beberapa teori dan referensi yang 
menjadi landasan dan mendukung dari penelitian ini. Diantaranya adalah 
teori kontruksi sosial dan politik dakwah. 
Bab III Profil dan Politik Dakwah KH Muhammad Bin Muafi 
Bab ini berisikan mengenai gambaran umum yang menjelaskan biografi 
KH Muhammad Bin Muafi, lokasi politik dakwah KH Muhammad Bin 
Muafi dan penyajian data dari Politik Dakwah KH Muhammad Bin Muafi. 
Bab IV Konstruksi Sosial Politik Dakwah KH Muhammad Bin Muafi 
Bab ini berisikan mengenai substansi dari laporan penelitian, pembahasan 
dari berbagai hasil pengumpulan data dan Analisa hasil dari penelitian 
tersebut. Didalamnya akan dibahas tentang bagaimana Memahami bentuk 
Politik dakwah KH Muhammad Bin Muafi  melalui peran sebagai Ulama 
                                                             
52 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif....331. 

































dan Umara berdasar teori Konstruksi Sosial dimana terdapat proses 
Eksternalisasi, Objektivasi dan Internalisasi dalam menjalankan perannya 
sebagai Ulama Umara.  
Bab V Penutup 
Bab ini merupakan bab terakhir sebagai penutup laporan penelitian ini. 
Didalamnya terdapat kesimpulan yang merupakan generalisasi dari 
pembahasan dari bab sebelumnya. Dan sub bab saran dan rekomendasi 
merupakan saran yang diberikan penulis kaitannya dengan hasil dan 
temuan penelitian. 
 

































A. Peran Politik Dakwah 
Dalam kehidupan bermasyarakat akan terjadi interaksi antara anggota 
masyarakat satu dengan anggota lainnya yang mengakibatkan saling 
ketergantungan sehingga memunculkan suatu bentuk peran masing-masing tiap 
anggota masyarakat. Peran menurut Soerjono Soekanto1 merupakan aspek 
dinamis kedudukan (status), status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban 
yang dimiliki seseorang, apabila seseorang  melakukan hak-hak dan kewajiban 
sesuai dengan kedudukan dan menjalankan suatu fungsi maka pada saat itulah ia 
sedang mengjalankan suatu peranan. Kejayaan negara Madinah di Masa Nabi 
Muhammad SAW tidak terlepas dari peran penting yang telah dilakukan oleh 
Rasulullah. Karena peran juga dapat dikatakatan sebagai perilaku individu yang 
penting dan dapat merubah struktur social kemasyarakatan. Apapun yang 
dilakukan dan dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW akan berpengaruh pada 
masyarakat yang dipimpinnya kala itu. Sehingga beliau dikenal sebagai Pemimpin 
Agama sekaligus Pemimpin Pemerintahan seperti yang diungkapkan oleh Sir T. 
Arnold, Adalah Nabi, pada waktu yang sama, seorang kepala agama dan kepala 
negara.2  
                                                             
1 Soerjono Soekanto, Teori Peranan, (Jakarta:Bumi Aksara, 2002), 243 
2 The Caliphate, Oxford, 1924, 30 dalam Muhammad Dhiauddin Rais, Teori Politik islam, 
(Jakarta:Gema Insani Press), 4. 

































Pada hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian 
perilaku terntentu yang dipengaruhi oleh kepribadian yang ditimbulkan oleh suatu 
jabatan. Kepribadian Nabi Muhammad SAW yang luhur menjadi panutan ketika 
beliau melakukan politik dakwah. Sudah tidak dapat diragukan lagi apa yang 
sudah dilakukan oleh Rosulullah sebagai orang yang berpengaruh hingga saat ini 
dan banyak sekali pengakuan dari para Non Muslim yang mengakui akan peran 
politik dakwah seorang Nabi Muhammad SAW, seperti pendapat Prof. R. 
Strothmann berikut ini, islam adalah suatu fenomena agama dan politik karena 
pembangunnya adalah seorang Nabi, yang juga seorang politikus yang bijaksana, 
atau seorang negarawan.3 
Sistem yang dibangun oleh Rasulullah SAW dan kaum mukminin yang 
hidup Bersama beliau di Madinah-jika dilihat dari segi praksis dan diukur dengan 
variabel-variabel politik di era modern-tidak disangsikan lagi dapat dikatakan 
bahwa sistem itu adalah sistem politik par excellence.4 Dimana dalam suatu waktu 
yang sama suatu sistem dapat menyandang dua karakter sekaligus, karena hakikat 
islam yang sempurna merangkum urusan-urusan materi dan ruhani, dan mengurus 
perbuatan-perbuatan manusia dalam kehidupannya di dunia dan akhirat. Di masa 
Rasulullah SAW mencerminkan era persatuan, usaha, dan pendirian bangunan 
umat serta menampilkan ruh yang mewarnai kehidupan politik. 
Apa yang telah dilakukan Rasulullah dalam menjalankan dakwahnya yang 
tidak terlepas dari praktek-praktek politik untuk melaksanakan yang makruf dan 
                                                             
3 The encyclopedia of islam, IV, 350 
4 Muhammad Dhiauddin Rais, Teori Politik islam, (Jakarta:Gema Insani Press), 4 

































mencegah yang mungkar. Nabi Muhammad SAW. merupakan seorang ahli 
politik, khususnya pada penggalan Madinah. Pada diri beliau bersepadu 
kompetensi sebagai agamawan dan negarawan. Nabi seorang ahli politik yang 
berpandangan jauh dan membawa risalah dengan akhlak yang luhur.5 
Politik berasal dari Bahasa Inggris “Politic” yang menunjukkan sifat 
pribadi atau perbuatan.6 Definisi politik menurut Easton (1953) adalah 
kewenangan dalam mengalokasikan nilai-nilai. Pengertian lain dikemukakan oleh 
Weinstein (1971) bahwa politik adalak orientasi tindakan yang diarahkan pada 
pemeliharaan dan atau perluasan tindakan lainnya. Kemudian Nimmo berusaha 
merangkum definisi ‘politik’ ini dalam bukunya Political Communication and 
Public Opinion in America, yakni sebagai kegiatan orang secara kolektif yang 
mengatur perilaku dibawah kondisi konflik social.7 Dalam realitasnya kehidupan 
politik selalu ditandai dengan konflik kepentingan antara kelompok-kelompok 
dalam masyarakat, yang berusaha untuk merealisasikan gagasan-gagasan 
ideologisnya menjadi realitas social yang ideal menurut wawasan masing-masing. 
Banyaknya perbedaan pendapat tentang definisi politik dan memunculkan 
pendapat yang beragam membuat Miriam Budiardjo menulis sebagai berikut: 
“setiap kali para ahli berkumpul, maka sukar bagi mereka untuk mencapai 
                                                             
5 Muhammad Husayn Haykal, Hayatu Muhammad (Al-Qahirah: Daral Ma’arif, 1972), 106 
6 Secara leksikal, kata asal tersebut diartikan: “acting or judging wisely, well judged, prudent” 
(A.S. Hornby, 1974: 645). Kata ini sejak dulu dikenal dalam bahasa atau kata Latin dengan 
“politicus” dan bahasa Yunani (Greek)“ politicos yang diartikan: relating to a citizen”. Kedua kata 
ini berasal dari kata “polis” yang memiliki makna city yaitu kota. Lihat Jurnal Memahami tentang 
Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah dari Sistem Politik),263. 
7 Henry Subiakto, Rachmah Ida, Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi Edisi Kedua, 
(Jakarta:Prenada Media Group, 2015), 18 

































pendefinisian dari ilmu politik.”8 Problem pendefinisian tersebut disebabkan 
terutama karena pendefinisian yang bersifat prinsipil. Politik adalah suatu 
kebijakan yang diambil untuk kebaikan bersama.9 Suatu kebijakan tidak mungkin 
diambil untuk tujuan yang kotor dan tidak baik. Andaikata fakta berbicara bahwa 
politik itu mendatangkan kekotoran, ketidak benaran, dan sebagainya, maka hal 
itu bukanlah politik tetapi suatu tindakan kotor yang mengatasnamakan politik. 
Politik diambil sebgai langkah penyelesaian masalah demi kebaikan umum, dan 
bukan sebaliknya. 
Dalam islam, kekuasaan bukanlah tujuan tapi merupakan instrumen untuk 
membumikan nilai-nilai keislaman. Kekuasaan menjadi penting dalam Islam 
dikarenakan ia cukup efektif sebagai alat penetrasi nilai-nilai hingga menjadi 
dunia kehidupannya. Betapa kekuasaan ini penting, para muslim shalaf seperti al-
Fudhail bin Iyadh, Ahmad bin Hambal, dan lain sebagainya pernah berkata, 
“andaikata kami mempunyai dakwah yang dipenuhi, tentu kami akan berdakwah 
kepada sultan, sebab dengan kebaikan sultan, sekian banyak ummat manusia akan 
menjadi baik”.10 Kehidupan politik mencakup bermacam-macam kegiatan 
berkaitan dengan perilaku politik individu maupun kelompok kepentingan. 
Seorang individu atau kelompok dapat disebut berpolitik manakala mereka 
                                                             
8 Miriam Budiardjo, Ilmu Politik dan artinya bagi Indonesia, dimuat dalam buku Dies Natalies ke 
VI Senat Mahasswa Fakultas Hukum dan pengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia, 1956, 
50 
9 Ahmad Hakim, M. thalhah, Politik Bermoral Agama Tafsir Politik Hamka, (Yogyakarta:UII 
Press,2005), 46-47 
10 Yusuf AL-Qardhawi, Fiqh Daulah dalam Perspektif Al-Quran dan Sunnah, (Jakarta:Pustaka Al-
Kautsar,2000),28 

































berpartisipasi dalam kehidupan politik dan aktivitasnya mereka berhubungan 
dengan pelaksanaan kebijaksanaan untuk suatu masyarakat.11 
Problem kaum muslimin adalah kesulitannya untuk mensintesakan nilai-
nilai keislaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setidaknya berkisar 
pada persoalan-persoalan berikut ini: pertama, belum ditemukannya nash yang 
langsung dalam Al-Quran maupun Al-Sunnah yang mengharuskan ummat islam 
mendirikan negara berdasarkan agama. Kedua, seperangkat nilai-nilai etis yang 
dimiliki oleh islam mestinya tidak dipersepsikan sebagai sebuah ideologi. Sebab 
mempersipkan Islam sebagai ideologi mengarah pada proses reduksi terhadap 
nilai-nilai islam itu sendiri. Ajaran islam yang luas akan menjadi sempit dan kaku. 
Ketiga, islam bersifat permanen dan universal, karenanya penafsiran atas doktrin 
Islam tidak dapat dbatasi pada dataran legal-formal. Untuk memahami Al-Quran 
dan Al-sunnah sebagai sumber utama dan kedua islam, harus didasarkan atas 
pemahaman yang kompherensif terhadap setiap permasalahan berdasarkan 
variabel-variabel yang menyertainya. Keempat, hanya Allah yang mempunyai 
kebenaran absolut. Mengingat doktrin islam bersifat poliinterpretatif kecuali 
menyangkut masalah ke-Tauhid-an, dan pemahaman orang atas doktrin islam 
bersifat relatif, maka tidak seorangpun yang berhak mengklaim kebenarannya 
sendiri. Adalah perlu bagi umat islam-bahkan wajib-mengembangkan sikap 
toleransi dalam hal bagaimana memahami Islam.12 
                                                             
11 Miriam Budiharjo, Dasar-dasar ilmu politik, (Jakarta:PT. Gramedia, 1977), 13 
12 Bahtiar Effendy, Islam dan Negara;Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di 
Indonesia, (Jakarta:Paramadina,1998),11 

































Politik dikaitkan dengan kekuasaan dan kewenangan, namun dalam 
penelitian kali ini politik lebih mengikuti definisi dari Teori Klasik Aristoteles13 
dimana politik dilihat sebagai usaha yang ditempuh warga negara untuk 
mewujudkan kebaikan bersama.14 Aristoteles ingin menjelaskan bahwa hakikat 
kehidupan sosial sesungguhnya merupakan politik dan interaksi satu sama lain 
dari dua atau lebih orang sudah pasti akan melibatkan hubungan politik.15 Hal 
tersebut merupakan kecendrungan alami dan tak dapat dihindarkan oleh manusia. 
Ketika manusia mencoba menentukan posisinya dalam masyarakat, 
mengaktualisasikan dirinya, dan mereka berusaha meraih kesejahteraan 
pribadinya melalui sumber yang tersedia dan begitu pula ketika manusia berupaya 
mempengaruhi orang lain agar menerima pandangannya maka mereka akan 
melihat dirinya sibuk dengan kegiatan politik. 
Politik adalah kompetisi yang berlangsung antar manusia, biasanya dalam 
kelompok, untuk membuat kebijakan sesuai keinginan mereka. untuk melakukan 
hal itu, kebijakan mungkin dibuat secara tidak langsung dengan membentuk nilai 
dan kepercayaan anggota masyarakat.16 Politik ada di banyak tempat, di suatu 
organisasi, kantor, keluarga, ruang kelas, dan juga di masyarakat secara umum. 
Dari pengertian politik ini sangatlah sejalan dengan pengertian dan tujuan dakwah 
dimana membentuk nilai dan kepercayaan mad’u sesuai dengan keinginan da’i. 
                                                             
13 Aristoteles (384-322 S.M) merupakan orang pertama yang memperkenalkan kata “politik” 
melalui pengamatannya tentang “manusia yang pada dasarnya adalah binatang politik” 
14 Elly M. Setiadi, dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Politik, (Jakarta:Kencana, 2013), 4 
15 Carlton Clymer Rodee, dkk, Pengantar Ilmu Politik Terj. Introduction to Political Science, 
(Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2013), 2 
16 Michael G. Roskin, Pengantar Ilmu Politik Edisi Keempat Belas Terj. Political Science: An 
Introduction, (Jakarta: Kencana, 2016), 3 

































Dari berbagai pengertian politik diatas, politik bukanlah suatu hal yang 
berkonotasi negatif yang dikaitkan dengan cara untuk mendapatkan kekuasaan 
dan kewenangan, namun tujuan politik sama halnya dengan dakwah yaitu usaha 
untuk mewujudkan kebaikan bersama bagi ummat di Jalan Allah yang 
berlandaskan Al-Qur’an dan Al-Hadist. Secara teori, Umat percaya bahwa ajaran 
islam meliputi seluruh dimensi kemanusiaan. Dari sudut pandang ini, cita-cita 
kekuasaan (politik) menyatu dengan wawasan moral sebagai pancaran iman 
seorang muslim. Politik dengan demikian, tidak dapat dipisahkan dari ajaran etika 
yang bersumber dari wahyu. Bahkan kekuasaan politik merupakan kendaraan 
untuk merealisasikan pesan-pesan wahyu.17 
Menurut M Natsir dakwah adalah usaha-usaha menyerukan dan 
menyampaikan kepada perorangan manusia dan seluruh umat manusia konsepsi 
islam tentang pandangan dan tujuan hidup manusia di dunia ini, dan yang meliputi 
al-amar bi al-ma’ruf an-nahyu an al-munkar dengan berbagai macam cara dan 
media yang diperbolehkan akhlak dan membimbing pengalamannya dalam 
perikehidupan bermasyarakat dan perikehidupan bernegara.18 
Menurut Dr. M. Quraish Shihab Dakwah adalah seruan atau ajakan kepada 
keinsyafan atau usaha untuk mengubah situasi yang lebih baik dan sempurna, baik 
terhadap pribadi maupun masyarakat. Perwujudan dakwah bukan sekedar usaha 
peningkatan pemahaman dalam tingkah laku dan pandangan hidup saja, tetapi 
juga menuju sasaran yang lebih luas. Apalagi pada masa sekarang ini, ia harus 
                                                             
17 Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin 
(1959-1965), (Jakarta:Gema Insani Press,1996), 10. 
18 M. Natsir, Fungsi Dakwah Perjuangan, dalam Abdul Munir Mulkhan, Ideologisasi Gerakan 
Dakwah, (Yogyakarta:Sipres,1996, cetakan I), 52. 

































lebih berperan menuju kepada pelaksanaan ajaran Islam secara lebih menyeluruh 
dalam berbagai aspek.19 Aspek sosial, ekonomi, dan juga politik.  
Menurut Amrullah Ahmad pada hakikatnya dakwah Islam merupakan 
aktualisasi Imani (theologis) yang dimanifestasikan dalam suatu sistem kegiatan 
manusia beriman dalam bidang kemasyarakatan yang dilaksanakan secara teratur 
untuk mempengaruhi cara merasa, berfikir, bersikap, dan bertindak manusia pada 
tataran kenyataan individual dan sosio-kultural dalam rangka mengusahakan 
terwujudnya ajaran Islam dalam semua segi kehidupan dengan menggunakan cara 
tertentu.20 
Pada era pasca reformasi saat ini, peran politik umat islam dapat 
dimungkinkan berkembang kembali, akan tetapi belum berlangsung sebagaimana 
yang diharapkan. Dakwah yang dilakukan politikus muslim belum mampu 
menjawab problema masyarakat muslim secara umum. Partai-partai politik yang 
ada dan berbasis massa Islam, belum menunjukkan sikap yang bersatu untuk 
mengedepankan dakwah Islam.21 partai-partai tersebut masih mengedepankan 
kepentingan-kepentingan organisasinya daripada kepentingan Bersama umat 
Islam dan dakwah Islamiyah. 
Peran Politik dakwah merupakan suatu bentuk fenomena yang terjadi pada 
manusia makhluk social yang hidup bermasyarakat, hal tersebut merupakan suatu 
keniscayaan yang terjadi karena manusia merupakan makhluk social yang hidup 
                                                             
19 Dr. M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an, Fungsi dan Peran wahyu Dalam Kehidupan 
Masyarakat, (Bandung:Mizan, 2001), h 194  
20 Amrullah Ahmad (Ed), Dakwah Islam dan Perubahan Sosial, (Yogyakarta:PLP2M, 1985) h 3  
21 Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah, (Jakarta:Amzah, 2013), h 303 

































dinamis dan terus berkembang. Politik merupakan perwujudan diri manusia dalam 
proses perkembangannya, karena inti utama dari politik adalah manusia, dan 
apapun telaah pengamatan dan alasannya adalah factor dari manusia. Seperti yang 
dikemukakan oleh Anton H. Djawamaku22 bahwa pribadi seseorang manusia 
adalah unit dasar empiris Analisa politik. Bagaimana kemampuan seseorang 
membuat orang lain melakukan sesuatu dan mempengaruhi perilaku merupakan 
bentuk kekuasaan politik. Kekuasaan dalam politik membuat orang melakukan 
sesuatu yang tidak akan mereka lakukan, dan terkadang membuat mereka percaya 
itu adalah ide mereka. Kekuasaan politik ini sama halnya dengan kekuasaan Da’I 
dalam berdakwah dimana dapat mempengaruhi perilaku dan membuat mad’u 
melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan Da’i. 
Meskipun secara teoritis konseptual politik dan dakwah merupakan dua 
wilayah yang berbeda dan terpisah, namun secara historis dan empiris telah terjadi 
interaksi antara politik dan dakwah. Hubungan dalam interaksi bersifat dua arah 
atau lebih. Reaksi atau respon yang timbul dalam interaksi tidak hanya ditentukan 
oleh aksi itu, tetapi juga oleh aksi yang lain.23 
Menurut Khairul Azmi Muhammad, politik Islam adalah politik dakwah.24 
Ilmu politik islam secara global dapat dipahami sebagaimana ilmu politik pada 
umumnya, hanya saja ia membatasi dirinya pada pendasaran penggalian ide-ide 
                                                             
22 Dalam Anton H. Djawamaku (1985: 144), Abdulkadir B. Nambo dan Muhamad Rusdiyanto 
Puluhuluwa, MEMAHAMI TENTANG BEBERAPA KONSEP POLITIK (Suatu Telaah dari 
Sistem Politik), Jurnal Mimbar Volume XXI No. 2 April-Juni 2005, 263 
23 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta:Gramedia Widiasarana,1992), 2-11 
24 Khairul Azmi Mohammad, Kepemimpinan Politik dalam Islam: Satu Analisis Awal dalam 
Konteks Malaysia, dalam Islam, Politik dan Kerajaan, ed. Khairul Azmi, Mohammad (Johor: 
Pejabat Ketua Penerangan dan Penyelidikan Kerajaan Negeri Johor, 2003), 36-37. 

































politik pada sumber pokok islam, yakni Al-Qur’an dan Al-Sunnah. Faktor inilah 
yang membedakan ilmu politik islam dari ilmu politik lain.25 Politik dakwah 
dalam hal judul ini tidak bermakna menggunakan dakwah dalam rangka tujuan 
politik namun bagaimana cara mengatur dan mengurus ummat dalam dakwah 
dengan peran yang berbeda antara Ulama dan Umara. Dalam kaitannya hubungan 
bernegara dan bermasyarakat, di Negara Indonesia hukum islam dan politik tidak 
dapat dipisahkan, karena penduduk Indonesia merupakan mayoritas beragama 
Islam. Jika hukum islam ingin diterapkan di suatu negara, maka harus ada 
dukungan dari Politik di jajaran pemerintahan. Semakin banyak perwakilan elit 
politik dari kaum islam yang dapat memperjuangkan hukum islam maka 
kebijakan dan kesejahteraan kaum islam akan lebih terjamin dan kemaslahatan 
ummat tetap terjaga. Seperti yang diungkapkan oleh Asafri Jaya Bakri “Hukum-
hukum diundangkan untuk kemaslahatan hamba.”26 Yaitu sesungguhnya syariat 
yang ditetapkan itu bertujuan untuk tegaknya atau dalam rangka mewujudkan 
kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. 
Abdul Halim mengatakan dalam disertasinya bahwa Semakin baik 
hubungan Islam dan dengan kebijakan Politik maka semakin besar juga peluang 
Hukum Islam diaktualisasikan, dan pun sebaliknya semakin tidak sejalan 
hubungan Islam dan politik, maka Semakin kecil peluang Hukum Islam 
diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat suatu negara.27 Ibnu Qayyim 
                                                             
25 Ahmad Hakim, M. thalhah, Politik Bermoral Agama Tafsir Politik Hamka, (Yogyakarta:UII 
Press,2005), 46 
26 Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari’ah menurut al-Syatibi, (Jakarta:PT Raja Grafindo 
Persada, 1996), 64 
27 Abdul Halim, Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: PT. RajaGrafindo 
Persada, 2002), XIII-XIV 

































menjelaskan bahwa tujuan hukum islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan 
hamba di dunia dan akhirat. Menurutnya, seluruh hukum itu mengandung 
keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah, jika keluar dari keempat nilai yang 
dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dapat dinamakan hukum islam.28 
Untuk itu guna mengoptimalkan peran Islam dan Negara, maka sudah seharusnya 
bagi kalangan Muslim untuk ikut berpartisipasi dalam membangun negara dengan 
keterlibatan aktif didalamnya. Di Samping itu, keterlibatan aktif ummat islam 
dalam birokrasi negara akan membuat aspirasinya menjadi terwakili.29 
Seorang muslim dapat berperan dalam politik dakwah dan dapat 
memperjuangkan hukum politik islam melalui keanggotaan suatu partai hingga 
mereka memenangkan konstestasi politik melalui Pemungutan suara. Suatu partai 
politik menjadi kendaraan yang dapat mengantarkan para calon legislative menuju 
kursi Lembaga legislatif. Para anggota legislatif dapat menjalankan perannya 
sebagai penyambung lidah masyarakat yang telah memilihnya. Setiap kebijakan, 
ciri, strategi dalam pengambilan keputusan harus mencerminkan politik dakwah 
islam. 
B. Konstruksi Sosial Politik Dakwah 
Konstruksi social merupakan sebuah teori Sosiologi kontemporer yang 
dicetuskan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Teori ini merupakan 
proyek Bersama yang dikerjakan oleh beberapa filsuf dan sosiolog yang dirintis 
mulai tahun 1962-1963. Namun karena alasan tertentu akhirnya buku The Social 
                                                             
28 Wahbah Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, Jilid II (Beirut:Dar al-Fikr,1986), 1017. 
29 Faisal Baasir, Etika Politik;Pandangan Seorang Politisi Muslim, (Jakarta:Pustaka Sinar 
Harapan, 2003), 117 

































Contruction of Reality: A treatise in Sosiology of knowledge (1990) hanya ditulis 
oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Teori ini dimaksudkan sebagai 
kajian teoritis dan sistematis mengenai pengetahuan sosiologi, bukan merupakan 
perkembangan suatu disiplin ilmu. Oleh karena itu teori ini tidak memfokuskan 
pada hal semacam tinjauan tokoh, pengaruh ataupun sejenisnya. Namun lebih 
membahas dan menekankan tentang bagaimana tindakan social manusia sebagai 
actor yang aktif dari realitas sosialnya. Kontruksi sosial merupakan sebuah 
pandangan kepada kita bahwa semua nilai, ideologi, dan institusi sosial adalah 
buatan manusia.  
Frans M. Parera30 menjelaskan tugas pokok sosiologi pengetahuan adalan 
menjelaskan dialektika antara diri (self) dengan dunia sosio kultural. Dialektika 
ini berlangsung dalam proses dengan tiga ‘moment’ simultan. Pertama 
eksternalisasi (Penyesuaian diri) dengan dunia sosio kultural sebagai produk 
manusia. Kedua, Objektivasi yaitu interaksi social yang terjadi dalam dunia 
intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi. 
Sedangkan ketiga, internalisasi yaitu proses dimana individu mengidentifikasikan 
dirinya dengan Lembaga-lembaga social atau organisasi social tempat individu 
menjadi anggotanya.  
Realitas social kehidupan masyarakat merupakan hasil dari konstruksi 
sosial dari agen manusia itu sendiri. Pemahaman individu terhadap realitas 
dunianya dapat membentuk konstruksi social yang berpengaruh pada struktur 
                                                             
30 M. Burhan Bungin, Konstruksi Sosial Media Massa, (Jakarta: Kencana, 2008), 15 dapat dilihat 
(Berger dan Luckmann,1990:xx) 

































sosial.  Manusia adalah individu yang bebas yang melakukan hubungan dan 
interaksi dengan manusia lainnya dan menjadi faktor penentu dalam dunia social 
sesuai dengan kehendaknya. Ketika orang berinteraksi dengan lingkungan 
sosialnya, ada dua kekuatan yang mendorong seorang atau individu berperilaku, 
yaitu nilai solidaritas dan nilai kuasa. Nilai solidaritas sebagai sumber horizontal 
berfungsi sebagai kesatuan social. Sedang nilai kuasa sebagai sumber vertical 
bertujuan meletakkan dirinya pada tempat yang paling berkuasa, sehingga orang 
lain tunduk kepadanya.31 
Kedua nilai tersebut yakni solidaritas dan nilai kuasa merupakan dua 
kekuatan yang dapat mengatur dan menguasai masyarakat. Seseorang yang 
memiliki dua kekuatan nilai ini akan memperoleh tempat atau posisi penting 
dalam kelembagaan, kelompok social, organisasi kekeluargaan dan sebagainya. 
Proses membentuk perilaku, menghayati dan memlihara tradisi dan transfer ilmu 
dalam suatu Lembaga dimaksudkan agar orang menyesuaikan diri pada nilai 
(Value).32  
Menurut Bertens33 dalam Bungin Manusia adalah makhluk social, setiap 
pernyataan harus dibuktikan kebenarannya, bahwa kunci pengetahuan adalah 
logika dan dasar pengetahuan adalah fakta. Manusia dipandang sebagai pencipta 
kenyataan social yang objektif melalui proses eksternalisasi sebagaimana 
                                                             
31 S. Takdir, Alisjahbana. Antropologi Baru Nilai-nilai sebagai Tenaga Integrasi dalam Pribadi 
Masyarakat dan Kebudayaan, (Jakarta:Dian Rakyat,1986), 7 
32 Muhtarom H.M, Reproduksi Ulama di Era Globalisasi, Resistensi Traditional Islam, 
(Yojyakarta:Pustaka Pelajar, 2005), 147 
33 M. Burhan Bungin, Konstruksi Sosial Media Massa, (Jakarta: Kencana, 2008), 13 

































kenyataan objektif mempengaruhi kembali manusia melalui proses internalisasi 
sehingga mencerminkan kenyataan subjektif.  
Dalam pendekatan sosiologis, meminjam teori Peter L. Berger, hubungan 
manusia, masyarakat, dan alam lingkungannya (dalam hal ini berkaitan dengan 
kebudayaannya) berada dalam dialketika gamsut. Yaitu sebuah dialektika antara 
manusia, masyarakat, dan kebudayaan yang saling berhubungan secara dialektis; 
ketiganya saling berdampingan dan berhimpit saling menciptakan dan 
meniadakan. Satu sisi manusia menciptakan sejumlah nilai bagi masyarakatnya, 
pada sisi lain dan secara bersamaan, manusia secara kodrati senantiasa berhadapan 
dan berada dalam masyarakatnya, homosocius.34 
Jika Durkheim maupun Weber melihat pemisahan antara subjektif dan 
objektif. Maka Berger melihat keduanya sebagai sesuatu yang tidak dapat 
terpisahkan. Manusia sebagai kenyataan subjektif dan objektif. Diandaikan bahwa 
terdapat subjektifitas dan objektifitas didalam kehidupan manusia dan 
masyarakatnya.35 Masyarakat adalah produk individu sehingga menjadi kenyataan 
objektif melalui proses eksternalisasi dan masyarakat seperti berada diluar diri 
manusia yang berhadap-hadapan dengannya dan individu juga merupakan produk 
masyarakat melalui proses internalisasi. Dengan kata lain masyarakat (sebagai 
sebuah kumpulan individu) diciptakan oleh manusia, sedangkan manusia sendiri 
merupakan hasil produksi masyarakat, sehingga keduanya merupakan sebuah 
                                                             
34 Faisal Baasir, Etika Politik;Pandangan Seorang Politisi Muslim, (Jakarta:Pustaka Sinar 
Harapan, 2003), 7 
35 Basrowi Sudikin, Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro, (Surabaya:Insan Cendekia 
Surabaya,2002), 205 

































dialektika yang inheren dari fenomena masyarakat.36 Sebagai kenyataan subjektif 
individu berada dalam masyarakat dan tidak terpisahkan. Dengan kata lain, 
individu adalah pembentuk masyarakat dan masyarakat adalah pembentuk 
individu.  
Berger dan Luckman berpandangan bahwa kenyataan itu dibangun secara 
secara social dan pengetahuan sosiologi berperan menganalisis proses terjadinya 
hal tersebut. Kenyataan social terdapat dalam kenyataan intersubjektif dan tersirat 
didalam pergaulan social melalui bentuk Bahasa dan bentuk organisasi-organisasi 
social lainnya. Pengetahuan tentang kenyataan social berkaitan dengan 
penghayatan kehidupan bermasyarakat dengans segala aspeknya meliputi kognitif, 
psikomotorik, emosional dan intuitif. Pengetahuan terkait dengan urusan subjek 
dan objek yang berbeda dengan diri sendiri, sedangkan kesadaran lebih berurusan 
dengan subjek yang mengetahui dirinya sendiri.37 Berger dan Lukcman memiliki 
tesis dari teori konstruksi sosial atas realitas sosial. Komunikasi dianggap sebagai 
produksi dan pertukaran makna.38 Manusia memproduksi makna hasil dari 
penafsiran mereka dan menukarnya melalui komunikasi. Manusia dan masyarakat 
dipandang sebagai produk yang dialektis, dinamis, dan plural secara terus-
menerus. 
Geger Riyanto memahami pandangan Berger bahwa realitas dan 
pengetahuan adalah hasil konstruksi social. Proses konstruksi social atas realitas 
                                                             
36 Peter L. Berger, Langit Suci:Agama sebagai relaitas Sosial, (Jakarta: LP3ES,1991), 4 
37 Basrowi Sudikin, Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro, (Surabaya:Insan Cendekia 
Surabaya,2002), 204 
38 Eriyanto, Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media (Yogyakarta:LKiS, 2002), 
37 

































social tersebut melewati proses institusionalisasi, legitimasi, dan sosialisasi secara 
bersamaan.39 Dalam proses institusionalisasi terjadi pembentukan pola, aturan, 
peran di sekelompok orang. Tindakan ini berhasil bila memenuhi kebutuhan 
kolektif mereka. setelah proses yang berhasil, institusi yang telah terbentuk ini 
dilegitimasi atau dijustifikasi dengan penjelasan-penjelasan logis. Legitimasi 
dapat mengamankan atau mengekalkan sebuah institusi. Institusi dipertahankan 
dengan disosialisasikan kepada anggota-anggota baru.40 Dalam kehidupan 
sosialnya, kecendrungan manusia melakukan repetisi tindakan merupakan sebuah 
langkah awal terbentuknya institusi. Ketika manusia mulai nyaman dengan 
kegiatan sosialnya yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, maka mereka akan 
terus mengulang tindakan tersebut hingga menjadi sebuah kebiasaan. Mereka 
tidak akan mengambil resiko dengan melakukan tindakan lain yang penuh dengan 
ketidakpastian. Karena pada dasarnya, memilih lagi atau mencoba hal baru adalah 
tindakan yang menakutkan, sementara rutinitas menyediakan kenyamanan 
psikologis bagi manusia.41 
Berger melalui konstruksi social menemukan konsep untuk 
menghubungkan konsep antara subjektif dan objektif melalui konsep dialektika 
yang dikenal sebagai eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Masyarakat 
hidup dalam dimensi-dimensi dan realitas objektif yang dikonstruksi melalui 
momen eksternalisasi dan objektivikasi, dan dimensi subyektif yang dibangun 
                                                             
39 Geger Riyanto, Peter L Berger:Perspektif Meta Teori Pemikiran, (Jakarta:LP3ES,2007), 54 
40 Geger Riyanto, Peter L Berger:Perspektif Meta Teori Pemikiran, 55-57 
41 Geger Riyanto, Peter L Berger:Perspektif Meta Teori Pemikiran, 107-108 

































melalui momen internalisasi. Momen eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi 
tersebut akan selalu berproses dalam masyarakat secara dialektis.42 
Tahap eksternalisasi: proses pembentukan Realitas Subjektif 
Eksternalisasi adalah usaha pencurahan diri manusia ke dalam dunia, baik 
dalam kegiatan mental maupun fisik. Merupakan proses adaptasi atau 
Penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural sebagai produk manusia. Melalui 
proses eksternalisasi itulah individu secara kolektif berkemampuan melakukan 
obyektivikasi dan memunculkan sebuah konstruksi realitas obyektif yang baru.43 
Realitas objektif yang baru yang berada diluar diri manusia meskipun realitas 
tersebut merupakan hasil dari aktivitas manusia itu sendiri.  
Realitas subjektif dalam eksternalisasi merupakan pengetahuan individu 
yang melakukan interaksi sosial dengan individu lain dalam sebuah struktur 
sosial. Menurut Margareth44 Melalui proses eksternalisasi, individu secara kolektif 
berkemampuan melakukan objektivasi dan memunculkan sebuah kontruksi 
realitas objektif yang baru. Realitas objektif merupakan suatu kompleksitas 
definisi realitas tindakan dan tingkah laku yang terpola dan dihayati secara 
bersama oleh masyarakat. 
Dalam penelitian ini proses eksternalisasi terjadi ketika proses sosial 
interaksi antara KH Muhammad Muafi dengan Santri, masyarakat, alumni dan 
anggota DPD Partai Golkar menjadi fokus objek dalam penelitian ini yang 
                                                             
42 Peter L. Berger & Thomas Luckmann, Tafsir sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi 
Pengetahuan (Jakarta: LP3ES, 1990). 33-36 
43 Margaret M. Polomo, Sosiologi Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 301. 
44 Margaret M. Polomo, Sosiologi Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 301. 

































dibedakan antara dua peran yakni Ulama dan Umara. Interaksi antara KH 
Muhammad Muafi dengan Santri, masyarakat, alumni dan anggota DPD Partai 
Golkar dipandang sebagai sebuah proses eksternalisasi konstruksi sosial Politik 
dakwah. Intensitas hubungan interaksi ini dapat memperkaya nilai-nilai dan 
konsep politik dakwah melalui peran Ulama Umara sebagai proses eksternalisasi. 
Tahap Objektivasi: proses pembentukan realitas simbolik 
Objektivasi adalah hasil yang telah dicapai baik mental maupun fisik dari 
kegiatan eksternalisasi manusia. Objektivasi masyarakat meliputi beberapa unsur 
misalnya institusi, peranan, identitas. Menurut Geger Riyanto, sebagai akibat 
diferensiasi peran yang baku pada suatu kelompok manusia maka akan 
membentuk institusi yang objektif. Institusi dengan segala ketentuan yang 
mengatur peran setiap anggotanya, berfungsi untuk memberikan rasa nyaman dan 
teratur pada anggotanya. Dan Peran tersebut mendikte bagaimana manusia 
berperilaku sesuai dengan keadaan sosialnya. Institusi merupakan jawaban 
manusai terhadap kehidupan yang terus mengalir dengan tidak pasti. Institusi 
memberikan perlindungan terhadap manusia dari ketidak-pastian atau kekacauan 
(chaos) yang diliputi dengan kehampaan makna.45 Realitas objektif dimaknai 
sebagai fakta sosial. Menurut Nur Syam46 dalam bukunya Islam Pesisir, dalam 
proses kosntruksi sosial disebut sebagai interaksi sosial melalui pelembagaan dan 
legitimasi. Dalam pelembagaan dan legitimasi tersebut, agen bertugas menarik 
dunia subyektifitasnya menjadi dunia obyektif melalui interaksi sosial yang 
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46 Nur Syam, Islam Pesisir, (Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara, 2005), 44. 

































dibangun secara bersama. Pelembagaan akan terjadi manakala terjadi 
kesepahaman intersubjektif atau hubungan subjek-subjek. 
Dalam penelitian ini proses objektivasi digambarkan dengan KH 
Muhammad Muafi memiliki sejumlah konsep Politik dakwah melalui peran 
Ulama Umara yang dapat mewujudkan suatu bentuk konstruksi sosial terhadap 
mitra dakwahnya. Konsep tersebut selalu diupayakan, diaplikasikan dan 
ditransformasikan melalui tindakan dan ucapan oleh KH Muhammad Muafi 
sehingga kemudian menjadi suatu kenyataan yang objektif. Sehingga secara 
perlahan dan alamiah apa yang dilakukan oleh KH Muhammad Muafi menjadi 
acuan dan menjadi kenyataan objektif yang disebut dengan objektivasi. 
Tahap Internalisasi: proses pembentukan realitas Objektif 
Internalisasi  merupakan momen identifikasi diri dalam dunia sosio 
kulturalnya individu. Internalisasi adalah proses individu melakukan identifikasi 
dan momen penarikan realitas sosial kedalam diri atau realitas sosial menjadi 
kenyataan subjektif. Realitas sosial itu berada di dalam diri manusia dan dengan 
cara itu maka diri manusia akan teridentifikasi didalam dunia sosio kulturalnya.47 
Proses internalisasi lebih merupakan penyerapan kembali dunia objektif ke 
dalam kesadaran sedemikian sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur 
dunia sosial. Macam-macam unsur dari dunia yang diobjektivasikan akan 
ditangkap sebagai gejala realitas di luar kesadarannya sekaligus sebagai gejala 
internal bagi kesadaran. Melalui internalisasi manusia menjadi hasil masyarakat 
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dan membentuk suatu tindakah sosial yang diakui secara bersama. Pada momen 
internalisasi ini individu menyerap segala hal yang bersifat objektif dan 
realisasikan secara subjektif.  
Dalam penelitian ini proses internalisasi terjadi ketika nilai-nilai yang 
menjadi realitas objektif dalam Politik dakwah KH Muhammad Muafi melalui 
peran Ulama Umara nya menjadi referensi utama para mitra dakwah dalam 
menjalani fakta sosial. Dalam konteks politik dakwah yang dilakukan oleh KH 
Muhammad Muafi merupakan konfigurasi yang sangat penting dalam 
menjalankan peran Ulama maupun Umaranya. 
Penerapan teori Berger Konstruksi social ini tidak terbatas pada analisis 
masyarakat secara makro, serta pranata social yang besar namun juga dapat 
menganalisis kelompok kecil seperti pernikahan antara suami istri, perilaku 
beragama, individu dan juga Politik dakwah seperti didalam penelitian kali ini. 
Dalam perjalanan sejarahnya politik dakwah dari Jaman Nabi Muhammad SAW 
hingga masa kini ditata dan dan diterima untuk melegitimasi kosntruksi social 
yang sudah ada dan memberikan makna dari berbagai bidang pada pengalaman 
individu sehari-hari.  
Dalam teori Konstruksi sosial Berger Agama dianggap sebagai hasil dari 
konstruksi sosial masyarakat. Sama halnya dengan agama, Politik dan dakwah 
yang ketika berada dalam susunan teks maka akan menjadi Norma, tata nilai, 
aturan dan sebagainya. Teks dan norma tersebut menjadi acuan yang berfungsi 
mengontrol dan menuntun tindakan masyarakat. Dengan demikian Politik dan 

































dakwah mengalami proses objektivasi dan menjadi pedoman dalam masyarakat 
yang terlibat dalam kegiatan politik dan dakwah. 
C. Peran Konstruksi Sosial dalam Politik Dakwah Ulama - Umara 
Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu 
jabatan. Dalam konteks penelitian ini proses kontruksi social melalui 
eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi dapat dibedakan antara peran Ulama 
maupun Umara. KH Muhammad Muafi menciptakan realitas sosialnya sendiri 
berdasarkan hasil dari interkasi dengan dunia sosio kulturalnya. Dengan proses 
interaksi tersebut individu dapat mempunyai dimensi kenyataan social ganda yang 
bisa saling membangun atau bahkan saling meruntuhkan.  
Objektivasi masyarakat meliputi beberapa unsur misalnya institusi, 
peranan, identitas. Proses internalisasi lebih merupakan penyerapan kembali dunia 
objektif ke dalam kesadaran sedemikian sehingga subjektif individu dipengaruhi 
oleh struktur dunia sosial. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang 
dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, 
syarat-syarat peran mencangkup 3 (tiga) hal48, yaitu : Peran meliputi norma-
norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. 
Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang 
membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Peran adalah suatu 
konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam 
masyarakat sebagai organisasi.  
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Kata Ulama49 berasal dari bahasa arab dan semula merupakan bentuk 
jamak dari kata ‘alim50,  yaitu ’ulama‘ yang artinya mengetahui51 dan memahami 
yang disebut alim atau orang yang mengetahui atau orang yang berilmu. Dalam 
buku Ensiklopedia Islam, Ulama adalah istilah  kolektif untuk para ilmuwan ilmu-
ilmu Islam. seorang yang alim/ulama adalah orang yang memiliki kualitas 
keilmuan, pengetahuan, atau pengajaran tentang hadist dan hukum serta ilmu 
kalam Islam.52 Ulama itu salik, wara’ (Perwira), sederhana, komitmen terhadap 
kesejahteraan umat lahir batin, mandiri, memiliki pribadi yang tidak terikat 
(independent) dari pengaruh maupun selain suara hatinya yang hening.53 Karena 
ulama yang sesungguhnya bukan saja orang yang memiliki kepandaian dan 
penguasaan yang mendalam terhadap ilmu agama, tetapi juga ada tuntutan lain 
yang lebih berkaitan dengan sikap dan cara hidup. 
Ulama ialah seorang yang takut kepada Allah dan memiliki prinsip 
khassyatullah (takut kepada Allah) seperti dalam ayat Al-Quran Surat Fatir Ayat 
28 berikut ini:54 
 
                                                             
49 Ulama mempunyai sebutan yang berbeda-beda di beberapa daerah. Misalnya saja, di Jawa 
dikenal dengan sebutan Kiai; di Sunda disebut Ajengan; di Sumatera Barat dikenal dengan nama 
Buya; di Aceh dipanggil tengku; di Sulawesi Selatan disebut Topandita; di Madura dikenal nun 
atau Bhindereh (ra); di Nusa Tenggara Barat (NTB) dipanggil Tuan Guru. Lihat Ibnu Qoyim, 
“Ulama di Indonesia pada akhir Abad XIX dan awal Abad XX,” majalah Sejarah (Jakarta: 
Gramedia, 1993), 26. Lihat  Subhan SD, Ulama Oposan (Jakarta:Pustaka Hidayah,1999), 21. 
50 Subhan SD, Ulama Oposan, (Jakarta:Pustaka Hidayah,1999 )7 
51 Firdaus, Peran Ulama HUDA Dalam Politik Pasca Orde Baru Rehab-Rekon Aceh Pasca 
Gempa Dan Tsunami, Pasca MoU Helsinki Hingga Sekarang, (Banda Aceh: Pusat Penelitian Dan 
Penerbit UIN Ar-Raniry, 2010), h. 3 
52 Ahmad Abdul Aziz, Ensiklopedia Islam, (Jakarta:Prestasi Pustakaraya, 2006), 355 
53 KH Ali Ma’shum, Kiai yang didambakan dalam jurnal pesantren ……. 44 
54 Al-Qur’an 35: 28. 

































  فِلَتْخمُ ِماَع ْنَلأا َو ِباَوّدلا َو ِساَّنلا َنِم َو  َّنِإ خءاَمَلخعلا ِهِداَبِع ْنَم َالله ىَشَْيَ َا َّنَِّإ َكِلاَذَك خهخناَوْلأ
  روخفَغ  ز ِْيزَع َالله 
 
Artinya: “dan demikian (pula) diantara manusia, binatang-binatang melata 
dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan 
jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah diantara hamba-
hambaNya, hanyalah Ulama. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi 
Maha Pengampun.” 
Jadi Ulama adalah para ahli ilmuan atau para ahli pengetahuan. Ulama 
merupakan penyambung misi yang dibawakan oleh para nabi (warath ah alanbiy 
a‘), yaitu dengan menunjukkan dan mengajarkan ajarannya yang bersumber dari 
Alquran dan hadist. Dari kedudukan mereka yang strategis, maka keberadaannya 
sangat menentukan bagi kelangsungan pengembangan ajaran Islam.55 ulama yang 
menjalankan peran kenabian dan kerasulan dalam bentuk dan cara lain, seperti 
dalam penelitian kali ini dimana ulama melawan kemungkaran dan kedhaliman 
dengan keahliannya dalam politik kekuasaan dan kebijakan orang-orang yang arif.  
Dr. Jabir Qumaiha, seorang penulis muslim, menolak dengan tegas adanya 
pemisahan antara kekuasaan politik dan agama.56 Karena berangkat dari 
kenyataan bahwa didalam pemerintahan Nabi Muhammad SAW di Madinah, 
secara politik Nabi justru menjalankan pemerintahan itu.57 Dan juga bercermin 
pada sejarah di Indonesia, kerajaan (Islam) maritim yang bermunculan pada abad 
ke-17 nyatanya tidak dapat dilepaskan dari unsur-unsur: politik, dagang, dan 
agama. Dalam kaitan itu, ulama berada dalam suatu posisi wilayah pusat sebuah 
                                                             
55 Firdaus, Peran Ulama HUDA Dalam Politik Pasca Orde Baru Rehab-Rekon Aceh Pasca 
Gempa Dan Tsunami, Pasca MoU Helsinki Hingga Sekarang,  3 
56 Jabir Qumaihah, Beroposisi Menurut Islam, (Jakarta:Gema Insani Press, 1990) 11 
57 Subhan SD, Ulama-ulama Oposan, 23. 

































pemerintahan.58 Oleh karena itu, sosok Ulama, terutama dalam masyarakat 
tradisional Indonesia, memiliki peran yang sangat strategis tidak hanya dalam 
konteks keagamaan, tetapi juga dalam lapangan social, politik, maupun hukum.59 
Prof. Dr. Harun Nasution mengatakan bahwa pengertian Ulama sekarang 
ini bergeser, terbatas kepada orang yang ahli dalam ilmu fikih. Padahal dulu yang 
disebut Ulama mencakup ilmu naqli (ilmu yang berhubungan dengan wahyu) dan 
ilmu aqli (ilmu hasil usaha akal manusia, diantaranya ilmu fisika dan ilmu 
alam).60 Sementara itu KH Zainudin MZ berpendapat bahwa Ulama itu adalah 
orang yang betul-betul memahami agama islam. Ilmunya diakui ummat, 
akhlaknya jadi panutan dan perjuangannya menjadi contoh. Dan legitimasi Ulama 
itu berada ditangan ummatnya. Meskipun ada pengkaderan Ulama, tapi apabila 
Ummat tidak mengakui, tetap saja tidak dapat dikatakan Ulama.61 
Ulama bukan hanya memiliki status spiritual, tetapi memiliki status politis. 
Di mata umat, Ulama atau Kiai (sewajibnya) tidak sebatas sebagai guru yang 
mahir mentransformasikan atau memberikan penafsiran ayat-ayat Ilahi, baik yang 
Qur’ani (Ayat-ayat Al-Quran) maupun yang sifatnya qawni (tanda-tanda alam 
semesta). Namun yang juga penting harus terselip dalam diri ulama factor power 
agar posisinya berada di garis depan.62 Ulama atau Kiai yang mempunyai 
                                                             
58 Taufik Abdullah, Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia, (Jakarta:LP3ES,1987), 
124-137 
59 Subhan SD, Ulama-ulama Oposan, 25 
60 Mohammad Iskandar, Para Pengemban Amanah:Pergulatan Pemikiran Kiai dan Ulama di 
Jawa Barat,1900-1950, (Yogyakarta:Matabangsa,2001), 20. Lihat “Pengertian Ulama Bergeser”, 
Panji Masyarakat No. 666, 21-30 November 1990, 34. 
61 Mohammad Iskandar, Para Pengemban Amanah:Pergulatan Pemikiran Kiai dan Ulama di 
Jawa Barat,1900-1950, (Yogyakarta:Matabangsa,2001), 20. 
62 Subhan SD, Politik Kiai dan Parpol dalam harian Media Indonesia (28/9/94), Subhan SD, 
Ulama-ulama Oposan, 24 

































Lembaga Pendidikan atau pondok pesantren mempunyai suatu pola kehidupan 
yang interaktif yang terjalin antara Kiai, Ustadz, dan santri. Pola ini 
mencerminkan pengalaman keagamaan yang dibangun dari nilai-nilai kitab klasik 
atau kitab kuning. Dan dari Pondok pesantren dapat melahirkan Ulama-ulama atau 
pemimpin-pemimpin masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari sistem Pendidikan 
yang ada di pondok pesantren itu.63 
Sistem Pendidikan di Pondok Pesantren sengaja diproses untuk 
mewujudkan keterkaitan Kiai sebagai seorang Ulama, sebagai sumber ilmu dan 
inspirasi, dengan santri dan masyarakat.64 Kapasitas, karakter dan kredibilitas 
seorang Kiai menjadi factor penentu terbentuknya realitas social antara Santri, 
Alumni dan masyarakat. Karena ketaatan santri, alumni dan masyarakat 
berimplikasi pada penyerahan kekuasaan yang luas pada Kiai. Horikoshi 
berpendapat Kedudukan Kiai demikian dominan karena adanya kemampuan 
dalam bidang lain, misalnya sebagai motivator dalam perubahan sosial dan 
politik. Kiai adalah seorang ahli agama dan fasih serta mempunyai kemampuan 
yang cermat dalam membaca pikiran-pikiran pengikut-pengikutnya.65 
Santri menjadi elemen penting didalam pondok pesantren. Zamakhsyari 
Dhofier mengungkapkan berbagai alasan Santri-santri yang pergi dan tinggal di 
pondok pesantren sebagai berikut: 
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(Yojyakarta:Pustaka Pelajar, 2005),8 
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1. Ingin mempelajari kitab-kitab yang membahas Islam secara lebih 
mendalam dibawah bimbingan Kiai yang memimpin Pondok Pesantren. 
2. Ingin memperoleh pengalaman kehidupan pondok pesantren baik dalam 
bidang pengajaran maupun keorganisasisan. 
3. Ingin memusatkan studinya di pondok pesantren tanpa disibukkan oleh 
kewajiban sehari-hari dirumah keluarganya.  
4. Setelah selesai belajar di Pondok Pesantren ia diharapkan menjadi seorang 
alim yang dapat mengajar kitab-kitab dan memimpin masyarakat dalam 
kegiatan keagamaan.66 
Zamakhsyari Dhofier mengungkapkan bahwa tujuan pengajaran yang 
dikembangkan oleh Kiai di Pondok Pesantren Tradisional tidak semata-mata 
untuk memperkaya pikiran, tetapi juga untuk meningkatkan moral, melatih dan 
mempertinggi semangat, menghayati nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan, 
mengajarkan sikap dan tingkah laku yang jujur serta bermoral tinggi.67 Para 
Ulama yang mendirikan Pondok Pesantren mendambakan santri-santri mereka 
dikemudian hari juga menjadi ulama68, dan berpegang teguh pada nilai-nilai 
moral.  
Ulama atau Kiai yang mengajar ngaji dan memimpin pondok pesantren 
tradisional, secara sosiologis dilihatnya sebagai sosok yang mempunyai legitimasi 
dan Kharisma. Menurut Max Weber Kharisma inilah yang menimbulkan ketaatan 
                                                             
66 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai, 
(Jakarta:LP3ES,1982), 52 
67 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai, 
(Jakarta:LP3ES,1982), 21 
68 Umar Hasyim, Mencari Ulama Pewaris Para Nabi, (Surabaya: Bina Ilmu, 1980) 15 

































pengikut atau devosi dengan perngorbanan habis-habisan.69 Sebagai pemegang 
otoritas kharismatik, Kiai sering mempengaruhi tindakan atau respon-respon 
emosional dari para pengikut mereka.70 Namun demikian, dalam situasi tertentu 
otoritas semacam itu menjadi tidak berguna, apabila jalur otoritas yang diambil 
oleh Kiai dirasa menyimpang dari dasar keagamaan yang diterima secara sosial. 
Melihat keefektifan yang dimiliki pemimpin kharismatik yang mampu mengubah 
perilaku masyarakat, termasuk masyarakat modern sekalipun, maka mudah 
dipahami jika seperti juga pemimpin tradisional, pemimpin kharismatik umumnya 
memiliki daya tarik bagi aktor politik, birokrasi, maupun militer.71 
Sesuai dengan konsep-konsep perbedaan dalam status social maka para 
ulama, khususnya para Kiai, di Desa-desa Jawa menerima penghormatan yang 
tinggi dari masyarakat. Dibandingkan dengan elite local yang lain, seperti para 
petani kaya, kiai, khususnya yang memimpin pesantren, mempunyai posisi yang 
lebih terhormat. Hal ini telah menjadikannya sebagai pemimpin dalam 
masyarakat. Dan, kepemimpinannya juga tidak terbatas pada wilayah agama, 
tetapi meluas pada wilayah politik.72  
Umara  
                                                             
69 Alo Liliweri, Sosiologi Organisasi, (Bandung: Citra Aditya Bakti,1997) 249 
70 Mahmud Sujuthi, Politik Tarekat, (Yogyakarta:Galang Press,2001), xxv 
71 Karl D Jackson, Kewibawaan Tradisional, Islam dan Pemberontakan Kasus Darul Islam Jawa 
Barat (terjemahan) (Jakarta:Grafiti,1990),307 
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Umara berasal dari kata amir/amara yang berarti “memerintah” kata ini 
merupakan gelar untuk pimpinan militer, bangsawan, ketua, pangeran penguasa.73 
Kata Amir terdapat dala ayat Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 59 sebagai berikut74: 
 اَّللَّا اوُعيِطاأ اوُن امآ انيِذَّلا ا اهُّ ياأ ايَ الَِإ ُهوُُّدرا ف ٍء أي اش فِ أمُت أعازاانا ت أنِإاف ۖ أمُكأنِم ِر أما ألْا لُِوأاو الوُسَّرلا اوُعيِطاأاو
 ًليِوأاتَ ُن اس أحاأاو ٌأيْ اخ اكِل َٰاذ ۚ ِرِخ ألْا ِم أو ا يألااو َِّللَِّبِ انوُنِم أؤ ُت أمُت أ نُك أنِإ ِلوُسَّرلااو َِّللَّا  
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah 
Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan)) di antara 
kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka 
kembalikanlah kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika 
kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih 
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”  
Sedangkan Ibnu Abas memaknai ulil amri pada surat An Nisa’ ayat 59 
tersebut sebagai ulama; ulama tafsir lain menyebut sebagai umara dan penguasa. 
Namun demikian menurut Abdul Wahab, kata tersebut mencakup semuanya 
termasuk kewajiban taat kepada kelompok penafsir tentang masalah yang harus 
ditaati.75 
Abdul Wahab Khallaf dalam buku Kaidah-kaidah Hukum Islam 
menjelaskan arti ulil amri dalam lafad  al amr berarti perkara atau keadaan, 
bersifat umum karena dapat menyangkut masalah agama dan keduniaan. Dari 
pengertian tersebut, ia membagi penyebutan atas kelompok tersebut yaitu untuk 
                                                             
73 Ahmad Abdul Aziz, Ensiklopedia Islam, (Jakarta:Prestasi Pustakaraya, 2006), 59. 
74 Al-Qur’an 4:59. 
75 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushulul Fiqh, Terjemah Andi Asy’ari dan Afid Mursidi, Kaidah-
kaidah Hukum Islam, Jilid Satu, (Bandung:Risalah, 1984) 64-65 

































ulil amri dalam urusan dunia adalah raja, pemimpin, dan penguasa; untuk urusan 
agama adalah para mujtahid dan ahli fatwa.76 
Yang dimaksud dengan “ulil amri minkum” dalam Surat An nisa’ ayat 59 
adalah para pemimpin yang berjalan dalam kebenaran. Karena, para pemimpin 
yang berlaku dhalim telah terlepas dari Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, 
mereka tidak dapat disandingkan dengan ketaatan terhadap Allah dan Rasul-Nya. 
Ketaatan terhadap Allah dan Rasul-Nya disandingkan dengan ketaatan terhadap 
para pemimpin yang berjalan dalam jalan Allah dan Rasul-Nya, adalah dalam 
mewujudkan keadilan, memilih kebenaran, amar makruf dan melarang dari 
lawanannya.77  
Dalam hal kewajiban ketaatan kepada Umara dengan syarat bahwa umara 
tersebut telah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka umara merupakan urutan 
ketiga dalam hal ketaatan rakyat. Sehingga sangatlah penting untuk memilih para 
pemimpin yang berasal dari ulama yang diyakini sudah alim dan taat kepada 
Allah dan Rasul-Nya.  
Dalam buku Ensiklopedi Al-Qur’an, Fakhruddin Hs menjelaskan 
pengertian Ulil Amri  sebagai pemimpin yang bertugas atau ditugaskan mengurus 
sesuatu urusan misalnya pemerintahan, ketentraman, perjuangan dan 
pembangunan dalam berbagai lapangan, umumnya yang menjadi kepentingan 
Bersama.78 Dari uraian di atas, ternyata bahwa ulil amri tidak semata-mata mereka 
yang mempunyai otoritas dibidang keilmuan, kemasyarakatan, dan keduniaan 
                                                             
76 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushulul Fiqh, 64 
77 Muhammad Dhiauddin Rais, Teori Politik islam, (Jakarta:Gema Insani Press), 296 
78 Fakhruddin Hs, Ensiklopedi Al-Qur’an, Buku 2, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1992), 521 

































lainnya. Dengan demikian, ulil amri hanya merupakan sebutan umum untuk 
mereka yang mempunyai kewenangan tertentu sesuai dengan bidangnya. 
Al-Mawardi79 menjelaskan Ada empat pendapat dalam mengartikan 
kalimat "ulil amri", yaitu: (1) umāra (para pemimpin yang konotasinya adalah 
pemimpin masalah keduniaan), (2) ulama dan fuqaha, (3) sahabat-sahabat 
Rasulullah Saw., (4) dua sahabat saja, yaitu Abu Bakar dan Umar.   
KH Muhammad Muafi berhasil memposisikan diri dan menjalankan 
perannya sebagai Ulama sekaligus sebagai Umara yang sangat berpengaruh di 
Masyarakat Sampang. Keberhasilannya dalam peran-peran kepemimpinan ini 
menjadikannya semakin terlihat sebagai orang yang berpengaruh yang dengan 
mudah dapat menggerakkan aksi social dan membentuk suatu realitas social yang 
baru bahkan dalam dunia politik. Khususnya ketika beliau menjadi ketua DPD 
Partai Golkar Sampang dan mempunyai berbagai macam anggota, termasuk 
intelektual dan politisi, posisi sentral Ulama dibuktikan oleh tingginya wibawa 
dan pengaruh yang dimilikinya dibandingkan dengan para politisi professional 
(Samson, 1978:201).80 
                                                             
79 https://www.bacaanmadani.com/2018/01/kandungan-al-quran-surat-nisa-ayat-59.html 
80 Endang Turmudi, Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan,… 98 


































PROFIL DAN POLITIK DAKWAH KH MUHAMMAD BIN MUAFI 
A. PROFIL KH MUHAMMAD BIN MUAFI  
1. Biografi KH. Muhammad Muafi 
KH Muhammad Bin Muafi Zaini merupakan keturunan generasi ke 10 
Kiai Abdul ‘Allam dalam kisah Babat tanah Prajjan1 Kecamatan Camplong 
Kabupaten Sampang, Dari sanalah lentera ilmu memancarkan cahayanya di bumi 
Kota Bahari Sampang.2 Dan pondok Pesantren ini dikenal sebagai Pondok 
Pesantren Tertua di Sampang Madura Jawa Timur. Adapun silsilah Kiai Abdul 
‘Allam seperti yang tetera dalam kisah Babat Tanah Prajjan yang dimulai pada 
tahun 1702 M adalah sebagai berikut : 
1. K. Abdul ‘Allam 
2. K. Abdul Kamal bin K. Abdul ‘Allam 
3. K. Masajid bin  K. Abdul Kamal 
4. K. Su’aidi bin  K. Masajid 
5. K. Sufyanah bin K. Su’aidi 
6. K. Alimuddin bin K. Sufyanah 
7. KH. Syabrawi bin K. Alimuddin 
8. KH. Muhammad Zaini bin KH. Syabrawi 
9. KH. Ahmad Mu’afi Alif Zaini bin KH. Muhammad Zaini 
10. KH. Muhammad bin KH. Ahmad Mu’afi Alif Zaini (sekarang) 
                                                             
1 Beliau diceritakan bertapa di atas bukit sumber Prajjan. 
2http://matamaduranews.com/ponpes-nazhatut-thullab-sampang-pesantren-tertua-di-sampang/, 
diakses 2 januari 2019 


































Nama asli beliau adalah Muhammad dengan panggilan kesehariannya 
yaitu ‘Mamak’. Ayah beliau adalah KH. Ahmad Mu’afi Alif Zaini dan ibu beliau 
adalah Nyaih Hj. Nur Jihan Syakir yang berasal dari Lasem. KH Muhammad Bin 
Muafi lahir di Sampang tanggal 5 September 1985 dan beralamat di Desa Prajjan 
Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. Nama lengkap beliau saat ini adalah 
KH. Muhammad Bin Muafi Zaini, M.PSDM, M.Pd.I dan hobby yang sangat 
digemarinya yaitu Sepak Bola. Beliau saat ini memiliki seorang istri yang 
berprofesi sebagai Dokter bernama Nyai dr. Ita Fajria dan sudah dikaruniai dua 
orang anak. 
Ketika beliau masih menjalankan Pendidikan Sarjana di Al-Ahgaff 
University Negeri Yaman Timur tengah, beliau harus menerima kenyataan bahwa 
Ayahnya meninggal dan harus meneruskan amanah sebagai pengasuh Pondok 
Pesantren dengan berbagai Lembaga Pendidikan di usia yang relatif muda yakni 
21 Tahun. Dan beliau mengalami sosialisasi sekunder3 dalam hidupnya sejak usia 
21 tahun ketika memangku jabatan sebagai pengasuh Pondok Pesantren Nazhatut 
Thullab. 
Riwayat Pendidikan KH Muhammad Muafi dimulai dari bangku SD yang 
dijalaninya selama 6 Tahun di SDN 1 Prajjan dan lulus di tahun 1997. Kemudian 
beliau melanjutkan Pendidikan tingkat SMP di SMPN 1 Lasem dan lulus di tahun 
2000. Setelah itu beliau melanjutkan Pendidikan SLTA di MA Tribakti Mandiri 
                                                             
3 Soaialisasi Primer merupakan sosialisasi awal yang dialami individu masa kecil, disaat ia 
diperkenalkan dengan dunia sosial pada individu. Sosialisasi sekunder dialami individu pada usia 
dewasa dan memasuki dunia publik, dunia pekerjaan dalam lingkungan yang lebih luas. Sosialisasi 
primer biasanya sosialisasi yang paling penting bagi individu, dan bahwa semua struktur dasar dari 
proses sosialisasi sekunder harus mempunyai kemiripan dengan struktur dasar sosialisasi primer. 
Lihat, Peter L. Berger & Thomas Lukhmann, Tafsir Sosial atas Kenyataan (Jakarta: LP3ES, 1190) 
188. 


































dan lulus tahun 2003. Kemudian beliau memulai Pendidikan tinggi di Al-Ahgaff 
University Yaman namun pada tahun tahun 2006 harus berhenti sebelum lulus 
karena harus kembali ke Tanah Air Indonesia sepeninggal Ayah beliau. Hingga 
akhirnya beliau menamatkan Pendidikan Sarjana beliau di STIT Nazhatut Thullab 
Sampang di tahun 2009 dan langsung melanjutkan Pendidikan Magister di 
Universitas Airlangga Surabaya dengan mengambil Jurusan Ilmu pengembangan 
sumber daya manusia dan berhasil mendapatkan gelar M.PSDM di Tahun 2011. 
Tidak berhenti disitu beliau kembali melanjutkan Pendidikan Magisternya di 
Jurusan Pendidikan Agama Islam di UIN Sunan Ampel Surabaya dan lulus Tahun 
2013 dengan gelar M.PdI. 
Minat dan perannya dalam keorganisasian terlihat sejak beliau menjalani 
Pendidikan tingkat SMP, beliau menjadi Wakil Ketua Osis di SMPN 1 Lasem. 
Setelah menyelesaikan Pendidikan SMP nya, beliau melanjutkan tingkat SLTA 
nya di MA Tribakti Kediri, disanapun beliau bergabung dalam organisasi 
Lembaga Pengembangan Bahasa dan menduduki jabatan Ketua di Lembaga 
tersebut. Selepas Lulus Pendidikan tingkat SLTA, beliau melanjutkan Pendidikan 
tingginya di Al-Ahgaff University Yaman, disana beliau juga masuk dalam 
keanggotaan suatu organisasi, yakni PC Istimewa NU Yaman dan menjabat 
sebagai Sekretaris. Sepulangnya dari Yaman, beliau kembali ke Sampang dan 
harus menyelesaikan Studi pendidikan Tingginya di Indonesia, beliau bergabung 
dalam organisasi RMI NU Cab. Sampang dan menduduki jabatan sebagai Ketua. 
Dan jabatan sebagai Dewan Pembina Partai Golkar Sampang sekaligus Ketua 


































DPD Partai Golkar Kab. Sampang masih dijalani beliau hingga saat ini dengan 
masa bhakti 2016-2021.4 
Beliau berhasil menduduki jabatan sebagai anggota DPRD Jawa timur di 
usia 29 Tahun dalam masa jabatan 2014-2019, beliau bertugas di Komisi E di 
bidang Kesejahteraan Rakyat. Bidang tersebut sangat cocok sekali dengan 
kepribadian dan keilmuan yang dimiliki oleh KH Muhammad Muafi, dan juga 
sesuai dengan tujuan politik dakwahnya untuk kesejahteraan Ummat. Beliau dapat 
mengajukan kebijakan-kebijakan yang pro umat agar diakomodir melalui komisi 
E DPRD Jawa Timur.  
KH Muhammad bin Muafi Zaini sebagai Ulama sekaligus sebagai Umara 
mempunyai peran ganda sejak tahun 2014 dan menjalankan Rukhiyah Islamiyah 
dan Rukhiyah Wathoniyah (Dakwah Kemasyarakatan dan Kepemerintahan) 
secara bersamaan. Ketika beliau memutuskan suatu kebijakan dalam menjalankan 
perannya sebagai Ulama, maka status Umara nya akan mempengaruhi kebijakan 
tersebut, begitupun sebaliknya. Namun pada kenyataannya beliau tidak 
menggunakan perannya sebagai Ulama agar bisa berpolitik di partai Islam, beliau 
tidak berafiliasi dengan partai Islam dan lebih memilih partai Nasionalis sebagai 
alat pijakannya dalam menjalankan misi dakwahnya. 
Meskipun agama dan politik tidak dapat dipisahkan, namun dalam 
berpolitik umat islam tidak harus menggunakan simbol islam, misalkan 
dengan bergabung ke partai politik islam atau partai yang berasaskan 
islam. dengan kata lain, islam sebagai agama harus dipisahkan dari Islam 
sebagai Ideologi Politik. Dalam hal ini partai hanyalah wadah atau alat, 
sedangkan yang penting adalah cita-cita atau tujuan kemaslahatan 
ummat/kepentingan islam. Karena tidak ada larangan bergabung dengan 
                                                             
4 Susunan dan Personalia DPD Partai Golkar Kab Sampang 
https://kpu.go.id/koleksigambar/SK_KEPENGURUSAN_KAB.SAMPANG_.pdf, diakses 3 
Januari 2019 12:53 


































partai yang tidak berlabel islam asalkan dengan tujuan untuk kepentingan 
islam. Maka dari itu hubungan politik dan agama adalah hubungan 
substansial bukan merupakan hubungan formal.5 
Beliau mempunyai misi kesamaan ideologi “Bertakwalah dimanapun 
kamu berada” sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW,  
لص يالله يلوُسَر ْنَع اَمُهْ نَع ُالله َي يضَر ٍلَبَج نْب داَعُم نحمرلادْبَع ْ يبَِا َو َةَداَنُج ينْب ْبُدْنُج َرَذ ْ يبَِا ْنَع ي
 ُثْ بَح َالله َقَّت
يا : َلاَق َمَّلَس َو يهْيَلَع ُالله َو اَهُحَْتَ َةَنَسَلحا َةَئي يَّسلا يعيبَْتأ َو َتْنَك اَم ٍنَسَح ٍقُُل يبِ َساَّنلا يقيلاَخ 
6 
 
Artinya : Bertaqwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan 
hendaknya setelah melakukan kejelekan engkau melakukan kebaikan yang 
dapat menghapusnya. Serta bergaulah dengan orang lain dengan akhlak 
yang baik‘” (HR. Ahmad 21354, Tirmidzi 1987, ia berkata: ‘hadits ini 
hasan shahih’) 
 
Sebagai seorang Ulama, KH Muhammad melakukan dakwah yang 
merupakan kewajiban setiap individu manusia apalagi sebagai ulama yang 
dipercaya oleh masyarakat untuk membimbing ummat ke jalan yang benar, dan 
juga sebagai publik figur di daerah Madura, maka KH Muhammad Muafi menjadi 
agen yang dapat mempengaruhi pemikiran masyarakat untuk berubah dijalan yang 
benar.  
Memang benar al-qur’an sebagai sumber utama syariat telah memberikan 
petunjuk kepada umat islam dalam kehidupannya yang fana, tetapi 
petunjuk itu dalam banyak kasus hanya bersifat garis besar. Masalah yang 
belum kunjung terpecahkan yaitu posisi syariat dalam masyarakat dan 
sistem politik yang ada. Maka dari itu peran Ulama yang menjalankan 
peran sebagai Umara sekaligus dapat merumuskan secara kreatif petunjuk 
Al-quran sesuai dengan realitas sosio-kultural  dan historis umat untuk 
menghadapi masa dan ruang tertentu. Hal itu dimaksudkan agar tujuan 
                                                             
5 Sampang, Wawancara, 2 Januari 2019, 14:15  
6 Al’Iroqy dan Ibnu Siki, Takhrij Ahadist Ihya’ Ulumuddin, (Riyadh:Darul Asyimah,1374H), no 
Hadist 1511, 1045. Dapat dilihat https://muslim.or.id/11102-bertaqwalah-dimanapun-kau-
berada.html, diakses 20 Oktober 2018, 16:20 


































syaria’t, yakni terciptanya tata sosio-politik yang ditegakkan diatas fondasi 
moral yang kokoh, dapat tercapai demi kebaikan umat manusia itu sendiri. 
Karena sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya 
kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Al ahkaamu masyruu’atun 
limashoolihil ‘ibaadi, hukum itu diundangkan untuk kemaslahatan hamba. 
Kemaslahatan yang dimiliki oleh manusia dipahami sebagai sesuatu yang 
relatif dan tidak absolut. Karen itu, apakah ketentuan itu sesuatu yang 
menguntungkan auat membahayakan yang mendatangkan mafsadat 
merupakan hal yang relatif. Hal itu dibedakan oleh besarnya resiko yang 
ada pada masing-masing perbuatan.7  
Selain menjadi Ulama dan Umara, KH Muhammad Muafi merupakan 
Pengusaha tambang yang sukses, Hal tersebut menunjukkan salah satu karakter 
dari seorang pemimpin, beliau pintar membaca peluang untuk meningkatkan 
pendapatan ekonominya. Dengan membeli bukit-bukit yang tidak diinginkan oleh 
warga, beliau membuka usaha tambang batu. Batu dikeruk untuk dijual dan tanah 
yang sudah rata mempunyai daya jual yang tinggi. Jika ditanyakan untuk apa ini 
semua, maka jawabannya untuk pondok dan masyarakat Sampang, semua demi 
kemaslahatan ummat. Hal tersebut ada pada jiwa seorang pemimpin yang harus 
mengedepankan aspek kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti hawa nafsu, 
kepentingan pribadi ataupun kepentingan keluarga dan kelompoknya saja. 
Sudah menjadi kewajiban untuk seluruh umat islam agar mempelajari 
semua ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu keduniawian yang dapat 
mendukung kehidupan dan pergaulan hidup manusia. Seperti hadist Nabi, 
dimana “yang paling baik diantara kamu semua adalah yang mengejar 
kehidupan akhirat tanpa meninggalkan kehidupan di dunia” begitupun 
sebaliknya. Jadi kita tidak boleh hanya memikirkan akhirat saja, walaupun 
kenyataannya sekarang lebih banyak orang yang hanya memikirkan dunia 
saja. Faktor ekonomi harus kita perhatikan agar menjadi modal kita dalam 
berdakwah. Khadijah menghabiskan seluruh hartanya untuk dakwah 




                                                             
7 Sampang, Wawancara, 2 Januari 2019, 13:50 
8 Sampang, Wawancara, 2 Januari 2019, 13:15 


































2. Sosok yang sederhana dan pemersatu 
 Walaupun dengan status Ulama-Umara dan sekaligus juga seorang 
Pengusaha yang sukses, Dalam kesehariannya KH Muhammad Muafi tidak 
pernah menggunakan pakaian yang bermerk atau branded, bahkan sarung; yang 
menjadi ikon seorang santri yang dipakainya merupakan sarung dari golongan 
menengah, menurut keterangan dari alumni ketika wawancara sebagai berikut: 
Bisa kita lihat sosok kiai mamak yang sangat sederhana, selain dalam 
kesehariannya memang beliau selalu menggunakan baju putih, sarung 
yang digunakannya pun murah-murah. Seperti wadimor, atlas, gak pernah 
beliau memakai Lamiri, paling mahal itu ya BHS. Yang harga dua ratusan. 
Beliau juga ketika makan diluar, beliau lebih memilih nasi bungkusan 
yang di warung-warung. Beliau memang sangat menghargai uang, dan 
paham akan sulitnya mendapatkan uang, dan ingin uang yang 
digunakannya digunakan kepada hal yang lebih bermanfaat dari sekedar 
memenuhi gaya hidup. Pernah suatu ketika beliau menegur salah satu 
alumni yang selalu memakai sarung mahal seperti lamiri, “tak bisa yeeh 
kakeh tak ngangghuy sarong jiaah” (gak bisa ya kamu kalau gak pakai 
sarung itu?).9 
 
Disamping kegiatan keagaaman KH Muhammad Muafi memanfaatkan 
hobbynya untuk membangun kedekatan dengan para santri dan alumni yaitu 
melakukan kegiatan diluar seperti bermain sepak bola, menonton Bersama 
pertandingan sepak bola, Makan Bersama sekaligus Membakar ikan Bersama, 
hingga mendaki gunung. Hal itu dilakukannya agar menambah kesolidan dan rasa 
kasih sayang antar santri. Kegiatan tersebut dilakukan disela-sela kesibukannya 
sebagai Ulama, Umara dan juga seorang Pengusaha. Hal itu tentunya demi 
mewujudkan keakraban dengan santri dan alumni sehingga beliau meyakinkan 
bahwa alumni dan santri masih dalam koridor yang diinginkannya.  
                                                             
9 Sampang, Wawancara, 4 Januari 2019, 15:20 


































Melalui Pondok pesantren sebagai sebuah komunitas memberikan 
kontribusi penanaman watak humanistik pada santri, dengan pembelajaran 
ilmu-ilmu seperti teologi (tauhid), ilmu hukum (fikih) sejarah, Bahasa 
(arab, Inggris) dan etika (akhlak). Ilmu-ilmu itu kita lihat dari segi-segi 
kebutuhan dan aspirasi manusia yang merupakan realitas saat ini yang 
sering tidak begitu mudah didekati dengan pendekatan empiris, bahkan 
perlu ada upaya imaginatif. Melalui ilmu-ilmu yang diajarkan tersebut 
humanisasi sejak dini ditumbuhkan sehingga akan mewujudkan 
kemampuan kritik mandiri yang kemudian hari sangat penting baginya 
ketika harus berhadapan dengan public morality maupun private morality. 
Saya mengajak santri dengan berkegiatan diluar pondok seperti mendaki 
gunung, nonton bola, dan makan dan bakar ikan bersama, terutama santri 
yang akan lulus dan menghadapi dunia luar. Saya menginginkan mengenal 
lebih jauh terhadap karakter santri-santri saya. Saya melatih mereka untuk 
mandiri dan ikut memikirkan masa depan pondok dan masyarakat 
sampang pada umumnya. Ikatan emosional antara santri dan Kiai dapat 
terbentuk dengan seringnya mengadakan kegiatan bersama. Saya 
membentuk ideologi santri yang kuat agar ketika mereka sudah tidak 
menjadi santri, maka mereka tidak akan terpengaruh oleh dunia luar yang 
sumber norma yang dianut terlalu banyak dan tidak jelas. Sehingga dapat 
mengakibatkan ideologi remaja terkikis dan norma yang dianut menjadi 
tidak jelas. Hal tersebut karena proses modernisasi yang tidak terbendung. 
Santri sekarang sudah dapat mengakses informasi dari luar, dan bisa jadi 
pengetahuan keislaman yang ditanamkan didalam pondok pesantren 
disandingkan dengan Informasi luar yang tidak jelas sumbernya.10 
 
3. Lokasi Politik Dakwah KH Muhammad Bin Muafi 
a. Profil Pondok Pesantren Nazhatut Thullab 
Nama Pondok Pesantren Nazhatut Thullab asuhan KH Muhammad Muafi 
ini bermula pada generasi ke-7 sekitar tahun 1932 M. Nama Nazhatut Thullab 
berasal dari bahasa arab yang berarti : Nazhatu artinya Kebun atau Taman dan Al 
Thullab artinya Pelajar atau Siswa. Jadi Pondok Pesantren Nazhatut Thullab 
adalah Taman Siswa. Pondok Pesantren ini menjadi Pioneer sistem pendidikan 
klasik, yang selanjutnya telah melahirkan berbagai lembaga pendidikan dengan 
system yang sama pada masanya. Hingga kini Pondok Pesantren Nazhatut 
Thullab telah berusia 3 (tiga) Abad lebih, dihitung sejak terjadinya peristiwa 
                                                             
10 Sampang, Wawancara, 2 Januari 2019, 14:40 


































Babat Tanah Prajjan, yaitu pada tahun 1702 M. Mulai dari periode ke-9 
(Sembilan) itulah Pondok Pesantren Nazhatut Thullab mengembangkan lembaga 
Pendidikan dengan mendirikan beberapa unit lembaga pendidikan formal yang 
berinduk kepada beberapa Departemen antara lain : Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan Nasional, Departemen Agama dan Departemen Kesehatan dengan 
mendirikan11 :  
1. Madrasah Diniyah (didirikan sejak Tahun 1702 M) 
2. MTs NATA (Didirikan Pada Tahun 1969) 
3. SMP NATA (Didirikan pada Tahun 1995); 
4. MA Keagamaan NATA (Didirikan Pada Tahun 2001); 
5. SMA NATA (Didirikan pada Tahun 1988); 
6. SMK NATA (Didirikan pada Tahun 2003); 
7. STITNAT (Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nazhatut Thullab). 
Didirikan pada Tahun 1988 dan pada tahun 2010 alih status 
menjadi STAI NATA dengan masuknya program studi baru yaitu 
al-ahwal al-syahsyiyah (hukum perdata) dan ekonomi syari’ah; 
8. AKPER NATA Sampang (Didirikan pada Tahun 2002); 
Fungsi pondok pesantren pada awalnya hanya sebagai sarana islamisasi 
yang memadukan tiga unsur, yakni ibadah untuk menanamkan iman, tabligh 
untuk menyebarkan islam, dan ilmu serta amal untuk mewujudkan kegiatan 
sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat.12 Namun fungsi pondok pesantren 
sudah mulai bergeser seiring perkembangan jaman dan kebutuhan akan Da’I-da’I 
muda yang memahami cara berdakwah dengan gaya anak muda. Selaras dengan 
                                                             
11 Profil Yayasan Pondok Pesantren Nazhatut Thullab Prajjan Camplong Sampang, 4 
12 Wahjoetomo, Perguruan Tinggi Pesantren, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 70 


































apa yang dikatakan oleh Azyumardi Azra, bahwa fungsi-fungsi pondok pesantren 
tradisional yang mendasar adalah: pertama, transmisi dan transfer ilmu-ilmu 
keislaman; kedua, pemeliharaan tradisi keislaman; dan ketiga, reproduksi 
Ulama.13  Pesantren telah diakui sebagai lembaga pendidikan yang telah ikut serta 
mencerdaskan kehidupan bangsa. Pesantren merupakan lembaga pendidikan 
agama yang sangat berjasa bagi masyarakat dalam mencerahkan dunia 
pendidikan, tidak sedikit pemimpin bangsa yang ikut memproklamirkan 
kemerdekaan bangsa ini adalah seorang santri maupun alumni dari pondok 
pesantren. 
Pesantren menjadi tempat simulasi terjadinya pembaruan pemikiran islam 
yang dapat memberikan sumbangannya dalam peningkatan sumber daya manusia. 
Untuk menjalankan fungsi itu, Aktivitas yang dominan dilaksanakan oleh pondok 
pesantren Nazhatut Thullab sebagai upaya signifikan untuk mendukung 
tercapainya misi pondok pesantren mencakup beberapa hal: 
1. Latihan khitabah 
Latihan Khitabah (Pidato) bermaksud untuk melatih santri agar 
memiliki kemampuan retorika untuk menyampaikan ilmunya pada 
public. Bahasa yang digunakan adalah empat Bahasa, yakni Bahasa 
Indonesia, Bahasa Madura, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab. Latohan 
Khitabah ini dikemas dalam suatu program Muhadhoroh yang 
diadakan setiap dua kali dalam seminggu. 
2. Musyawarah  
                                                             
13 Azyumardi Azra, Pesantren Kontinuitas dan perubahan dalam Nurcholish Madjid, Bilik-bilik 
Pesantren:Sebuah Potret Perjalanan, (Jakarta:Paramadina,1997), xxi 


































Model musyawarah yang diistilahkan oleh Pondok Pesantren Nazhatut 
Thullab sebenarnya sama dengan bahs Masail, bentuk kegiatannya 
membahas masalah-masalah sosial masa kini dan disesuaikan dengan 
kitab-kitab. Musyawarah juga menjadi kegiatan dalam Kajian Tafsir 
Al-qur’an, Kajian Kitab Kuning (kutub al-salaf) berbasis Akhlak, dan 
diskusi tentang demokrasi yang dilaksanakan setiap harinya di Pondok 
pesantren Nazhatut Thullab.  
3. Upacara haul 
Upacara Haul (selamatan ulang tahun wafat) sesepuh Pondok 
Pesantren Nazahatut Thullab yang diadakan setiap tanggal 24 Rajab 
hijriah. Upacara haul ini dipimpin oleh pengasuh pondok pesantren 
Nazhatut Thullab yang dihadiri ribuan santri, alumni, walisantri dan 
simpatisan dan juga dihadiri oleh pejabat daerah mulai tingkat Desa 
hingga kabupaten, dan juga pihak Keamanan. Mentradisikan Haul 
berarti memberikan contoh pada santri untuk menghormati dan 
menghargai jasa-jasa ulama. Kegiatan yang dilakukan dalam acara 
Haul meliputi: khatm al-Qur’an bi al-gaib, tahlilan14 dan manakiban. 
b. Profil DPD Partai Golkar Sampang 
DPD Partai Golkar Sampang merupakan Dewan Pimpinan Daerah Partai 
Golkar yang mempunyai Kantor beralamatkan Jl. Rajawali, Bledanah, Karang 
Dalem, Kec. Sampang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur 69214. Berdasarkan 
keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur Nomor: 
                                                             
14 Tahlilan yaitu selametan yang dilaksanakan oleh masyarakat NU. Mereka melestarikannya 
karena mengutamakan aspek sosial dari tahlilan karena tahlilan berfungsi sebagai media untuk 
silaturahmi, dalam Jurnal Kholirurrohman. (2010). Ritual Tahlilan Sebagai media Dakwah. Jurnal 
Dakwah dan Komunikasi. 4(1): 1-6, 4 


































KEP.14/DPD1/PG/1V/2017 tentang Revitalisasi Komposisi dan Personalia 
Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar kab. Sampang menetapkan susunan 
personalia kepengurusan DPD Partai Golkar Kabupaten Sampang masa bhakti 
2016-2021 sebagai berikut: 
Tabel 3.1 
Susunan Personalia Kepengurusan DPD Partai Golkar Kabupaten Sampang Masa 
Bhakti 2016-2021 
NO NAMA JABATAN 
1. Muhammad Bin Muafi Zaini  Ketua 
2. H. Abd. Karim Ketua Harian 
3. Suhur, S.Sos 
Wakil Ketua Bidang Organisasi, 
Kaderisasi & 
Keanggotaan 
4. Slamet Riyanto 
Wakil Ketua Bidang Pemenangan 
Pemilu 
5. 
M. Djaikun Wakil Ketua Bidang Pengabdian 
Masyarakat 
6. 
Moh. Sumbri, ST Wakil Ketua Bidang Pendidikan & 
Pelatihan 
7. Abdurrahman, M.PSDM 
Wakil Ketua Bidang Hukum & 
HAM 
8. H. Djauhari, BSc 
Wakil Ketua Bidang Tenaga Kerja, 
Koperasi 
& UMKM 
9. St. Fatimah 
Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan 
Perempuan 
10. KH. Munir Wakil Ketua Bidang Kerohanian 
11. Agus Marzuki 
Wakil Ketua Bidang Pemuda & 
Olahraga 
12. Abd. Hadi 
Wakil Ketua Bidang Tani & 
Nelayan 
13. Vicky Faisal, S.Kom 
Wakil Ketua Bidang Informasi & 
Komunikasi 



































Wakil Ketua Bidang Kerjasama 
Organisasi 
Kemasyarakatan 
15. Sahid Sekretaris 
16. Eddy Suryadana, ST Wakil Sekretaris 
17. Halimatuz Zahroh Wakil Sekretaris 
18. Musaroh, S.Keb Wakil Sekretaris 
19. Nur Aida Wakil Sekretaris 
20. Melia Ratna Sulaiha Wakil Sekretaris 
21. Sofiah Wakil Sekretaris 
22. Iis Jayana Wakil Sekretaris 
23. Moh Alwi Bendahara 
24. H. Soekarno Saleh, S.Ag Wakil Bendahara 
25. Sufiati, S.Pdi Wakil Bendahara 
 
Peran seorang ketua DPD suatu partai Politik sangat berpengaruh dalam 
proses perpolitikan, apalagi menjelang Pemilihan Umum seperti tahun 2019 ini. 
KH Muhammad Muafi selaku Ketua DPD Partai Golkar memiliki peran sentral 
dan tugas untuk memenangkan kontestasi politik di daerah Sampang. 
Keberhasilannya akan dibuktikan dari jumlah kursi yang akan didapatkan di 
Pemilihan legislatif tanggal 17 April 2019 ini. Namun kepercayaan masyarakat 
dan para calon anggota legislatif yang menjadi kader partai Golkar merasakan 
optimisme akan keberhasilan KH Muhammad Muafi dalam membawa Partai 
Golkar sebagai pemenang Pemilu 2019 di Sampang. Hal tersebut dibuktikan 
dengan adanya beberapa calon legislatif yang berasal dari partai lain dan 
berpindah menjadi calon legislatif dari partai Golkar, hal tersebut merupakan 


































bukti bahwa KH Muhammad Muafi dianggap mampu dan mempunyai rancangan 
starategis untuk memenangkan Pemilu 2019 di Sampang. 
KH Muhammad Muafi atau kiai mamak sebagai ketua DPD Golkar 
Kab Sampang merupakan icon yang menjadikan partai Golkar sebagai 
partai yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Malah, para calon 
legislatif dari partai Golkar yakin akan kemenangan Partai Golkar di 
Tahun Politik ini. Figur kiai Mamak yang seorang ulama dan sepak 
terjangnya dalam dunia politik selama empat tahun ini membuat 
masyarakat dan calon legislatif optimis akan kemenangan itu. Hingga 
membuat para caleg dari partai lain berpindah mendaftar menjadi 
caleg partai Golkar. Namun, kiai mamak mempunyai trik khusus dan 
tidak semua para pendaftar caleg tersebut diterima. Kiai mamak 
memprioritaskan caleg yang berasal dari pesantren, yakni seorang 
santri. Itulah yang membedakan kiai mamak dengan ketua partai yang 
lainnya. Kiai memak menginginkan para wakil rakyat yang 
mempunyai pengetahuan agama yang kuat yang berasal dari santri, hal 
tersebut tentunya sesuai dengan peranannya sebagai ulama yang selalu 
memikirkan kebaikan untuk ummat.15 
 
4. Awal Mula Masuk Dunia Politik 
KH Muhammad mendapatkan pengetahuan politik sudah sejak kecil yang 
merupakan Sosialisasi Primer yang dialaminya, berasal dari ayahandanya KH 
Ahmad Muafi. KH Ahmad Muafi memperkenalkan dunia politik secara tidak 
langsung kepada KH Muhammad kecil dan remaja. Maka menjadi hal yang 
lumrah bahwa KH Muhammad mengikuti jejak ayahandanya untuk juga terjun di 
dunia politik. Karena sosialisasi primer yang didapatkan oleh KH Muhammad 
sangat berpengaruh dan mempunyai kemiripan dengan sosialisasi sekunder16. 
Itulah mengapa KH Muhammad Muafi memilih Partai Golkar sebagai kendaraan 
politiknya. Partai Golkar dikenal sebagai Partai yang membawa nama Alm. KH 
                                                             
15 Sampang, Wawancara, 29 Januari 2019, 14:18 
16 Sosialisasi sekunder dialami individu pada usia dewasa dan memasuki dunia publik, dunia 
pekerjaan dalam lingkungan yang lebih luas. 


































Muafi Alif Zaini, Ayahandanya di dunia politik. Keputusan untuk masuk 
keanggotaan partai Golkar tetap mempunyai tujuan dakwah dibaliknya.  
Secara langsung maupun tidak langsung, saya sudah terbiasa, terlatih 
dan terdidik dari kecil dengan dunia politik. Dan juga Sangat 
sederhana sekali dalam memilih partai yang ingin digunakan sebagai 
kendaraan politik, dulu Babah ada di Partai Golkar. Dan sekarang saya 
juga harus melanjutkan estafet perpolitikan babah di Partai Golkar. 
Saya harus bisa melanjutkan dakwah babah di dunia politik dan 
memoles apa yang sudah menjadi kekurangan babah. Saya membawa 
nama besar babah dalam dunia politik maupun dalam dunia 
pendidikan. Amanah besar dan kecintaan saya pada babah membuat 
saya yakin akan keputusan ini, Saya ingin mimpi babah dalam 
membesarkan nama Nata, memajukan dan mempertahankannya dapat 
terealisasi dengan saya terjun di dunia politik. Itu Cuma poin 
tambahan. Ada tujuan besar lain dibaliknya, yaitu membuat sistem 
yang kuat.17 
Keputusan untuk membuat pilihan di jalur politik dimulai KH Muhammad 
Muafi di tahun 2008 dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur. Banyak stressing 
dari pasangan calon kepada KH Muhammad Muafi sebagai pemangku Pondok 
Pesantren, dan para pasangan calon itu mengetahui akan pengaruh kuat KH 
Muhammad Muafi di masyarakat Sampang. Kontribusi politik KH muhammad 
Muafi merupakan Kontribusi politik dalam bentuk upaya mewujudkan 
kemaslahatan umum (al-maslahah al-ammah). Seperti yang diungkapkan oleh 
Ahmad Syafii Maarif dalam buku “Islam dan Politik”, Politik dengan demikian, 
tidak dapat dipisahkan dari ajaran etika yang bersumber dari wahyu. Sehingga KH 
Muhammad menggunakan kekuasaan politik sebagai kendaraan untuk 
merealisasikan pesan-pesan wahyu yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadist. 
Tidak hanya Nazhatut Thullab yang mendapatkan stressing dari para 
kontestan politik itu, ancaman kekuasaan terhadap lembaga 
pendidikan akan selalu ada. Karena mereka menggunakan berbagai 
cara untuk mengumpulkan massa. Sejak saat itu, saya harus 
memutuskan untuk terlibat dalam politik, berkontribusi agar para 
                                                             
17 Sampang, Wawancara, 2 Januari 2019, 13:55 


































penguasa tidak dengan gampangnya mengatur saya. Saya sadar, 
idealis tidak selalu bisa digunakan dalam beberapa kasus. Yang dapat 
benar-benar menjalankan fiqh syar’I dna fiqh siyasah dalam posisi 
masing-masing hanyalah Rosulullah SAW. Namun kita tetap harus 
meminimalisir kesalahan yang beresiko dosa. Namun jika melihat 
tujuan lebih besar untuk maslahah ummat, semoga Allah mengampuni 
dosa itu, dan kita harus selalu mengakui akan dosa itu dan bertaubat. 
Satu maslahah tidak bisa dilakukan di atas panggung, perlu ada 
pemain belakang yang mengatur semua peran. Dalam kontestasi 
politik, kita harus menghindari ketersinggungan paslon. Agar posisi 
kita aman dan tidak diintervensi oleh mereka. dalam fiqh dikenal 
kaidah “al-hukm yaduru ‘ala ‘illatihi (hukum itu tergantung pada 
konteksnya atau ‘ilatnya)”. Suatu ijtihad baru tidak bisa membatalkan 
kebenaran ijtihad sebelumnya. Keduanya dianggap benar dalam 
konteksnya masing-masing. Jadi, suatu hukum atau pemahaman 
terhadap apapun sudah pasti harus mempertimbangkan konteks 
sejarah yang hidup didalam masyarakat.18 
Sebelum masuk menjadi kader Partai Golkar, KH Muhammad sudah 
memiliki kekuatan tradisional, kemampuan intelektual, hubungan sosial yang 
baik, dan terhormat disegani masyarakat. Apa yang diputuskan oleh seorang Kiai 
akan menjadi keputusan masyarakat (Society Decision) melalui transfer keluar 
oleh para santri, alumni, walisantri, dan simpatisan, sebagai wujud konkrit dari 
kontribusi pondok pesantren bagi masyarakat. Kiai atau guru akan memancarkan 
daya tarik dimanapun dia berada. Banyak santri yang akan berdatangan kepadanya 
dan pada saatnya nanti akan keluar dan menyebarkan pengaruh dari Kiai, 
sehingga pengaruhnya akan semakin keluar. 
Saya sebenarnya benci sekali pada politik, saya memilih untuk tidak 
memilih, jika dalam suatu pemilihan, awalnya saya tidak ingin memilih 
dan memihak pada salah satu paslon. Namun kenyataannya, stressing yang 
saya terima mengharuskan saya untuk memilih. Dan memaksa saya harus 
ikut berperan dan berkontribusi dalam dunia politik. Namun tetap 
tujuannya yaitu dakwah islam. dalam memilih pemimpin atau paslon yang 
saya dukung, saya harus melihat track recordnya, agar saya memutuskan 
hal yang benar. Karena walau bagaimanapun keputusan saya akan menjadi 
keputusan bersama para alumni, santri dan simpatisan. Tahun 2012 saya 
kembali memberikan dukungan penuh terhadap salah satu paslon, bahkan 
                                                             
18 Sampang, Wawancara, 2 Januari 2019, 14:18 


































saya mengantarkan alumni saya sendiri untuk maju di Pilkada Sampang, 
namun gagal di kala itu. Sehingga saya berfikir bahwa saya harus maju 
atas nama sendiri untuk dapat berkontribusi dalam dunia politik yang 
tujuannya tetap untuk kemaslahatan ummat. Dengan saya bisa masuk di 
jalur ini, saya bisa membuka peluang kepada para santri dan orang-orang 
yang mempunyai ideologi dan tujuan yang sama dengan saya agar dapat 
menjadi Rijalud dakwah, agen pembaharu yang dapat merubah Sampang 
menjadi Kabupaten yang maju dengan nilai-nilai keislaman yang tetap 
terjaga. Memberantas kebodohan dan keterbelakangan tentu menjadi 
prioritas.19 
Di tahun 2018 KH Muhammad Muafi merupakan calon kuat Bupati 
Sampang, namun gagal maju karena intrik politik perebutan Partai politik 
pendukung. Para pasangan calon mengantisipasi pencalonan KH Muhammad 
Muafi, karena dari survei20 dan melihat realita lapangan masyarakat Sampang 
peluang mereka minim jika harus bertanding dengan KH Muhammad Muafi. 
Tahun 2018 kemarin saya gagal maju untuk pencalonan bupati, namun 
tidak menjadi masalah dan semua pasti ada hikmahnya. Maka saya bisa 
lebih mempersiapkan dalam pemilihan tahun 2019. Saya tetap menerima 
tawaran politik dari para Pasangan Calon tersebut, untuk pasangan terpilih 
saya sudah berpesan untuk terus mendukung pembangunan Pondok 
Pesantren. Harus ada alokasi khusus sebesar 10% untuk pesantren dan 
saya juga berpesan jangan pernah ada diskotik dan gereja di Sampang. 
Walau bagaimanapun, pendirian suatu bangunan memerlukan ijin dari 
penguasa setempat. Hal-hal itu yang saya tekankan pada pasangan terpilih 
bupati sampang. Kenapa saya berpesan seperti itu? Karena kita sudah 
sama-sama tahu seperti apa latar belakang pasangan terpilih bupati 
tersebut. Kita tidak boleh berhenti berikhtiar untuk terus berjuang di jalur 
politik, agar penguasa-penguasa yang tidak memahami Islam dapat dengan 
gampangnya mengatur kita. Kita harus kuatkan hati kita, keimanan kita, 
ketakwaan kita, meskipun berada di jalur politik yang anggapan 
masyarakat kotor.21 
 
Bergabung dalam suatu Partai Politik dan Menjadi anggota Legislatif 
merupakan misi dakwahnya untuk kemaslahatan ummat. Itu merupakan bentuk 
peran politik yang hanya dijadikan sebagai kendaraan oleh KH Muhammad Muafi 
                                                             
19 Sampang, Wawancara, 2 Januari 2019, 14:30 
20 The Initiative Institute, Hasil Survei Kabupaten Sampang. 
21 Sampang, Wawancara, 2 Januari 2019, 14:05 


































demi Ummat. Maka dari itu ketika beliau menjadi Mubaligh22 menyampaikan 
ceramah agama maupun ketika mengadakan Kajian Kitab Kuning23, beliau tidak 
pernah memasukkan isu politik didalamnya. Jika beliau ingin membahas isu 
politik, maka beliau akan mengadakan forum khusus Bersama dengan orang-
orang yang memahami maksud dan tujuan beliau terjun di dunia politik.  
Kita berada dalam Negara yang mempunyai cara-cara berpolitik yang 
unik, terutama di Sampang, yang hampir selalu menjadi isu nasional ketika 
terjadi pemilihan atau pemungutan suara, untuk dapat duduk di kursi 
legislatif, kita harus mengikuti aturan MK dengan sistem  parlemenary 
treshold nya. Kita harus membantu rakyat untuk memilih yang benar. Kita 
bermusyawarah berdasarkan pertimbangan maslahat, apa yang lebih baik 
untuk masyarakat dan mafsadat, apa yang membahayakan untuk 
masyarakat. Apa yang menjadi mudhorot dan manfaat untuk masyarakat 
harus kita musyawarahkan. Karena segala aspek kehidupan yang meliputi 
kepentingan rakyat dalam suatu kelompok atau golongan tertentu harus 
ditetapkan dengan mekanisme musyawarah. Seperti yang ditekankan 
dalam alquran surat as-syuura ayat 38, “dan (bagi) orang-orang yang 
menerima (mematuhi) seruan tuhannya dan mendirikan sholat, sedang 
urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan 
mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada 
mereka. dari ayat itu menjelaskan bahwa metode musyawarah adalah salah 
satu bentuk riil untuk mencapai dan mendapatkan suatu kemaslahatan 
untuk bersama. Jika kita sudah berikhtiar langkah yang kita ambil untuk 
maslahah, selanjutnya kita dapat memasrahkannya pada penguasa mutlak 
tertinggi, Allah subhanahu wata’ala.24 
 
B. POLITIK DAKWAH KH MUHAMMAD BIN MUAFI  
1. Politik Dakwah Sebagai Ulama 
a. Peran keilmuan melalui Pondok Pesantren 
                                                             
22 Mubaligh adalah orang yang melakukan tabligh. Secara umum tabligh dan dakwah tidak ada 
bedanya. Keduanya berkaitan dengan menyampaikan seruan sesuai dengan ajaran islam. bedanya, 
dalam dakwah terdapat unsur usaha lebih jauh agar orang lain atau si pendengar menjadi “lebih 
islam” atau masuk menjadi islam. sedangkan dalam tabligh, seruan selesai begitu saja, mau 
diterima atau dilupakan begitu saja, semuanya terserah si pendengar. Penyampai dakwah biasanya 
disebut da’I, sedangkan penyampai tabligh disebut mubaligh. Sebutan ini berlaku bagi Kiai 
ataupun yang belum Kiai. Lihat Mohammad Iskandar, Para Pengemban Amanah:Pergulatan 
Pemikiran Kiai dan Ulama di Jawa Barat,1900-1950, (Yogyakarta:Matabangsa,2001), 21. 
23 Kitab Kuning juga sering disebut kitab gundul karena ditulis dalam aksara Arab tanpa tanda-
tanda Vokal. 
24 Sampang, Wawancara,  2 Januari 2019, 14:15 


































Politik dakwah KH Muhammad Muafi melalui peran kelimuan sebagai 
Ulama- pesantren sebagai media dakwah dengan membentuk santri yang unggul 
di berbagai bidang, dapat membentuk karakter santri Mandiri dan mereproduksi 
calon-calon ulama dan pemimpin umat. Kuatnya prinsip kewajiban dan 
keikhlasan untuk mengajarkan ilmu yang dimiliki kepada orang lain sehingga 
dapat berperan serta dalam mempersiapkan generasi penerus umat yang beriman 
dan berakhlak mulia.  
Pengabdian dalam pendidikan, penanaman tradisi nilai keislaman kepada 
santri merupakan prioritas utama. Cinta dan semangat babah (Alm 
Ayahanda) terus bergulir untuk memperjuangkan yayasan ini tetap 
bertahan dan terus mencetak generasi yang bermanfaat dan berakhlakul 
karimah. Karena Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, siapakah 
manusia yang paling dekat kepadamu nantinya di hari kiamat,  dan Nabi 
menjawab yaitu mereka yang paling baik akhlaknya. Kebaikan akhlak itu 
menjadi tuntutan dan keharusan setiap orang. Walaupun mengingat 
tantangan jaman sekarang dapat directed change mempengaruhi norma, 
melemahkan yang menjadi tradisi dari pondok pesantren, maka perlu 
diupayakan penanaman tradisi nilai agama mengakar di jiwa para santri. 
Pesantren sebagai lembaga pendidikan agama islam, sudah tentu 
membawa misi nilai-nilai ajaran Islam, dan misi pembangunan, yaitu 
pembangunan yang berakar dalam masyarakat. Dengan begitu pesantren 
adalah sebuah contoh  nyata dari pembangunan nilai dari cita-cita 
keagamaan, sehingga pantaslah jika Pesantren dapat disebut sebagai agen 
pembangunan masyarakat dan menjadi pilar sosial yang berbasis nilai 
keagamaan. Husnul adab25 yang dimiliki oleh santri terhadap segala 
makhluk, menjadi landasan penting dalam proses menghadapi realitas 
sosial santri.26 
 
Dalam konteks keilmuan dan tradisi, Pondok Pesantren tradisional 
menjadi signifikan sebagai lembaga pendidikan Islam yang mentransfer ilmu-ilmu 
keislaman pada santri,27 dan menjaga serta melestarikan tradisi-tradisi keislaman. 
                                                             
25 Baik budi atau baik tata krama 
26 Sampang, Wawancara, 2 Januari 2019, 14:50 
27 Al-ghazali menyebutkan dalam system klasifikasi ilmu, bahwa ilmu itu ada ilmu religious 
(Syari’ah) dan intelektual (‘aqliyah). Ilmu syari’ah meliputi al-Tauhid, al-Lugah, al-Tafsir, al-
Hadis, al-Fiqh, Usul al-Fiqh, dan al-Akhlaq. Ilmu intelektual (‘aqliyah) meliputi Matematika , 
Arithmatika, Geometri, Astronomi, Logika, Musik, Fisika, Kimia, Kedokteran, Meteorologi, dan 


































Kredibilitas Lembaga Pendidikan islam ini sangat ditentukan oleh kredibilitas 
Kiai sebagai figur sentral yang memiliki kelebihan keilmuan, dan secara normatif 
sebagai penegak akidah, syariat dan moral, yang memiliki kekuatan, otoritas dan 
kecakapan yang dianggap melebihi kemampuan santri dan umat.28 
Sistem pendidikan yang ada di pesantren didasari, digerakkan dan 
diarahkan oleh nilai-nilai kehidupan yang bersumber pada ajaran dasar 
Islam. ajaran islam ini menyatu dengan struktur kontekstual atau realitas 
sosial yang digumuli dalam hidup keseharian. Hal inilah yang mendasari 
konsep pembangunan dan peran kelembagaan pesantren, dengan 
membentuk kemandirian, mentalitas, kelestarian, dan etika. Pesantren 
seperti sebuah “ruang bebas pendidikan” yang mempunyai karakter nilai, 
yaitu nilai keagamaan. Sedangkan batasan norma yang dimiliki yaitu 
norma masyarakat. Yang diperlukan oleh kalangan pesantren sekarang 
adalah bagaimana pesantren bisa membuka diri terhadap dunia luar 
sekaligus secara terbatas mampu menerima berbagai kemajuan 
masyarakat, dan dapat berkembang sesuai dengan dinamika zamannya.29  
Para alumni pondok pesantren Nazhatut Thullab tersebar ke berbagai 
daerah, mereka menjadi output pondok pesantren yang meneruskan pewarisan 
ilmu, pemelihara dan pengembangan ilmu agama. Legitimasi kepemimpinan Kiai 
banyak didasarkan atas karisma. Namun KH Muhammad dapat menunjukkan 
hubungan yang akrab antara santri dengan Kiai serta taat hormatnya para santri 
kepada Kiai, yang merupakan figur kharismatik panutan kebaikan. Karisma 
adalah kualitas tertentu dari kepribadian individu yang membuatnya berbeda 
dengan orang-orang umumnya, yang diperlakukan sebagai orang terberkahi 
dengan kekuatan atau kualitas yang khas baginya.30 
                                                                                                                                                                      
Ilmu Gaib. Lihat: Osman Bakar, Classification of knowledge in Islam. Terj. Purwanto, Hirarki 
Ilmu:Membangun rangka pikir Islamisasi Ilmu, (Bandung:Mizan,1997), 231 
28 Muhtarom H.M, Reproduksi Ulama di Era Globalisasi, Resistensi Traditional Islam, 
(Yojyakarta:Pustaka Pelajar, 2005), 7 
29 Sampang, Wawancara, 2 Januari 2019, 13:40 
30 Meredith B. Mc. Guire, Religion:The sosial context (California:Wadsworth Publishing 
Company,1981) 194 


































Pesantren sebagai lembaga keagamaan islam, tidak hanya memiliki 
jaringan yang sangat luas. Tapi juga memiliki cakupan kegiatan yang cukup lebar, 
dari pendidikan, pengembangan ekonomi, pembangunan sosial hingga politik. 
Karena jaringan dan cakupan yang luas tersebut dan kepemimpinan yang khas 
dari seorang Kiai, maka pesantren juga memiliki pengaruh yang sangat luas di 
masyarakat. Apa yang dilakukan pesantren dan pemimpinnya hampir selalu 
memiliki gema yang sangat luas di masyarakat.  
 
b. Membentuk Karakter Santri Mandiri dan ber Akhlakul Karimah 
Kehidupan Pondok Pesantren yang bersifat Kolektif, mempunyai tradisi 
ukhuwah (persaudaraan), talab al-‘ilm (menuntut ilmu), ikhlas, jihad (berjuang), 
taat (patuh kepada Tuhan, Rasul, Ulama atau Kiai sebagai pewaris Nabi, dan 
kepada mereka yang diakui sebagai pimpinan.31 Saat menghadapi arus globalisasi 
yang berjalan pararel dengan proses industrialisasi dan modernisasi, pondok 
pesantren khususnya masyarakat dihadapkan pada masalah nilai dan tradisi 
keagamaan. Proses konstruksi sosial yang dilakukan oleh KH Muhammad Muafi 
melalui peran Ulamanya adalah dengan membangun kedekatan Personal 
Approach dengan para santri dan alumni dengan melakukan berbagai aktivitas 
keagamaan, seperti pengajian Tafsir, Kitab kuning, bahs al-masa’il, al-khitabah.  
Saya berusaha memahami problema dan tantangan kejiwaan santri yang 
selalu berubah-ubah, program pondok pesantren Mengintensifkan budaya 
teknokratik dan demokratik dengan kegiatan yang dikemas dalam bahs al-
masa’il, pengembangan berpikir kritis dan demokratis para santri tergarap 
dalam forum ini. Fakta-fakta sosial dan dinamika masyarakat dibahas 
melalui forum ini sebagai wujud kepedulian terhadap perubahan zaman. 
Dengan menyelaraskan ajaran normatif dengan kenyataan. Santri juga 
                                                             
31 Dawam Rahardjo, Dunia Pesantren dalam Peta Pembaharuan, dalam Dawam Rahardjo (ed). 
Pesantren dan Pembaharuan (Jakarta:LP3ES,1985), 9 


































dikondisikan untuk selalu membaca media massa, seperti surat kabar agar 
menambah wawasan, pengetahuan dan memperluas cakrawala pikir santri 
dalam memasuki era global yang syarat dengan kemajuan dan perubahan. 
Hingga akhirnya santri dapat menghadapi tantangan jaman dengan penuh 
kemadirian.32 
Sebagai ulama, Kiai berfungsi sebagai pewaris para Nabi, bsik dalam 
bersikap, berbuat, dan contoh-contoh teladan baik (al-uswah al-hasanah) mereka. 
Didalam pesantren otoritas Kiai bersifat mutlak. Dalam tradisi kita, Kiai bertindak 
sebagai figur sentral ditengah masyarakat, segala ucapan, perbuatan, dan tungkah 
lakunya dijadikan panutan oleh ummat. Tunduk pada kemauan Kiai merupakan 
aturan utama dari budaya pesantren. Hal ini diperkuat dengan kepercayaan bahwa 
sang Kiai, sebagai orang suci, dapat memberikan berkah bagi pengikutnya.33 
Sehingga dalam komunitas pesantren, semua perbuatan yang dilakukan oleh 
setiap santri sangat tergantung pada restu Kiai. Baik ustad, alumni maupun santri 
selalu berusaha jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan 
Kiai. Nilai Akhlakul Karimah yang tercermin di lingkungan Pondok Pesantren 
seperti  kebiasaan merendahkan diri bila berhadapan dengan orang lain yang lebih 
tua, dan penghargaan yang tinggi terhadap kemampuan berdiri sendiri.34 Suatu 
kebiasaan santri jika bertemu dengan seorang Kiai, mencium tangan Kiai 
menunjukkan perbedaan derajat diantara keduanya sekaligus mengharapkan 
berkahnya. Mematuhi kehendak Kiai adalah suatu cara mendapatkan pahala yang 
dapat menyelamatkannya di akhirat kelak. 
Santri didalam pondok diajarkan etika dan akhlaq, Etika yang berarti 
watak atau adat hanya mencakup hubungan baik secara lahiriah, namun akhlaq 
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33Greg Fealy, Ijtihad Politik Ulama:Sejarah Nahdlatul Ulama 1952-1967, (Yogyakarta:LKis, 
2003), 24  
34 Abdurrahman Wahid, Pesantren sebagai sub kultur, dalam M. Dawan Rahardjo, (ed). Pesantren 
dan Pembaharuan, (Jakarta:LP3ES,1985), 51 


































disamping bersifat hubungan baik secara lahiriah juga berkaitan dengan sikap 
batin dan pikiran manusia. Akhlaq mencakup: 
1. Hubungan antara manusia dengan Tuhannya 
2. Hubungan antara sesama manusia, dan 
3. Hubungan manusia dengan alam dan lingkungannya. 
Didalam ajaran islam, dasar tata cara bertindak ini dikenal dengan istilah 
akhlaq. Namun pengertian akhlaq sebenarnya memiliki cakupan makna 
dan tafsiran yang lebih luas dari sekedar makna etika. Dimana akhlaq 
merupakan sebuah tatacara yang mengatur tentang bagaimana seseorang 
atau sekelompok masyarakat berperilaku dalam kehidupan sehari-harinya 
dalam suatu masyarakat bangsa dan kenegaraannya. Setiap individu bebas 
menentukan apa yang hendak dilakukannya, namun ia terikat pada 
tanggung jawabnya terhadap Tuhan, masyarakat dan alam lingkungannya 
tanpa harus kehilangan eksistensi dirinya.35 
c. Kaderisasi Santri menjadi Ulama-Umara 
Kiai sebagai pemimpin institusi pendidikan tradisional, mempunyai 
otoritas menyiapkan kader-kader ulama melalui transfer tradisi keilmuan Islam. 
betapapun besarnya perubahan yang terjadi dalam sistem kependidikan pondok 
pesantren tradisional, proses transfer tradisi ilmu Islam terus dijalankan dalam 
memenuhi idaman utama menyiapkan kader ulama atau Kiai. Setelah santri lulus 
dari Pondok pesantren tidak serta merta mereka diperbolehkan pulang kerumah 
masing-masing. Pondok pesantren mempunyai kebijakan santri tersebut harus 
mengabdi kepada masyarakat dengan dikirimkannya mereka ke pelosok-pelosok 
desa yang membutuhkan SDM santri sebagai tenaga pengajar ataupun tenaga 
sosial kemasyarakatan. 
Melalui pesantren sebagai media pencetak Ulama maupun Umara dapat 
menumbuhkan potensi santri menjadi Ulama-Kiai, sedang lahirnya potensi 
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ini menjadi kenyataan, menjadi tanggung jawab santri sendiri. Saya 
berharap ilmu yang didapatkan membuat diri santri mempunyai reputasi 
ilmu agama dan mempunyai misi sebagai orang alim untuk melaksanakan 
amar makruf nahi mungkar serta menjadi narasumber bagi pemecahan 
masalah sosial dan agama. Sebagai seorang Kiai yang mempunyai 
tanggung jawab moral untuk mentransmisikan nilai-nilai islam kepada 
santri dan siapapun yang ada di lingkungan saya. Hal itu merupakan 
sebuah konsekuensi dakwah terhadap masyarakat yang belum mengetahui 
hakikat ajaran islam, dengan menanamkan tauhid dan nilai-nilai moral 
terhadap generasi muda penerus bangsa. Selain mentransimisikan nilai 
islam, perlu adanya pemeliharaan atau maintenance tradisi islam, serta 
juga pembinaan calon-calon ulama yang berjalan dibawah dukungan dan 
dorongan simbol dari saya sebagai pemangku kebijakan pondok pesantren. 
Dengan tetap melaksanakan pembelajaran dan pengkajian kitab kuning 
misalnya, hal itu adalah sebagai bentuk Upaya melestarikan tradisi 
keilmuan Islam. Upaya pondok pesantren untuk menyiapkan kader-kader 
ulama dengan meningkatkan kualitas keimanan, keislaman dan akhlak 
santri dengan proses pendidikan dan pengajaran. Pesantren merupakan 
lembaga “revolving vote” yang artinya lulusan pesantren mempunyai 
dorongan untuk mendirikan pesantren di daerahnya sendiri. Pesantren 
adalah sebuah jaringan besa “the big network” yang “sustainable” yakni 
terus berkelanjutan dari generasi ke generasi.36 
 
Dengan dimotori oleh karismatik seorang Kiai dan mengikuti alur 
perspektif tauhidiyah, yang dimaksud dengan kader ulama ialah seorang yang 
diharapkan menjadi ulama yang takut kepada Allah dan mengetahui kebesaran 
serta kekuasaan Allah, seperti dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 28. KH 
Muhammad memimpin cita-cita tersebut dan mengupayakan kader-kader ulama 
yang kritis dan berkemampuan menatap arus global. Dengan penanaman ideologi 
tradisional pondok pesantren dapat membendung dan mengantisipasi perubahan di 
era globalisasi dengan menerima kebudayaan universal selama tidak merusak 
tatanan akidah dan syari’at. Pesantren menjadi benteng perlawanan dari sebuah 
keyakinan masyarakat yang prinsipil yaitu agama.  
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KH Muhammad terus mendorong para alumni agar dapat memimpin di 
daerahnya masing-masing, Selain menjadi seorang Ulama-Kiai dengan 
mempunyai lembaga pendidikan masing-masing, KH Muhammad mendorong 
Alumni dan santri agar menjadi Umara. Dengan memberikan dukungan dan 
pendidikan tentang kepemimpinan dalam pondok pesantren melalui kegiatan-
kegiatan yang dapat membentuk karakter kepemimpinan.  
Saya membentuk santri yang mampu membaca realitas sosial yang ada. 
Problem keilmuan yang menjadi kesenjangan, dan differensiasi 
(pembedaan) antara keilmuan pesantren dengan dunia modern, sehingga 
terkadang lulusan pesantren kalah bersaing atau tidak siap berkompetisi 
dengan lulusan umum dalam urusan profesionalisme di dunia kerja, tidak 
terjadi pada lulusan/alumni Nazhatut Thullab. Maka dengan jiwa 
kepemimpinan yang diasah melalui kegiatan-kegiatan yang ada di pondok 
pesantren, diharapkan membuat alumni menjadi pemimpin yang mampu 
memegang prinsip nilai-nilai lokal, dan cakap berinteraksi menghadapi 
nilai-nilai global.37  
2. Politik Dakwah Sebagai Umara  
a. Menciptakan lapangan pekerjaan 
Konsep-konsep sosial dan politik yang semula merupakan terjemahan 
langsung dari kaidah nilai dan konsep keagamaan mulai bergeser ke arah konsep 
sosial dan politik yang didasarkan pada kepentingan sosial-ekonomi yang bersifat 
praktis dan pragmatis. Tidak dapat dipungkiri kekuatan materi dalam dakwah 
sangatlah menjadi poin penting. Keterlibatan para Kiai dan Ulama secara historis 
dalam urusan sosial-ekonomi masyarakat, terutama dalam proses Islamisasi telah 
menjadikan mereka pihak yang paling berpengaruh dan merupakan pola 
kehidupan para santri. Peningkatan sumber daya ekonomi bagi masyarakat 
Sampang secara umum diperjuangkan oleh KH Muhammad Muafi melalui 
perannya sebagai Umara di pemerintahan. Banyak bantuan-bantuan 
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kemasyarakatan yang diterima dan sudah tersebar di penjuru Sampang berkat 
peranan KH Muhammad Muafi, Misal bantuan pembangunan Musholla untuk 
TPA, Proyek Pertanian budidaya singkong untuk mengurangi pengangguran.  
Alumni-alumni Pondok Nazhatut Thullab yang menjadi Kiai di desanya 
banyak yang mengeluhkan tidak mempunyai bangunan Musholla untuk 
menampung anak-anak mengaji, maka saya mengupayakan proyek untuk 
bantuan tersebut. Dan Alhamdulillah, bantuan tersebut tersebar dan dapat 
dinikmati oleh masyarakat luas yang meskipun bukan alumni. Fokus saya 
terhadap keluhan-keluhan masyarakat. Bagaimana membaca kebutuhan 
dari masyarakat. Alumni-alumni yang masih belum mempunyai pekerjaan, 
dapat diberdayakan dengan memberikan bantuan proyek pertanian. 
Asalkan mereka fokus dan mau bertanggung jawab. Sebagai wakil rakyat 
yang bisa memperjuangkan kebutuhan, kesejahteraan, dan kemakmuran 
harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Pembangunan untuk 
masyarakat seperti Bansos, perbaikan jalan, koperasi, UMKM, dan lain 
sebagainya merupakan dampak perhatian secara langsung oleh pemerintah, 
agar masyarakat merasakan jaminan pembangunan yang dapat dinikmati 
dalam jangka panjang. 38 
b. Menjaga kondusifitas masyarakat Sampang 
Fenomena yang terjadi dimana kelompok umat islam Indonesia-mungkin 
karena pengaruh cita-cita politik Barat sekular- berpandangan bahwa kegiatan 
politik adalah semata-mata kegiatan duniawi, sedangkan agama merupakan 
persoalan pribadi yang tidak perlu dikaitkan dengan masalah politik.39 
Konsekuensi yang tidak bisa dielakkan adalah pertemuan dan kemungkinan 
konflik nilai-nilai sosial budaya yang bertentangan antara pendapat masyarakat 
tentang terjunnya KH Muhammad Muafi kedalam dunia politik. Mereka banyak 
berfikir bahwa derajat Kiai akan tercoreng jika terjun di dunia politik yang kotor. 
Maka KH Muhammad mempunyai cara sendiri dalam menyikapi penolakan 
masyarakat yang seperti itu. 
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39 Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin 
(1959-1965), (Jakarta:Gema Insani Press,1996), 11.  


































Saya tidak mencampuradukkan peran sebagai seorang tokoh Ulama dan 
sebagai Umara jika didepan mad’u awam akan dunia politik, agar tidak 
timbul kesalahpahaman penafsiran. Karena dunia politik itu sensitif. Dan 
lagipula saya tidak ingin melibatkan peran saya di politik dengan status 
saya sebagai pemangku Pondok Pesantren, saya Tidak pernah 
memaksakan pilihan politik secara gamblang agar tetap menjaga 
kondusifitas dan kesolidan walisantri dan para alumni. Karena alumni, 
simpatisan dan walisantri Ponpes Nazhatut thullab jumlahnya sangat besar. 
Ketika saya banyak diundang menjadi penceramah di suatu acara 
pernikahan atau apapun, saya hanya membahas hal yang diluar politik, 
saya tetap membahas kondisi sosial masyarakat saat ini dan 
memandangnya melalui nilai-ajaran islam yang seharusnya. Ketokohan 
Kiai mempunyai pengaruh untuk mendongkrak harga diri pesantren di 
masyarakat, sehingga saya selalu menjaga agar stigma negatif tentang 
politik tidak dicampur adukkan kepada nama besar pesantren yang sudah 
babah bangun dengan penuh perjuangan.40 
 
c. Meningkatkan Religiusitas Anggota DPD dan Tokoh Blatir 
 KH Muhammad bertindak sebagai intelectual father sehingga sering 
timbul kewajiban moral untuk menentukan sistem budaya yang sesuai dengan 
karakteristik pondok pesantren yang dipimpinnya dan masyarakat Sampang secara 
umum. Politik dakwah berbasis sosial kemasyarakatan yang dijalankan oleh KH 
Muhammad Muafi yaitu dengan duduk bersama dan membaca apa yang 
dibutuhkan oleh masyarakat sebenarnya merupakan suatu bentuk dakwah bil-
hikmah. 
Melihat kondisi masyarakat sekarang dan sampang khususnya, mereka 
sudah tidak takut lagi akan dosa dan neraka, yang ditakutkan mereka 
sekarang adalah hukuman, penjara, dan nama baik mereka tercoreng. 
Ulama di Madura tidak sama dengan di Jawa, memisahkan antara hitam 
dan putih tidak serta merta dapat diterima di Madura. Kita harus 
membaca peluang jangka panjang. Ulama di era milenial tidak hanya 
dakwah bil lisan namun yang bisa masuk dan bergaul dengan semua 
golongan dari rakyat jelata, blatir, pengusaha dan elite politik. hingga 
membentuk suatu keharmonisan masyarakat sampang. membentuk 
semua golongan. Tokoh Bajingan yang awalnya sering membunuh orang, 
minum-minuman keras, perlu kita dekati dengan halus untuk 
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perubahannya. Kita tidak bisa menyalahkan keadaan mereka yang 
menyimpang dari agama, perlu pemahaman yang lebih luas dan kita 
terima keluhan mereka. kemudian saya menggiring dan menyarankan 
untuk anak-anak mereka dipondokkan agar setidaknya dapat 
meminimalisir kemungkinan sikap dan sifat orang tua mereka diturunkan 
pada anak mereka. Sikap toleransi dan mendekati mereka secara halus 
merupakan langkah yang solutif daripada menyatakan mereka bersalah. 
Karena kaidah fikh yang mempunyai aspek horisontal dalam 
implementasinya memerlukan hubungan antara seorang pemimpin 
dengan rakyat yang dipimpin, ada suatu kaidah yang berbunyi tasarruf 
al-imam ‘ala al-ra’iyyah manutun bi al-maslahah, yang artinya retorik 
harfiyyah atau kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya 
bergantung pada maslahat.41 
Ketika beliau berada ditengah partai Nasionalis, beliau dapat 
menginternalisasikan nilai dakwah islam didalamnya. Sebagai Ulama Beliau juga 
dapat duduk bersama dengan para Tokoh blatir, tokoh bajingan di madura dalam 
menjalankan misi dakwahnya. Dalam dinamika sosial dewasa ini, kiai tidak lagi 
dimaknai sebagai orang yang berkecimpung di bidang keagamaan saja, namun 
tugas kiai bertambah menjadi melakukan Kontrol terhadap masyarakat, menata 
kehidupan sosial, dan agen perubahan. Peran kiai mulai bergeser dan meluas 
ketika mereka merambah ke wilayah politik dengan ikut berperan dalam kegiatan 
politik praktis.42 
Saya ingin membawa system ini menjadi lebih islami. Memang 
masyarakat Sampang dan Anggota DPD Partai Golkar agamanya Islam, 
tapi apakah mereka membawa nilai islam di setiap kegiatan dan 
kebijakannya, tentu tidak. Maka peran saya disitu adalah agar 
membumikan, menlivingkan nilai-nilai islam merasuk pada jiwa mereka. 
menyadari bahwa tugas manusia semata-mata untuk bertakwa kepada 
Allah, melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. bergabungnya 
saya dengan partai politik semata-mata karena saya menyadari bahwa 
betapa kekuasaan hanyalah instrumen perjuangan, orientasi utamanya 
tetap adalah perjuangan ummat melalui partai politik yang diarahkan 
pada pemberdayaan ummat. Partai politik sebagai infrastruktur yang 
                                                             
41 Sampang, Wawancara, 2 Januari 2019, 14:20 
42 Greg Fealy, Ijtihad Politik Ulama:Sejarah Nahdlatul Ulama 1952-1967, (Yogyakarta:LKis, 
2003),69 


































gerakan-gerakannya tidak lain adalah gerakan kultural dalam rangka 
menuju kemandirian dan kemartabatan.43 
 
d. Memilih Calon Legislatif Berlatar Belakang Santri 
Politik dakwah KH Muhammad Bin Muafi sebagai Umara, dimana 
beliau menduduki jabatan sebagai ketua DPD suatu partai, Yakni Partai Golongan 
Karya (Golkar) mampu menentukan kebijakan yang didalamnya terdapat unsur 
dakwah, seperti mengupayakan keterwakilan Anggota Legislatif yang berasal dari 
santri. Seorang santri yang dianggap mengerti akan hukum islam dapat menjadi 
kekuatan bagi ummat islam di Indonesia. Jika hukum islam ingin diterapkan di 
suatu negara, maka harus ada dukungan dari Politik dari kalangan Islam yakni 
santri di jajaran pemerintahan.  
Semakin banyak perwakilan elit politik dari kaum islam yang dapat 
memperjuangkan hukum islam maka kebijakan dan kesejahteraan kaum 
islam akan lebih terjamin. Seluruh hukum islam itu harus mengandung 
keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah. Untuk itu guna 
mengoptimalkan peran Islam dan Negara, maka sudah seharusnya bagi 
kalangan Muslim khususnya santri untuk ikut berpartisipasi dalam 
membangun negara dengan keterlibatan aktif didalamnya yang dimulai 
dengan terjun dalam dunia politik praktis, sehingga membuat aspirasi yang 
diungkapkan merupakan suara hati rakyat muslim yang sudah terwakili oleh 
santri. Saya memilih sebagian besar calon legislatif yang akan diusung 
partai berasal dari golongan santri untuk memastikan bahwa perwakilan 
rakyat adalah orang yang benar-benar mengetahui tentang hukum agama, 
yakni santri.44 
                                                             
43 Sampang, Wawancara, 2 Januari 2019, 13:30 
44 Sampang, Wawancara, 2 Januari 2019, 13:14 
































KONSTRUKSI SOSIAL POLITIK DAKWAH KH MUHAMMAD BIN 
MUAFI 
A. Memahami Konstruksi Sosial Politik Dakwah KH Muhammad Bin 
Muafi 
Manusia yang hidup di lingkungan sosialnya melakukan interaksi secara 
simultan yang meliputi proses tiga proses dialektis yaitu Eksternalisasi, 
Objektivasi dan Internalisasi. KH Muhammad Muafi yang merupakan Individu 
yang memiliki dimensi kenyataan sosial ganda yang berbentuk subjektif dan 
objektif, berproses melalui tiga momen tersebut. Sehingga dapat dipahami bahwa 
realitas sosial merupakan hasil dari konstruksi sosial karena diciptakan oleh 
manusia itu sendiri.  
Melalui pembacaan teori Konstruksi social Berger ini akan diperoleh 
deskripsi, pemahaman dan pandangan masyarakat tentang Politik Dakwah KH 
Muhammad Muafi. Dimana dalam tahap eksternalisasi dan objektivasi merupakan 
pembentukan masyarakat yang disebut sebagai sosialisasi primer, yaitu momen 
dimana KH Muhammad Muafi berusaha mendapatkan dan membangun 
tempatnya dalam masyarakat. Dalam kedua tahap ini masyarakat dipandang 
sebagai realitas objektif. Dan dalam tahap internalisasi merupakan momen 
identifikasi diri dalam dunia sosio-kultural. Ketiga momen itu mengandung 
fenomena-fenomena social yang saling bersintesa dan memunculkan suatu 

































konstruksi social atau realitas social, yang dilihat dari asal mulanya merupakan 
hasil kreasi dan interaksi subjektif. 
Proses ketiga momen dialektika kosntruksi sosial Politik dakwah KH 
Muhammad Muafi dalam penelitian kali ini dapat dipahami sebagai berikut: 
1. Momen Eksternalisasi, Objektivasi dan Internalisasi Politik Dakwah 
KH Muhammad Muafi melalui peran Ulama 
Dalam menjalankan perannya KH Muhammad Muafi 
menggunakan perspektif structural sehingga dapat merubah peran 
bergantung dari kondisinya. Dengan perspektif struktural perilaku sosial 
KH Muhammad Muafi berimplikasi terhadap peranannya. Beliau 
mempunyai harapan-harapan tertentu terhadap santri, alumni dan 
masyarakat yang mempengaruhi interaksi beliau dengan dunia sosio 
kulturalnya.  
Melalui peran ulama seorang KH Muhammad Muafi menggunakan 
statusnya sebagai pemangku Pondok Pesantren Nazhatut Thullab untuk 
mengabdi dibidang pendidikan, dengan memanfaatkan keilmuan yang 
dimilikinya beliau mengkonstruksi santri, alumni, kolega di DPD Golkar 
Sampang dan masyarakat luas. Penjelasan-penjelasan tentang bagaimana 
Politik dakwah KH Muhammad Muafi dalam melakukan perannya sebagai 
Ulama di tengah-tengah masyarakat, santri dan para alumni merupakan 
bentuk realitas sosial. 
Momen Eksternalisasi Proses Eksternalisasi merupakan momen 
awal proses dialektika manusia dengan lingkungannya. Karena dalam 

































momen ini manusia melakukan adapatasi diri dan bebas menilai dan 
menafsirkan bentuk sosiokulturalnya. Dalam konteks ini maka akan 
berbeda antara eksternalisasi satu orang dengan yang lainnya, karena hal 
tersebut merupakan realitas subjektif dari diri manusia itu sendiri. 
Penyesuaian diri yang dilakukan oleh KH Muhammad Muafi di masa awal 
kepemimpinannya sebagai pemangku Pondok Pesantren Nazhatut Thullab 
merupakan hal yang berat. Namun tekad kuat dan kecintaannya kepada 
Ayahanda membuatnya terus bersemangat untuk mengemban amanah 
tersebut. Beliau banyak didukung oleh sang Ibunda Nyai Hj Nur Jihan 
Syakir yang menguatkan dan memberikan energi positif untuk pantang 
menyerah dalam melakukan setiap kegiatan dan kebijakan untuk Pondok, 
santri maupun masyarakat sekitar. 
Dalam hal ini KH Muhammad Muafi menyadari akan peran 
gandanya yang perlu mendapatkan tempat dan perlakuan khusus 
disesuaikan dengan keadaan. KH Muhammad Muafi melakukan adaptasi 
diri terhadap peran Ulamanya sejak mendapatkan sosialisasi primer 
melalui lingkungan keluarganya. Sebagai Anak Laki-laki satu-satunya 
beliau menyadari bahwa tanggung jawab memangku dan mengasuh 
Pondok Pesantren yang telah berdiri berabad-abad akan diembannya suatu 
saat. Dan tibalah ketika KH Muhammad Muafi harus menerima kenyataan 
bahwa Ayahanda Alm. KH Muafi Alif Zaini tutup usia sehingga 
mengharuskannya meneruskan perjuangan dan tanggung jawab sang Ayah 
di Usia 21 tahun yang dijalani beliau merupakan proses awal dalam 

































konstruksi sosial. Beliau melakukan adaptasi diri dengan dunia sosio 
kulturalnya yang menempatkan dirinya sebagai seorang Ulama. Pada masa 
ini ada beberapa orang yang mampu beradaptasi dan ada juga yang tidak 
mampu beradaptasi dengan penolakan dan penghindaran. Pengetahuan 
individu KH Muhammad Muafi merupakan Realitas subjektif dimana 
beliau melakukan interaksi sosial dengan individu lain dalam struktur 
sosialnya. Secara kolektif, individu mampu membentuk konstruksi realitas 
objektiv yang kompleks melalui tindakan dan tingkah laku yang sudah 
terpola dan dipahami secara bersama.  
Momen penyesuaian diri yang dilakukan oleh beliau sebagai 
Ulama dapat dikonseptualkan sebagai berikut: 
Pertama, ketika beliau ditakdirkan menjadi satu-satunya anak laki-
laki dari tujuh bersaudara dari Pasangan KH Muaf Alif Zaini dan Nyai Nur 
Jihan Syakir. Sehingga menjadikan beliau sebagai putera mahkota sejak 
kecil. KH Muhammad Muafi terdidik secara alamiah oleh lingkungan 
bahwa suatu saat akan meneruskan kepemimpinan Yayasan Pondok 
Pesantren Nazhatut Thullab. 
Kedua, pada masa awal beliau meneruskan kepemimpinan Pondok 
pesantren ketika berumur 21 tahun dan harus berhenti dalam menempuh 
pendidikan tinggi di Timur Tengah Yaman. Pada masa itu Merupakan 
masa-masa yang krusial dan banyak membutuhkan dukungan dari 
keluarga dan para alumni sepuh. Beliau menyadari bahwa posisi yang 
beliau jalani pasti akan terjadi dan beliau harus siap kapanpun dibutuhkan. 

































Dengan sering melakukan diskusi tatap muka bersama keluarga 
besar, Kiai-kiai sekitar Pondok Pesantren dan alumni-alumni sepuh dapat 
menambah pemahaman beliau akan harapan dan peranan yang diinginkan 
masyarakat untuk dijalankannya kedepannya. Penyesuaian awal yang 
dilakukan oleh beliau bagaimana memahami sistem yang ada di Pondok 
Pesantren beserta lingkungan sosial yang ada di sekitar Pondok yaitu Desa 
Prajjan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. 
Disamping itu beliau harus melanjutkan pendidikan tinggi beliau 
yang harus terhenti, dan menjalankan peran sebagai mahasiswa untuk 
mendapatkan gelar sarjananya. Dan kemudian menambah pengetahuannya 
dengan mengambil Jurusan dibidang Pengembangan Sumber daya 
manusia untuk pendidikan magisternya. 
Momen Objektivasi merupakan proses pembentukan fakta sosial. 
Dimana hasil dari proses eksternalisasi membentuk suatu konsep, dan 
konsep tersebut selalu diupayakan, diaplikasikan dan ditransformasikan 
melalui tindakan dan ucapan oleh KH Muhammad Muafi sehingga 
kemudian menjadi suatu kenyataan yang objektif. Sehingga secara 
perlahan dan alamiah apa yang dilakukan oleh KH Muhammad Muafi 
menjadi acuan dan menjadi kenyataan objektif yang disebut dengan 
objektivasi.  
Dalam peranannya sebagai Ulama-Kiai yang mempunyai Ratusan 
ribu alumni, apa yang diputuskan oleh seorang Kiai akan menjadi 
keputusan masyarakat (Society Decision) melalui transfer keluar oleh para 

































alumni sebagai wujud konkrit dari kontribusi pondok pesantren bagi 
masyarakat. Seperti apa yang diungkapan oleh Horikoshi dalam buku Para 
Pengemban Amanah karya Muhammad Iskandar, bahwa Kedudukan Kiai 
demikian dominan karena adanya kemampuan dalam bidang lain, 
misalnya sebagai motivator dalam perubahan sosial dan politik. Kiai 
adalah seorang ahli agama dan fasih serta mempunyai kemampuan yang 
cermat dalam membaca pikiran-pikiran pengikut-pengikutnya. Kiai dapat 
menjelaskan suatu masalah yang sulit sesuai dengan pandangan atau suara 
hati mereka. 
KH Muhammad Muafi melalui peran Ulamanya adalah dengan 
membangun kedekatan Personal Approach dengan konsep kesederhanaan, 
dan Mandiri sehingga dapat membentuk karakter santri sebagai sarana 
islamisasi yang memadukan tiga unsur, yakni ibadah untuk menanamkan 
iman, tabligh untuk menyebarkan islam, dan ilmu serta amal untuk 
mewujudkan kegiatan sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat. 


































Gambar 4.1 KH Muhammad Muafi shalat berjamaah bersama santri di Puncak 
Ranukumbolo 
Momen Internalisasi, momen dimana identifikasi diri individu 
dalam dunia sosio kulturalnya, yang merupakan proses penyerapan 
kembali dunia objektif kedalam kesadaran individu sehingga faktor 
subjektif individu dipengaruhi oleh struktur sosialnya. Apa yang tidak 
disadarinya yang telah menjadi unsur dunia objektiv merupakan bentuk 
dari gejala internalisasi. Pada momen internalisasi ini individu menyerap 
segala hal yang bersifat objektif dan realisasikan secara subjektif. 
KH Muhammad Muafi mengidentifikasi dirinya sebagai Ulama di 
Sampang dan sebagai pemangku Pondok Pesantren Nazhatut Thullab yang 
membawa nama baik Pondok tersebut begitupun dengan nama baiknya 
sendiri. KH Muhammad dalam bertindak sebagai intelectual father 

































melakukan dakwah bil-hikmah dengan memahami apa yang dibutuhkan 
masyarakat. Sistem pendidikan dan budaya yang dianut oleh pondok 
pesantren merupakan hasil internalisasinya. Dengan menjalani peran 
Ulama di era Milenial sekarang ini beliau membaca peluang dan efek 
jangka panjang. Politik dakwah berbasis social kemasyarakatan yang 
dijalankan oleh KH Muhammad Muafi yaitu dengan duduk bersama dan 
membaca apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan bisa masuk dan 
bergaul dengan semua golongan dari rakyat jelata, blatir, pengusaha dan 
elite politik, hingga membentuk suatu keharmonisan masyarakat sampang.  
Tokoh Bajingan yang banyak ditakuti oleh warga dan warga 
enggan untuk berhubungan dengan mereka, namun KH Muhammad  
malah merangkul mereka tanpa perlu ikut terlibat dalam kegiatan yan 
diluar syari’at tersebut. Sesuai dengan prinsipnya “bertakwa kapanpun 
dan dimanapun…”. Tokoh blatir/bajingan yang awalnya sering 
membunuh orang, minum-minuman keras, beliau dekati dengan halus agar 
dapat berubah menjadi lebih baik. Beliau tidak menyalahkan keadaan 
mereka yang menyimpang dari agama, namun KH Muhammad Muafi 
lebih melihat peluang perubahan pribadi tokoh bajingan tersebut dan efek 
jangka panjangnya, dengan menyarankan agar anak-anak mereka 
dimasukkan dalam pendidikan Pondok Pesantren sehingga dapat 
meminimalisir kemungkinan sikap dan sifat orang tua mereka diturunkan 
pada anak mereka. 
 


































Dialektika Eksternalisasi, Objektivasi, dan Internalisasi 
Peran Ulama 
Momen Proses Fenomena 




kondisi sosial pondok 
pesantren dan 
masyarakat Sampang 
secara luas. Harus 
menjalankan peran 
Pemangku Pondok 
Pesantren sejak Usia 21 
Tahun dan seorang 
Ulama-Kiai sekaligus. 
Menghadiri undangan 
sebagai muballigh dan 
pemuka agama. 










Internalisasi Identifikasi diri 
dengan dunia sosio 
kultural 
Bisa membagi peran dan 










yang ada di beberapa 
daerah di Sampang. 
 
 

































2. Momen Eksternalisasi, Objektivasi dan Internalisasi Politik Dakwah 
KH Muhammad Muafi melalui peran Umara 
Momen Eksternalisasi KH Muhammad Muafi diidentifikasi dari 
proses adaptasi tekstual, adaptasi sosio kultural dan adaptasi politik. Proses 
adaptasi yang dimaksud disini adalah bisa berupa penolakan, penerimaan 
atau mungkin penyesuaian. dan bagaimana Politik dakwah KH 
Muhammad Muafi dalam melakukan perannya sebagai Umara di tengah-
tengah keanggotaan organisasi DPD Partai Golkar Kabupaten Sampang 
yang menempatkan dirinya sebagai Ketua dari organisasi tersebut, 
merupakan sebuah bentuk eksternalisasi dari konstruksi sosial. 
Dalam hal perannya sebagai Umara KH Muhammad Muafi 
menyadari tidak semua masyarakat, santri maupun alumni menyetujui 
akan keputusannya terjun di dunia politik. Beliau mengambil keputusan 
berat tersebut karena ada tujuan yang lebih besar dibaliknya. Beliau 
menyadari bahwa sebagai Ketua DPD Partai Golkar yang merupakan 
partai Nasionalis tidak sesuai dengan fanatisme masyarakat Madura 
terhadap partai Islam. Namun dengan wewenang dan kebijakannya sebagai 
Ketua DPD Partai tersebut dapat membuat peraturan-peraturan yang 
membumikan nilai Islam. Dengan Politik kebijakan dakwahnya KH 
Muhammad Muafi memberikan prioritas utama kepada calon-calon 
legislatif dari partai tersebut yang berasal dari santri.  

































Momen Objektivasi Seiring dengan perubahan jaman, maka 
dakwah islam dapat dilakukan secara halus dengan memasukkan unsur-
unsur Calon Legislatif yang berasal dari santri yang lebih paham akan 
agama dan meminimalisir Calon-calon pemimpin rakyat yang tidak 
memahami agama. Hal tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh 
Amrullah Ahmad1 dalam buku Dakwah islam dan perubahan sosial 
dimana dakwah islam diaktualisasikan kedalam sistem kegiatan manusia 
yang secara teratur dapat mempengaruhi cara berfikir, bersikap dan 
bertindak agar terwujud ajaran islam di semua segi kehidupan. 
Kontribusi politik KH muhammad Muafi merupakan Kontribusi 
politik dalam bentuk upaya mewujudkan kemaslahatan umum (al-
maslahah al-ammah). Sebelum masuk menjadi kader Partai Golkar, KH 
Muhammad sudah memiliki kekuatan tradisional, kemampuan intelektual, 
hubungan sosial yang baik, dan terhormat disegani masyarakat 
KH Muhammad Muafi dalam menjalankan perannya sebagai Umara tentu 
dipengaruhi oleh nilai-nilai spiritual ulamanya. Maka beliau menunjukkan 
sikap dan tingkah laku yang jujur dan bermoral tinggi dalam peran 
politiknya sebagai Umara. Moral agama dalam politik adalah landasan 
perilaku politik atas dasar moral agama (akhlak) sehingga dalam berpolitik 
pun orang tetap terjaga dari segi etika moral yang menjadi alat kontrol 
sepak terjangnya.2 
                                                             
1 Amrullah Ahmad (Ed), Dakwah Islam dan Perubahan Sosial, (Yogyakarta:PLP2M, 1985), 3 
2 Ahmad Hakim, M. Thalhah, Politik Bermoral Agama Tafsir Politik Hamka, (Yogyakarta:UII 
Press,2005), 22 

































Momen Internalisasi, yaitu proses konstruksi sosial yang terakhir 
yang menunjukkan nilai-nilai apa saja yang menjadi kenyataan objektif 
melalui perannya sebagai Umara. Proses internalisasi KH Muhammad 
Muafi dengan memberikan kebijakan yang tujuannya untuk kemaslahatan 
dan pro ummat. Seperti menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan 
bantuan sosial pembangunan TPA, mengupayakan kesetaraan IPM 
Sampang Utara dan Selatan.  
Tabel 4.2 
Dialektika Eksternalisasi, Objektivasi, dan Internalisasi 
Peran Umara 
Momen Proses Fenomena 




kondisi politik sejak tahun 
2008 dan berkontribusi aktif 
dalam politik dengan masuk 
dalam keanggotaan partai 
Golkar di tahun 2013 
Objektivasi Interaksi diri dengan 
dunia Sosio-kultural 
dengan ideologi ittaqillaha 
haithuma kunta 
“bertakwalah dimanapun 
berada...” sebagai landasan 
dalam menjalankan peran 
sebagai Ketua DPD Partai 
Golkar yang Nasionalis. 
Dan anggota Komisi E 
DPRD Jatim 
Internalisasi Identifikasi diri 
dengan dunia sosio 
kultural 
Memberikan kebijakan yang 
tujuannya untuk Maslahat 






IPM Sampang Utara dan 
Selatan  
 

































B. Temuan Penelitian 
Dalam konteks penelitian kali ini dimana pemahaman KH 
Muhammad Muafi tentang perannya sebagai Ulama sekaligus sebagai 
Umara dikonstruksikan oleh eksistensi dan kondisi sosial yang dibangun 
oleh KH Muhammad Muafi Sendiri. Dalam memahami konstruksi sosial 
politik dakwah KH Muhammad Muafi dapat  dilihat melalui bagan 








Bagan 4.1 Konstruksi Sosial Politik Dakwah KH Muhammad Muafi 
1. Politik Dakwah Islam KH Muhammad Bin Muafi melalui Peran 
Ulama Umara’ 
Pada hakikatnya politik dakwah melalui peran ulama-umara yang dilakukan 
oleh KH Muhammad Muafi merupakan implementasi nilai-nilai kepemimpinan. 
Dengan kemampuan merasakan dan menilai segala situasi dan kondisi dengan 
benar, kemudian mengambil keputusan berdasarkan tujuan, hingga menentukan 

































strategi terbaik dalam rangka melaksanakan tujuan itu, dan pada akhirnya dapat 
menggerakkan pengikutnya untuk terlibat dan mencontoh apa yang sudah 
ditetapkannya merupakan bentuk Konstruksi sosial politik dakwah KH 
Muhammad Muafi. 
 
Gambar 4.2 KH Muhammad Muafi (baju putih) sedang memimpin Do’a, bersama 
Calon Legislatif dari alumni Pondok Pesantren Nazhatut Thullab 
Membentuk santri yang unggul dari Pondok Pesantren 
Politik dakwah KH Muhammad Muafi melalui peran keilmuan sebagai 
Ulama- pesantren sebagai media dakwah dengan membentuk santri yang unggul 
di berbagai bidang, dapat membentuk karakter santri Mandiri dan mereproduksi 
calon-calon ulama dan pemimpin umat. Walaupun mengingat tantangan jaman 
saat ini dapat directed change mempengaruhi norma, melemahkan yang menjadi 
tradisi dari pondok pesantren, maka KH Muhammad Muafi berupaya 
menanamkan tradisi nilai agama mengakar di jiwa para santri. Pesantren sebagai 

































lembaga pendidikan agama islam, sudah tentu membawa misi nilai-nilai ajaran 
Islam, dan misi pembangunan, yaitu pembangunan yang berakar dalam 
masyarakat. Dengan begitu pesantren adalah sebuah contoh  nyata dari 
pembangunan nilai dari cita-cita keagamaan, sehingga pantaslah jika Pesantren 
dapat disebut sebagai agen pembangunan masyarakat dan menjadi pilar sosial 
yang berbasis nilai keagamaan. Santri harus memiliki Baik budi atau baik tata krama 
(akhlakul karimah) terhadap segala makhluk, menjadi landasan penting dalam 
proses menghadapi realitas sosial yang akan dihadapi santri. 
Membangun sinergitas dan kondusifitas masyarakat sampang 
Dalam memandang kemungkinan terjadinya konflik sosial yang disebabkan 
oleh politik, KH Muhammad Muafi mempunyai cara dalam menyikapinya. Beliau 
menggunakan perspektif struktural dalam membagi perannya sebagai Ulama-
Umara. Dimana dalam dakwah kesehariannya di tengah masyarakat dan santri 
pondok pesantren, KH Muhammad Muafi tidak pernah membicarakan perannya 
sebagai Anggota DPD Partai Golkar maupun Anggota DPRD Jawa Timur. Agar 
masyarakat yang memandang bahwa politik itu kotor dan penuh tipu muslihat 
dapat mengerti, bahwa KH Muhammad Muafi dapat memisahkan urusan 
politiknya dengan dakwahnya sebagai Ulama. Walau pada kenyataannya kegiatan 
politik KH Muhammad Muafi merupakan kegiatan dakwah islamiyah dalam 
rangka mencapai kemaslahatan Umat. 


































Gambar 4.3 KH Muhammad Muafi menerima amanah sebagai Ketua DPD Partai 
Golkar Sampang 
 

































Gambar 4.3 KH Muhammad Muafi (Baju Biru) bersama Forkopimda Kab. 
Sampang  
Dalam menjalankan peran Ulamanya KH Muhammad Muafi dengan 
bijaksana selalu membangun sinergitas bersama Forkopimda Kab Sampang, 
seperti Bupati, Kapolres dan Dandim. Walaupun dalam peran Umaranya beliau 
berbeda latar belakang partai dengan Bupati Sampang, hal tersebut beliau lakukan 
demi tetap menjaga stabilitas dan kondusifitas masyarakat Sampang.  
Seperti apa yang telah diungkapkan oleh Ahmad hakim3 bahwa kebijakan 
yang diambil dalam rangka untuk kebaikan bersama dan kemaslahatan ummat itu 
adalah politik. Suatu kebijakan tidak mungkin diambil untuk tujuan yang kotor 
dan tidak baik. Andaikata fakta berbicara bahwa politik itu mendatangkan 
kekotoran, ketidak benaran, dan sebagainya, maka hal itu bukanlah politik tetapi 
suatu tindakan kotor yang mengatasnamakan politik. Politik diambil sebagai 
langkah penyelesaian masalah demi kebaikan umum, dan bukan sebaliknya. Jika 
kebijakan itu diambil untuk tujuan yang tidak baik, maka hal itu bukanlah suatu 
politik. Hal yang tidak baik, kotor, penuh tipu muslihat dalam politik itu hanya 
hiperrealitas yang dibentuk oleh masyarakat sendiri. Padahal sejatinya, langkah 
Politik  itu diambil sebagai penyelesaian masalah demi kebaikan umum 
(maslahah) dan meninggalkan mafsadat.  
Sebagaimana teori Klasik Aristoteles yang menyebutkan bahwa politik 
dilihat sebagai usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan 
bersama, dan menjelaskan bahwa hakikat kehidupan sosial sesungguhnya 
                                                             
3 Ahmad Hakim, M. Thalhah, Politik Bermoral Agama Tafsir Politik Hamka,… 46-47 

































merupakan politik dan interaksi satu sama lain dari dua atau lebih orang sudah 
pasti akan melibatkan hubungan politik. Hal tersebut merupakan kecendrungan 
alami dan tak dapat dihindarkan oleh manusia sebagai makhluk sosial. KH 
Muhammad Muafi dalam menghadapi realitas sosialnya mau tidak mau 
bersinggungan dengan aktor politik dan dunia politik.  
Mengamalkan nilai keislaman Ittaqillaha haithuma kunta 
Dalam menjalankan peran Umaranya, KH Muhammad Muafi tetap 
berpegang pada moral agama dalam politik, dimana landasan perilaku politik atas 
dasar moral agama/ akhlakul karimah yang mengacu pada sumber Hukum Al-
Qur’an dan Al-Hadist sehingga dalam berpolitik KH Muhammad Muafi tetap 
terjaga dari segi etika moral yang menjadi alat kontrol sepak terjangnya. KH 
Muhammad Muafi Bisa membagi peran dan status dengan ideologi ittaqillaha 
haithuma kunta “bertakwalah dimanapun berada...” sehingga dapat mengkader 
santri menjadi Ulama-Umara dan membawa perubahan terhadap tokoh-tokoh 
bajingan yang ada di beberapa daerah di Sampang. Dalam islam, kekuasaan 
bukanlah tujuan tapi merupakan instrumen untuk membumikan nilai-nilai 
keislaman. Kekuasaan menjadi penting dalam Islam dikarenakan ia cukup efektif 
sebagai alat penetrasi nilai-nilai hingga menjadi dunia kehidupannya. 
Sebagaimana yang diungkapkan oleh KH Muhammad Muafi dalam wawancara, 
bahwa meskipun agama dan politik tidak dapat dipisahkan, namun dalam 
berpolitik umat islam tidak harus menggunakan simbol islam, misalkan dengan 
bergabung ke partai politik islam atau partai yang berasaskan islam. Dalam hal ini 
partai hanyalah wadah atau alat, sedangkan yang penting adalah cita-cita atau 

































tujuan kemaslahatan ummat/kepentingan islam. Dengan kata lain, islam sebagai 
agama harus dipisahkan dari Islam sebagai Ideologi Politik. Maka dari itu 
hubungan politik dan agama adalah hubungan substansial bukan merupakan 
hubungan formal. 
. KH Muhammad Muafi dengan peran Ulama dan Umaranya sebagai 
intelectual father dan menjadi agen yang dapat mempengaruhi pemikiran 
masyarakat secara umum untuk berubah dijalan yang benar dan mengikuti apa 
yang sudah dicita-citakan oleh KH Muhammad Muafi. Seperti yang diungkapkan 
oleh Ahmad Syafii Maarif dalam buku “Islam dan Politik”, Politik dengan 
demikian, tidak dapat dipisahkan dari ajaran etika yang bersumber dari wahyu. 
Sehingga KH Muhammad menggunakan kekuasaan politik sebagai kendaraan 
untuk merealisasikan pesan-pesan wahyu yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-
Hadist. Secara teori, Umat percaya bahwa ajaran islam meliputi seluruh dimensi 
kemanusiaan. Dari sudut pandang ini, cita-cita kekuasaan (politik) menyatu 
dengan wawasan moral sebagai pancaran iman seorang muslim. Politik adalah 
kompetisi yang berlangsung antar manusia, biasanya dalam kelompok, untuk 
membuat kebijakan sesuai keinginan mereka. untuk melakukan hal itu, kebijakan 
mungkin dibuat secara tidak langsung dengan membentuk nilai dan kepercayaan 
anggota masyarakat. Politik dengan demikian, tidak dapat dipisahkan dari ajaran 
etika yang bersumber dari wahyu.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan KH Muhammad menyatakan bahwa 
benar Al-qur’an sebagai sumber utama syariat yang telah memberikan petunjuk 
kepada umat islam dalam kehidupan yang fana, tetapi petunjuk itu dalam banyak 

































kasus hanya bersifat garis besar. Masalah yang belum kunjung terpecahkan yaitu 
posisi syariat dalam masyarakat dan sistem politik yang ada. Maka dari itu peran 
Ulama yang menjalankan peran sebagai Umara sekaligus dapat merumuskan 
secara kreatif petunjuk Al-quran sesuai dengan realitas sosio-kultural  dan historis 
umat untuk menghadapi masa dan ruang tertentu. Hal itu dimaksudkan agar tujuan 
syaria’t, yakni terciptanya tata sosio-politik yang ditegakkan diatas fondasi moral 
yang kokoh, dapat tercapai demi kebaikan umat manusia itu sendiri. 
2. Keterwakilan Anggota Legislatif dari Kalangan Santri 
Politik dakwah islam yang dilakukan oleh KH Muhammad Muafi melalui 
peran Umara salah satunya yaitu mengupayakan keterwakilan Anggota Legislatif 
yang berasal dari santri. Karena penduduk Indonesia merupakan mayoritas 
beragama Islam. seorang santri yang dianggap mengerti akan hukum islam dapat 
menjadi kekuatan bagi umat islam di Indonesia. Jika hukum islam ingin 
diterapkan di suatu negara, maka harus ada dukungan dari Politik dari kalangan 
Islam yakni santri di jajaran pemerintahan. Semakin banyak perwakilan elit 
politik dari kaum islam yang dapat memperjuangkan hukum islam maka 
kebijakan dan kesejahteraan kaum islam akan lebih terjamin. Untuk itu guna 
mengoptimalkan peran Islam dan Negara, maka sudah seharusnya bagi kalangan 
Muslim khususnya santri untuk ikut berpartisipasi dalam membangun negara 
dengan keterlibatan aktif didalamnya yang dimulai dengan terjun dalam dunia 
politik praktis, sehingga membuat aspirasi yang diungkapkan merupakan suara 
hati rakyat muslim yang sudah terwakili oleh santri.  


































Daftar Nama Calon Legislatif DPRD Kab. Sampang dengan Latar belakang 
Pendidikan pondok Pesantren 
NO NAMA ALAMAT DAPIL PONDOK PESANTREN 
1 WANDI Robatal SAMPANG 1 Ponpes Nazhatut Thullab 
Prajjan Camplong Sampang 




Sampang SAMPANG 1 Ponpes AL Khoirot Bata- 
Bata Pamekasan 
4 H. SAHID Jregik SAMPANG 2 Ponpes Bustanu Huda 
Pasuruan 
5 UBAIDILLAH Jregik SAMPANG 2 Ponpe Attaroqi Karongan 
Sampang 





SAMPANG 3 Ponpes Nazhatut Thullab 





SAMPANG 3 Ponpes Al Ittihad Persis 
Cammplong Sampang 
9 H. HANAN Banyuaes SAMPANG 4 Ponpes Tebuereng Jombang 
10 H. Rofik Ketapang SAMPANG 4 Ponpes Nazhatut Thullab 
Prajjan Camplong Sampang 
11 ROMLI Banyuates SAMPANG 4 Ponpes Nazhatut Thullab 
Prajjan Camplong Sampang 
12 H. MUSJI Banyuates SAMPANG 4 Ponpes Nazhatut Thullab 
Prajjan Camplong Sampang 
13 HAMDUDDIN Ketapang SAMPANG 4 Ponpes Nazhatut Thullab 
Prajjan Camplong Sampang 
14 FIRMAN 
ARIYANTO 






Ponpes Nazhatut Thullab 
Prajjan Camplong Sampang 



































Omben SAMPANG 6 Ponpes Darus Salam Gontor 
17 ABU THALIB, 
S.H 




Omben SAMPANG 6 Ponpes Nazhatut Thullab 
Prajjan Camplong Sampang 
 
Seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Qayyim dan juga senada dengan hasil 
wawancara dengan KH Muhammad bahwa tujuan hukum islam adalah untuk 
mewujudkan kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Menurutnya, seluruh 
hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah, jika keluar 
dari keempat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dapat 
dinamakan hukum islam.  
Seorang muslim dapat berperan dalam politik dakwah dan dapat 
memperjuangkan hukum politik islam melalui keanggotaan suatu partai hingga 
mereka memenangkan konstestasi politik melalui Pemungutan suara. Suatu partai 
politik menjadi kendaraan yang dapat mengantarkan para calon legislative menuju 
kursi Lembaga legislatif. Para anggota legislatif dapat menjalankan perannya 
sebagai penyambung lidah masyarakat yang telah memilihnya. Setiap kebijakan, 
ciri, strategi dalam pengambilan keputusan harus mencerminkan politik dakwah 
islam. 
 


































Peran KH Muhammad bin Muafi Zaini sebagai Ulama sekaligus sebagai 
Umara mempunyai peran ganda sejak tahun 2014 dan menjalankan Rukhiyah 
Islamiyah dan Rukhiyah Wathoniyah (Dakwah Kemasyarakatan dan 
Kepemerintahan) secara bersamaan. Ketika beliau memutuskan suatu kebijakan 
dalam menjalankan perannya sebagai Ulama, maka status Umara nya akan 
mempengaruhi kebijakan tersebut, begitupun sebaliknya. Kemampuan beradaptasi 
KH Muhammad Muafi terhadap perannya sebagai Ulama-Umara didapatkannya 
melalui sosialisasi primer dan sekunder yang telah didapatkan sebelumnya. Politik 
dakwah yang dilakukannya melalui peran ulama-umara diaplikasikan dalam 
bentuk interaksi dengan santri, alumni, masyarakat dan koleganya di DPD Partai 
Golkar Sampang. Dari kajian penelitian ini, kiranya dapat ditarik kesimpulan: 
1. Bentuk konstruksi sosial KH Muhammad Muafi melalui peran Ulama 
yaitu dengan konsep kesederhanaan, kemandirian dan akhlakul 
karimah sebagai nilai yang dianut dan disosialisasikan kepada dunia 
sosiokulturalnya membuat KH Muhammad Muafi dapat membentuk 
Kader santri yang mempunyai peran Ulama-Umara di tengah-tengah 
masyarakat. kaderisasi santri tersebut menggunakan media dakwah 
Pondok Pesantren. KH Muhammad Muafi menanamkan ideologi yang 
berasal dari hadist Nabi Muhammad SAW  “Ittaqillaha haithu ma 

































kunta” (bertakwalah kamu dimanapun kamu berada) kepada mad’u 
nya sehingga mereka tidak akan goyah pendiriannya walaupun 
berkumpul dengan orang yang lemah iman. 
2. Bentuk konstruksi sosial Melalui peran Umara KH Muhammad Muafi 
yaitu dengan membuat regulasi islami yang Pro ummat dengan tetap 
berpegang teguh pada Ideologi “Ittaqillaha haithu ma kunta” 
(bertakwalah kamu dimanapun kamu berada), dan memilih calon 
legislatif yang akan diusung partainya dari golongan santri untuk 
memastikan bahwa perwakilan rakyat adalah  orang yang benar-benar 
mengetahui tentang hukum agama, yakni santri. Ittaqillaha haithuma 
“bertakwalah kalian dimanapun kalian berada….” merupakan ideologi 
yang menjadi referensi utama saat ini dalam menghadapi arus 
globalisasi era millenial dan menjadi kebenaran objektif dalam tataran 
internalisasi politik dakwah KH Muhammad Muafi.  
 
B. Saran dan Rekomendasi 
Dari hasil penelitian, terdapat beberapa saran dan rekomendasi dari 
peneliti terkait dengan Politik dakwah KH Muhammad bin Muafi Sampang (Studi 
konstruksi Sosial melalui Peran Ulama-Umara). Bagi peneliti selanjutnya yang 
berminat meneliti tentang Politik dakwah KH Muhammad bin Muafi, maka dapat 
manganalisis hasil, pengaruh dan keefektifan dari politik dakwah, karena 
penelitian kali ini hanya fokus pada politik dakwah melalui peran Ulama-Umara 
yang dijalankan oleh KH Muhammad bin Muafi. 
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